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F U T U S A N
No.09/Pid.Prap/2006/PN Jak-Sel.
No.10/Pid.Prap/2006/PN.Jak-Sel,
No L /Pid. Prap/2006/PN.Jak-Sel.

Ml KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeni Jakana Selatn yung memeriksa dan mengadili perkarm pro
periidilan, menjatubkan Putusan scbagai berikut  dalam perkars permohonan properadilan
vang dugjukan oleh ;

| I. ASOSIASI PENASEHAT HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA
(APHIVINDONESIAN  LAWYERS AND  HUMAN  RIGHTS
DEFENDER'S ASOSSIATION, yang diwakili oleh Dorma 11 Sinags,
S.H dan Lambok Gultom, S.H masing-masing selaku Ketus Ui don
Sekretans Umum, dalam hal ini diwskili oleh Kuasanya Hotma Timbul.iL
S.H, Niko AdranS.H, Sonny Warsito,S.H, Ester | Jusuf.S.H, Dem
Ardiansyah 8. H, Erick §. Paat,S H, Erick Armansyah.S.H, Sondang Frishka,
S.H,LLM, Lamris Siagian,S.H, Saor Singian,S.H, Mubamad Ichsan S H,
Jon B. SipayungSH dan Lies AstutiningrumSH, Para Advokat dan
Pembela Umum dan Kantor APHI yang beralamat di Jalan Rays Pasar
Minggu Km, 17,7 No. 1 B, Lt. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan
Surat Kunsa Khusus tertanggal 18 Mei 2006 sebagai PEMOHON 1 § ——

3. KOALIS] GERAKAN MASYARAKAT ADILI SOEHARTO (GEMAS) yang terdi
dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesin (PBHI), Imparsial, ELSAM,
Demos, SHMI, Kontras dan ICW, LPHAM dan YLBHI, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnys Johnson PamjaianSH, Ecoline
Situmorang, S.H, Ull Parulish Sihombing,S.H, Ema Ratnaningsih,S.il,
Reinhart Parapat,S.H, Henry David Oliver Sitorus.S.H, Lamna Siagian,
5.H, Usman Hamid 5. H, Taufik Basar,5.H, On Rahman, S H, Sri Suparyati,
S.H, Indris Fernida, S.H, Haris Azhar, S.M, Junses. E. Sihaloho, §.H, Irfan
Fami, S.H, Derwin Hunifsh,S.H, Riando Tombunan,S.H, Al lmron,S.H,
Ridwan Darmawan SH, Heemawanto,S.H, Ines ThiorenS.H, Poengky
Indarti, S.H, LLM., Riua Olivia,SH, LLM, Abdul Haris
semendawal S.HLIM.  Supriysdi.  Widodn FddvonoS.H,  Zainal
Abidin,S.H, Fuzrimei Al GofarS.H, dan Vera Wenny Soemarwi,S.H
Advokat/Pembela Umum yang  bergabung dalam TIM ADVOKASI
GERAKAN MASYARAKAT ADILI SOEHARTO (GEMAS), dalam hal
it memilih sekretariat di kantor PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM




DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI), beralamat di Geduny
- | Perkantoran Mitra Matraman, JI. Mataman Rays No. 148 Blok A2/18,
| Matraman, Jakarts Timur 13150 berdasarkan Surat Kuass Khusus tertanggal
27 19 Mei 2006 sebagsi PEMOHON 11 ; ——

“RAYMOND RAJAURAT. S, Ir. IWNAN SUMULE, SYARIFUDIN, MASINTON
FASARIBU, OLISIAS GULTOM. ST, CLEMENS YH FERNANDEZ,
EDUARD B. HUTAGALUNG, F. ARIE PURNAMA, JONI
SUTARMAN, AJl KUSUMA, D, HERMAWAN, SULZER SIBARANI,
S.E, OKA WIIAYA, dan GOMOS SIMANJUNTAK,S.H yang dalam hal
ini diwakili oleh dan karenanya memilih domisili i kantor Kussanys
Hotma Timbul, H, $.H, Dorma H. Sinaga, S.H, Lambok Gultom, S H, Niko
Adrian, S.H, Sonny Warsito, 5.H, Ester L. Jusul, 5 H, Denl Ardiansyah, 5.H,
Erick S. Paat. S.H, Erick Armansyah, S.H, Sondang Frishka, S.H,, LLM,
Lamna Siagian, S.H, Saor Siaginn, S.H, Muhamad [chsan, S.H, Jon B
Sipayung, S.H dan Lies Astutiningrum, S.H, Para Advokat dan Pembela
Ununn dari Kantor APHI (Asosiasi Penaseha! Hukum dan Hak Asasi
Manusia Indonesia) yang berdomisili hukum di Jalun Raya Pasar Minggu 1B
Km 17.7. Pasar Mingpu, Jakarty Selatan berdacarkan Surat Kugss Khusuc
tertanggal 24 Mei 2006 sebagai PEMOIION 111 ;

Terhadap:

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA SELATAN, beralamat di JI. Rambai | Kebayoran Baru, Jukata

' Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Negen tersebut ;
Selelah membaca dan mempelajan berkas didalam perkam ini ;
Setelah mendengarkan keterangan para pihak didalem persidangan ;

Sectelah memeriksa bukti-bukti serta mendengarkan keterangan ahli-shli  didalam
persidangan

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon | dalam surat permohonannya tertanggal 19 Mei 2006
yang lerdaftar i Kepaniternan Pengadilun Negeri Jokara Selatan dibawah Register
Mo, 09Pid. Prap/2006/PN Jak-Sel pada pokoknys mengemukakan hal-hal sebagal berikut © -



'IJUE.-IN DAN  KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON DALAM

UKAN PERMOHONAN DENGAN MENGGUNAKAN PROSEDUR HAK

17 Bahwa dalam Pasal 80 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

P

(KUHAP) ditentukan bahwa : “Permimtaan uniuk memeriksa sah atau tidoknyo
penghentian penyidikan atou penuntutan dapal digjukon oleh penyidik aicu
penuniut umum alau pihak ketipa yong berkepentingan kepada keruo pengadilan
negeri dengan menyebutkan alasanma ™;
Bahwa PEMOHON merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalun pengajuan
praperadilan terhadap TERMOHON  berkaitan dengan penghentian penuniutan,
berupa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkam (SKPPP), yang tidak sab
dalam kasus dugann korupsi vang dilakukan oleh Socharto, mantan Presiden R1, di
7 vayvasun yvang didinkan den dikuasainys, yaitu @ Dharmais, Dakab, Supersemar,
Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandin, Gotong Royong dan Trikors,
berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut
2.1, Bahwa PEMOHON adalah Lembaga Swadaya Masyarmkat (LSM), yang

tumbuh dan berkembang secarn swadaya, utas kehendak dan keinginan

sendin di tengah masyaraksl, yang bergeruk, berminat dan didirikan atas

dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan atas

kepentingan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di dalamnya

penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia ;

2.2. Bahwa tugas dan pemnan PEMOHON dalam melaksanakan Kegiatan-
kegiatan penegakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak ssasi manusia,
termasuk di dalamnya pencgakan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta
dalam mendaysgunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikuiserikan
sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan
dan penghormatan nilai-nilai hak-hak asasi manusia, termasuk di dalamnya
pencgakan pembermntasan korupsi di Indonesia, terhadap siapapun juga tanpa
mengenal jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dil, tercermin dan atay
ditentukan dalam Anggaran Dusar PEMOHON (Bukti P-1) seperti yang ukan
disebutkan dibawah ini :

i

Dalany AD/ART PEMOHON pasal & disebutkan bahwa tujuan dan lembags
ini adalah :

(1) Memperjuangkan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung
tinggi nilai-nilai persavderaan dan persamoann manusia serta martabal
manusia;




) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia, keadilan dan perlindungan
hukum terhadap harkat dan martabat manusia, keieniiban sena kepastian
hukum demu terselenggaranya Negara Hukum sesual dengan Undang-
Unclang Dasar 1945 ;
(3} Turwt berusaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, aman,
tentram dan tertib yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 ;
(4) Memperjuangkan terwujudnya Undang-Undang teatang Profesi Penasehat
Hukum yang mengakui Penaschat Hukum sebagai salah satu Catur
Wangsa Penegak Hukum ;
(5) Mengembangkan kualitas keahlisn penasehat hukum i Indonesia,
sehingga siap menghadapi era persaingan plobal |
(6) Memperjusngkan pengakuan baik dari lembaga eksekutif, lembaga
legislatift maupun dari lembaga yudikatif atas kedudukun Pengscar
Praktek sebagai pengemban profesi hukum yang mempunyai kedudikan,
fungsi, hak yang sama dan sederajat dengan kedudukan, fungsi, hak dan
kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya :
(7) Menciptakan masyarakat yang mempunyal pola pikin, sikap dan pols
tindak yang tidak membeda-bedakan (diskriminatif) berdasarkan tas
(suku, suku bangsa, wamna kulit dan keturunan);
() Membina dan memperbahani aturan-aturan hukum, baik tertulis maupun
tidak tertulis, dan kebijakan-kebijakan pemerintuh yang mengandung
mustan-muatan atau materi-materi yang melanggar hak asasi manusia ; —
(%) Memberi bantuan hukum terhadap setiap omang yang hak-hak asasinya
dilanggar ;
Selanjutnya dalam pasal 7 ditentukan ;Untuk mencapai tujuan yang tersebut
dulam Pasal 6 distas, APHI dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha scbagai
berikut :
u) Melakukan perlindungan dan atau perubelaan terhadap sctiap penasehat
hukum yang sedang menghadapi masalsh hukum berdasarkan prinsip
praduga tidok bersalah;
b) Membuat draft Rancangan Undmg-Ung;'mg Penasehat Hukum; —————
¢) Menyclenggarakan pendidikan dan pencrangan kepada  muasyarakat,
khususnya kepada para penaschat hukum tenting pengertian dan nilai-
nilai negara hukum dan hak asasi manusin pada umumnya, dan khususnys
tentang pengertinn dan nilai-nilal persaudaraan dan persamaan manusio
scrin martabat manusiag




2.3.

h}

i)

1)

k)

h

' ;J- Mengadakan studi dan penelitian (research) mengenai produk-produk
f ukum yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangun keadaan

varakat dan atau vang bertentangan dengan rasa keadilan masyurakast
dan atau yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia ; —
Pendidikan dan Kajian Hak Asas Manusia, seperti  mengadakan
pelatihan-pelatiban hak asasi manusia dan banwan hukum, diskus),
seminar, lokakarya, dil ;
Melakukan pelayanan hukum, berupa pemberian bantuan hukum, baik di
dulom maupun di luar pengadilan, kepada anggota masyarmkatl yang
dilanggar hak-hak asasinya, baik di bidang politik (scperti hak asm
kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat dll), di bidang pertanahan,
lingkungan hidup, gender, perburuhan, konsumen dll ;
Melakukan kampanye ratifikasi terhadap pelbagni instrumen internasional
mengenai hak asasi munusia;
Menjadi Countert Part pemenntah dalam memperjuangkan upaya
pencgakan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia;

Melakukan pengawasan terhadap terhadap setinp pelanggaran hukum dan
hak ssasi manusia dan melakukan advokasi untuk melawan pelanggann
tersebut;
Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan atau instansi-
instansi pemerintah maopun non pemerintah di dalem negen serta dengan
lembaga-lembaga internasional pemerintah mavpun non pemerinial di
luar neger;
Pembangunan pusat informasi, dokumentasi, publikasi dan penerbitan,
meliputi leaflet, brosur, poster, dil, serta perpustakaan méngenad hukum
dan hak ssasi munusia;
Dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan APHIL

Sedanghkan menurut pasal 22 angka | ADVART yang suma disebutkan bahwa
yang dapat bertinduk mewakili kelusr dari lembaga tersebut adalah Badan

Pengurus, (Bukti P-2);

Bahwa dalum menjalankan tugas dan peranannya tersebut, PEMOHON
secara nysta dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap

[

egakan, perlindungan dan pembelaan hak-hak asasi manusia, dan juga

telah mendayagunakan lembaganya sebagal samna untuk mengikutsertukan

sebanyak mungkin anggots masyamkat dalum memperjuangkan pengharjaan
dan penghormatan nilai-nilai hak-hak asasi manusia terhadap siapapun juga



2.5

iy mengenal jenis kelamin, suku bangsa, rus, dguma, dil, hal mana telah
el pengelshuan umum (notaire feiten) ;
3ahva dalem gugman ini PEMOHON menggunakan mekanisme dan atay

T 4 edur gugatan organisasi/lembaga swadayn masyarakat (Legal Standing)

vung sudah diskui dalum doktrin hukum dan peraturan perundsng-undangan
di Indonesia, vaitu bertindak untuk kepentingan penegakan, perlindungan dan
pemijuan  hak asasi manusin, termasuk  di  dalaminys  penegakan
pemberantasan Korupsi di Indonesia ;
Bahwa landasan hukum PEMOHON mengajukan permohonan praperadilon
dengan  menggunakan  mekanisme dan  stay prosedur guyslan
organisasi/lembaga swadaya masyarakar (fegal Standing) adalah sebagaimana
ditentukan dalam :
a. Perundang-undangan ;
1. Pasal 41 UU No, 31 Tahon 1999 tentang Pemberuniasan Tindak
Pidans Korupsi pada Bab YV mengenai PERAN SERTA
MASYARAKAT, yang antara lain menyatakan :
(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahun dun
pemberantasan tindak pidans korupsi ;

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diwujudkan dalam bentuk:

p. hak mencan, memperoleh dan memberikan informusi adanya
dugaan telah tergadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalem mencan, memperolch
dan membenkan informasi adanys dugaan telah terjudi tindak
pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkarm
tindak pidana korupsi;

¢, hak untuk menyampaikan samn dan pendapal secars bertanggung
Jawab kepada aparat penegak hukum yang menangani perkara
tinduk pidana korupsi;

d. hak untuk memperoleh jawaban aws penanyuwan Tenang
laporannya yang dibenkan kepada penegak bukum dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) han;

e hak uniuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal; -

1) melaksanskan huknya sebagaimana dimuksud dalam huruf a,
b, dan ¢;
2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di
sidang pengadilan schagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli,




seyun) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku:
masyarakal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah
pemberantasan tindak pidana korupsi;
hak dan tnggung jawab scbagaimana dimaksud dalam ayal
(2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang tegub pada
psas-asas otau  ketentuan yang distwr dalam  peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan dengan mentaati norma
agama dan nomma sosial lainnye;

5) ketenfuan mengenai tala cara  pelaksanaan  peran  gertn
musyarakat dalam pencegnhan dan pemberantasan tindak
pidana korupsi sebagnimana dimaksud dalam pasal ind, distur
lebih lanjut dengan Pernturan Pemerintah |

2. Pasal |00 Undang-lUndang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia ditentukan bahwa : “Seriap orang kelompok  vrganisas
palitik. erganisasi masyarakas, lembaga swadaya masyarakar aiou
lembagn  kemasyarakatan  lainnya  berhak  berpartisipast  dalam
perlindungan, penégakan dan pemajuan hak asasl manusia” | ——
Bahwa keberadaan mekanisme dan atw  prosedur gupgatan
orpanisasilembapa swadaya masyarakat (legal Standing) temyals
juga sudah diakui kebemsannya dalam peraturan perundang-undangan
di indonesia sebagaimana terdapat dalam:
8. UU No, 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup | -
b, UL No. § Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ;
¢. Peraturan Mahkamah Agung No. | tahun 1999 wotang Hak Ujl

Materiil ;

b, Prakick Peradilan Peogakusn Hak Gugat Masyarskat dalam Kasus-

kasus lingkungun hidup, pelanggaran HAM, dan Konsumen ;
F

Bahwa dalam putusannya pada tanggal 7 Agustus 1989 Muajelis
Hakim Pengadilan MNegen Jaknrta Pusat, yang terdin dan GDE
SUDHARTA, S.H., NY. SURTI ..%:[ﬁRR.T PRAMONO, SH., dan
PROF.DR PAULUS EFFENDI LOTULUNG, S.H., dalam perkaru
No.B20/PDT.G/A99R/PNIKT.PST, mengakui keberadaan WAL
schapai pihak vang berhak untuk mengajukan gupsian lingkungan
hidup, walaupun tidak mempunyal Kepentingan langsung staupun
mendapaikan kuasa, sebagsi Penggugat, walaupun hukum scam yang




bérlaku pada sant ifu, yaity HIR maupun ketentuan dalsm UU No. 4
jun 1982 tentang Ketentwan Pokok Lingkungan Hidup tiduk
5 mengatur mengenai Hak gugat LSM ( “legal standing ™) ;
? Auhwa dalam perkara tersebut di atas, majelis hakim PN Jakarta pusat
telah melakukan terobosan hukum terhadap dokirin hukum acara yang
selama ini berluku, yaitu ; “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum®,
sebapaimana diatur dalam pasal 123 HIR, dengan secara berani
melakukan penemuan hukum, yaitu dengan memperluas (penafsiran
ekstensif dan sistematis) pengertian partisipasi masyarakat dalom
pengelolaan hukum lingkungan hidup, yang dengan mengkaitkannya
dengan ketentuan pasal § jo pasal 6 jo pasal 19 UU No. 4 whun 1982,
menjadi  hak  LSM  ontuk  mengajuken gugaian  dengan
mengatnsnamakan lingkungan  hidup (dalam putusan  disebutkan
mengatasnamakan masyarakat banyak) ;
. Bahwa keberaduan Putusan  tersebut, telah mendorong para
pembentuk undang-undang untuk memasukkan pengalurun mengen
Legal standing maupun Class Action kedalam UU Lingkungan Hidup
vang baru, yaitu UL No, 23 Tahun 1997 ;
. Babwa putusan terscbut kemudian diikuti oleh majelis hakim dalam
perkara lainnya seperti Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto
dalam perksra praperadilan No.:1/P id/1 ki., tan
7 April 1994, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor: 088/G/1994/Piutang/PTUN Jkt., tanggal 9 Desember
1994, Putusan  Pengadilan WNegeri Jakartn Pusmt  No.
SO/PAVGR2000MPNIKT.PST ;
Dalam perkara  praperadilan  No:1/Pra/Pid/1994/PN. Mkt di atas,
Hakim PN Maojokerto mengakui Walhi, sebagai LSM Lingkungan
Hidup, sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus
aguo,(Buki P-2) ;
. Dalam kasus perlindungan konsumen, LSM, seperd YLK, dkk., juga
dinkui mempunyai kewenangan menggugat mewakili kepentingan
masyarakal konsumen, ketika medfggugat beberapa industri rokok,
yang melakukan penayangan iklan yang dianggap melanggar hukum ;
. Dalam Kasus-kasus pelanggaran HAM, walaupun tidak ada
pengaturannya secara cksplisit dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang
HAM, namun dengan memperluas ketentuan pasal 100 UU HAM,
majelis hakim PN Jakpus memutuskan mengakui  kewenangan




baberapa LSM, seperti APHI, Kontras, PBHI, dll, untuk mengsjukan
Zipatan mewnkili kepentingan penegakan dan perlindungan HAM
rhadap pemerintah dalam kasus kerusuban Sampit, (Bukti P-3) : —
Dalam kasus pelanggaran HAM lainnya, yaitu menyangkat kebebasan
pers, Pengadilan Negen Jakarta Pusat jugs mengakui hak gugar AJl
(Aliansi Jumalis Independen) dalam kasus Pemda dan aparat pemda
yang menghulangi dan mengintimidasi jumalis dalam menjalankan
tugas persnya, dalam perkars nomor 212/Pdi.Gr2002/PN.Jkt. Fusar,
(Bukti P-4) ;
c. Peradilun Pengakusn Hak Gugat Masyarakat dalam kasus kasus
Pemberantasan Korupsi ;

I. Pada Tahun 2002, Pemohon, bersama-sama dengan Yayasan 324,

pemah mengajukan permohonan Praperadilan terhadap Kejuksaan

Agung di Pengadilan Negeri ini (PN Jaksel) berkaitan dengan
penghentian penyidikan dalam kasus dugsan korupsi di PLTU Paiton

[, yang dugaan pelakunya diantaranya adalah juga Socharto, dengan

Nomor  perkara  No.21/Pid/Prap2002/PNJek Sel.  Dengan
argumentasi yang fidak jauh berbeda dengan argumentasi dalam
permohonan ini, Pemohon (APHI) dan juga Yayasan 324 disku dan

diputuskan olch Hakim PN Jaks¢l mempunyai kewenmngan untuk
mengajukan  permohonan  praperadilan  mewakili  kepentingan
pemberantasan korupsi dan masyarakat banyak, schagai pihak ketiga

yang berkepentingan, sebagaimans  ditentukan dalam pasal 80

. KUHAP. (Bukt P<4) ;

2. Dalam kasus lainnya, yaitu permohonan praperadilan yang diajukan

oleh lkman Keluarga Besar Laskar Ampera (IKBLA) berkaitan

dengan SP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda

dalam kasus dupasn Gindak pidana penyalahgunaan dana PBB dan

Pembagian Hasil Pencrimaan PBB di sektor Migas oleh Drs. H.S,

Sjafran dkk., dengan nomor perkara No.:02/Pid/Pra/1998, yang mana

PN Samannda mengakui hak IKBLA untuk mengajukan permohonan
praperadilan sebagai pihak yang berkepentingan, yang mana putusan

tersebut  diperkuat oleh MA dalam  putussnnya teranggal 28

November 2001, (Bukt P-5) ;

2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal di stas, maka kepentingan hukum PEMOMHON
uniuk mengajukan gugatan adalah dalam rangka terwujudnya pemberentasan
tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana ditentukan dalam /LI No.




I, FAKTA-FAKTA HUKUM ;
L

7.7. Bahwa berdasarkan umian di atas maka PEMOHON merupakan pihak ketign
vang berkepentingan dalam mengajukan permohonan pmperadilan terhadap
TERMOHON berknitan dengan penghentian penyidikan dalam kasus dugasn
korupsi di 7 yayasan yang didirikan dan dikussainys, yaitu @ Dharmais,
Dakab, Supersemar, Amal Bhakt Muslim Pancasila, Dans Mandiri, Gotang
Royong dan Trikora ;

Bahwa mass-mass pemerintzhan orde bary, di bawah pemerintahan Socharto, sekitar
tahun 1966-1998, merupakan salah satu “masa kegelapan bagi bangsa Indonesia,
vang mana selama masa pemerintahannya, secara otoriter dan tiran, ia memberungus
lswan-lawan politiknya atau orang-ormng yang dianggap sebagai lawannya, baik
dengan pembunuhan, penangkapan dan penahanan secam sewenang-weming magpun
bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lainnya serta melukukan
tindakan-tindakan yang memperkaya diri, kelvarga dan kroni-kroninys ;

Dalam kasus-kasus pelsnggaran HAM, Komnas HAM telah mengidentifikasi 13
kasus pelanggarun HAM berat yang diduga dilakukan oleh Socharto ketika i
berkuasa (Bukti P-6), sehingga menjadi hal yang sepatutnya apabila para korban
pelapnggaran HAM tersebur, sepemi dalam kasus Trisakii, Semanggi | dan 11,
Talangsari, Penculikan Aktifis, Tanjung Priok, Kerusuhan Mei 1998, dll., gencar dan
konsisten menuntut agar dilakukan pengadilan terhadap mantan presiden RI terscbut.
(Bukti P<T) ;

. Dalam kaitannya dengan memperkaya dinl, keluargs dan kroninya, terungkap fakw-

{akia scbagal berikut ;
a. Sejak tahen 1975-76 menunit mantan Menko Ekuin dan Wasbang, diperintahkan
5% laba bersih bank milik pemerintah dalam setahun setelah dipotong pajak
untuk diserahkan kepada yayasan-yayasan yang dipimpin Soehano, seperu
Yayasan Supersemar atau Yayasan Dharmais i
b. Menurut Global Corruption Watch, sebagaimana diungkapkan oleh Transpasancy
Intemasional dalam tempo interaktif, diungkapkan bahwa Socharto menempatl
posisi pertama dalam kasus penggelapan uang, yaitu sebesar US$ 15-35 miliar,
dengan peringkat kedus Ferdinand Marcos sebedar USS 5 miliar, diliuti
Milosevie, Fujimon, Estrada, diL (Bukti P-8) ;




endana telah menjual properti di London senilai 11 juie poundsierling (setarn
165 miliar rupiah). (Bukt P-10) ;

e. Adanya rekening atas nama Socharto di 72 bank di dalam negen dengan nilai
deposito Rp. 24 miliar, Rp. 23 miliar tessimpan di BCA dan tanah seluas 400 ribu
hektar atas namy keluargs Cendana, sebagaimana diungkapkan Jaksa Agung di

dipan Komisi | DPR pada 7 Desember 1998, (Bukti P-11) ;

I. Menurut The Asian Wall Street Journul pads atahun 1999, Socharto dinyatakan
sebagai presiden terkaya di dunia, dengan 1.247 perusahaan keluarga.. (Buku P-

12);

g dan hasil-hasil memperkays din lainnya, yang tidak sebanding dengan
penghasilan Socharto sebagai presiden sant itu, vang dapat dlasumsikan, tidak
mungkin lebik dari 20 juta rupiah perbulan, yang sclama 32 tahun berkuasa
kekayaannya seharusnya tidak lebih dan wiuh miliar enam ratus delapun puluh

juta rupiah ;
Setelah berkunsa sclama sekitar 32 whun, akibat desakan dari mtusan riby mahasiswa
dan rakyat, yang ditandal dengan penembakan terhadap 4 omng mahasiswa Trisukti,
vang gugur sehagai pahlawan reformasl, serta lewasnya ratusan atay bahkan ribuan
orang akibat tragedi mei 1998, pada tanggal 21 Mei 1998, Sochario menyaiakan mundur
dan jabaunnya sebagal Presiden Rl, yang selanjutnys kedudukannya digantikan oleh
Wakil Presiden saat 1y, BJ Habibie ;
Pada masa pemerintshan Presiden Habibie, pada tanggal 22 September 1999 Pjs. Jaksa
Agung, Ismudjoko, meningkatkan status hukum kasus penyalahgunaan diana yayasan-
yayasan yang dipimpin Socharto dar penyelidikan ke penyidikan yang mana kurang
duri tiga mingey kemudian, yaitu padas |1 Oktober 1999, penyidikan tersebut justru
dihentikan dengan keluarnya SP3 ;
Pada masa Presiden Abdurruhman Wahid, Jaksa Agung Marzuki Darusman, membuka
kembali kasus Soeharto tersebul dan mencabut SP3 yang telah dikeluarkain pada 6
Desember 1999, yang mana selanjutnya nmmpkanzs-nchnun sebogai tersangka kasus
penyalahgunaan dana 7 yayosan pada 31 Maret 2000, dan kemudian berkas perkaranya
dilimpalikan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan status terdakwa pada 3 Agustus
2000, untuk selanjutnyas Kejaksasn Tinggi DKI Jakarts melimpahkan berkasnys ke
pengadilan negeri Jakana Sclatan pada 8 Agustus 2000 ;
Pada persidangan pertama tanaggal 31 Agusius 2000 terdakwa Socharto tidak datung
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d&n;g.ﬂ.u alasan sakil, schingga majelis hulum memerintahkan terdakwa untuk hadie pada
persidangan ketiga 28 September 2000, Sedangkan Kejaksaan Negeri Jakama Selawn
sendiri bekerja sama dengan Depkes, membentuk tim dokter independen, dengan
mendapat bantuun dari DI, Fak. Kedokieran Ul, UGM dan Unair, yang selanjutnya

mielukukan pemeriksaan terhadap terdakwa pada 23 September 2000 di RSPP |
Setelah menerima hasil Tim Dokier Indepesden, Majelis hakim mengeluarkan pulusan
selu yang memutuskan dakwaan Jakss Penuntut Unwum (JPU) tidak dapat diterima dan
mengembalikan berkas perkara kepada JPU, dengan alasan kondisi kesehatan terdakwa
tidak layak disidangkam karena menderita kerusakan otak secara permanen schingga
tiduk mampu menghadin persidangan ;
Terhadap putusan tersebut, JPU mengajukan banding ke PT DKI Jukarts, vang
kemudian membatalkan putusan PN jaksel dan memerintahkan agar persidangan kasus
terdakwa Socharto di buka kembali ;
Atas putusan PT DKI Jakana tersebut, kuasa hukum terdakwa Socharto mengajukan
kasasi ke MA, yang kemudian dengan putusan No.:1846 K/Pid/2000 memutuskan untuk
membatalkun putusan PT DKI Jakarta dan menguatkan putusan PN Jaksel yang
menyatakan dakwaan JPU dinyatakan tidak dapat diterima, dengan menambahkan
catatan dalam putusan kasasinys buhwa MA memerintahkan kepads kejaksaan untuk
mengobati Sochario sampai sembuh agar sewakiu-wukiu dapat diajukan ke persidanpan;
Pada unggal 29 Oktober 2001, melalui surat nomor : Raw/0.1.14/Fu. 1/10/2001, Kepala
Kejuksaan Negeri Jakana Sclawan meminta pendapat hukum kepada Mahkamah Agung
dalam rangka pelaksanaan putusan kasasi aquo ;
Alas permintaan tersebul, MA mengeluarkan pendapat hukum (fatwa) dalam suratnya
kepada Jaksa Agung, dengan tembusan kepada Jampidsus, Kajati DK jekarta, Ketua
PN Juksel dan Kajari Juksel, melalul surt bemomor KMAJS6S/XI2001, yang pada
intinya menyatakan bahwa Terdakwa Socharto tidak dapat disjukan ke pengadilan, yang
mana pendapat tersebul didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Tim dokter RSCM
No249TUK/Rhs/VIF2001, yang menyatskan bahwa HM Socharto tidak dapat
diharupkan sembuh dengan metode pengobatan sant im'-;
Padia musa pemenntahan Susile Bambang Yudhoyono, berkaitan dengan kasus Socharo
di atns, Juksa Agung Abdul Rahntan Saleh melalui Kepals Kejakssan Negeri Jukasts
Selatan pada 11 Mei 2006 telsh mengeluarkan Surat Ketetspan Penghentian Penuntutan
Perkara (SKPPF) dengun lterdakwn Socharto dalam kesus korupsi dan  stay
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ptemiber 2000, Ketua Majelis Hakim Laluy Mariyun memandang perlu untuk
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dengan alasan sakit, schingga majelis hakim memerintahkan terdakwa untuk hadie pada
persidangan ketiga 28 September 2000, Sedangkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
sendiri bekerjm sama deéngan Depkes, membeniuk tim dokter independen, dengan
mendapat bantuun dan IDI, Fak. Kedokteran Ul, UGM dan Unair, yang selanjutnya
melakukan pemeriksaan lerhadap terdakwa pada 23 September 2000 di RSPP ;
Setelah menerima hasil Tim Dokier Independen, Majelis hakim mengeluarkan putusan
sela yang memutuskan dakwaan Jaksa Peauntut Umum (JPU) tidak dapat diterima dan
mengembalikan berkas perkara kepada JPU, dengan alasan kondisi kesehatan terdakwa
tdak layak disidangkam karena menderita kerusakan otak secarn permanen schingga
tiduk mampu menghadin persidangan ;
Tethadap pulusan tersebut, JPU mengajukan banding ke PT DKI Jukans, yang
kemudian membatalkan putusan PN jaksel dan memerintahkan agar persidangan kasus
terdakewn Socharto di buka kembali ;
Atas putusan PT DKI Jakana tersebut, kuasa hukum terdakwa Socharto mengajukan
kasasi ke MA, yang kemudian dengan putusan No.:1846 K/Pid/2000 memutuskan untuk
membatalkun putusan PT DKI Jakarta dan menguatkan putusan PN Jakse! vang
menyatakan dakwaan JPU dinyatakan tidak dapat diterima, dengan menambahkan
cotatan dalam putusan kssusinys buhwa MA memerintahkan kepada kejaksasan untuk
mengobati Sochario sampai sembuh agar sewakiu~-wakty dapat disjukan ke persicanpan,
Pada wnggal 29 Oktober 2001, melalui surst nomor ; Raw/0.1.14/Fu.1/10/2001, Kepala
Kejuksaan Negeri Jakana Sclaan meminta pendapat hukum kepads Mahkamah Agung
dalam rangka pelaksanaan putusan kasasi aquo ;
Alas permintaan tersebut, MA mengeluarkan pendapat hukum (fatwa) dalam suratnys
kepada Jaksa Agung, dengan tembusan kepada Jampidsus, Kajati DK jakarta, Ketun
PN Jaksel dan Kajari Jaksel, melalul surt bemomor KMAJS6S/XIL2001, yang pada
intinya menyatakan bahwa Terdakwa Socharto tidak dapat disjukan ke pengadilan, yang
mana pendapat tersebut didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Tim dokter RSCM
No249%TURRh/VIF2001, yang menyatskan bahwa HM Socharto tidak dapat
dihurapkan sembuh dengan metode pengobatan saat ini ;
Padia masa pemenntahan Susilo Bambang Yudhoyono, berkaitan dengan kasus Sochurto
di atns, Juksa Agung Abdul Rahman Saleh melalui Kepals Kejakssan Negeri Jukasts
Selatan pada 11 Mei 2006 telsh mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
Perkara (SKPPPF) dengan terdakwn Socharto dalam kesus korupsi dan  wtay




| "Wo. 8 Tshun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berbunyi schugai

lo.

17

L.

SKFPP BERSIFAT PREMATUR ;
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bertkut :
Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP berbunyi : “Dalam hal penuntul umum memutuskan
untuk menghentikan penuntutan karena lidak terdapat cukup bukti atau peristiwa
lersebut termyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum,
penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam sun ketetapan® ;
Fasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP berbunyi : “Apabils kemudian temyata ads lasan
baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka ™

Pasal 46 ayat (1) huruf b KUHAP berbunyi : “Benda yang dikenakan penyitaan
dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda ity disita atay kepady
orang alsu kepadn mercka yang paling berhak apabila : b. perkara tersebut tidak Jadi
dituntut karena tidak cukup bukii atau temyata tidak merupakan tindak pidana®™ ;
Sebagal konsekuensi dari dikeluarkannya SKPPP tersebut, maka status hukum Socharto
schagai terdakwa otomatis gugue atau tidak berlaku lagi, disamping semua benda yang
telah disita dari Socharto, seperti harta atau barang bukti lainnya wajib dikembalikan :
SKPPP yang dikeluarkan olch Kejari Jakana Selatan tersebut menimbulkin gelombang
proles dii kalangan masyarakat, seperti tokoh parai, LSM. mahasiswa, aktifis
perempuan, dll ;
ANALISA HUKUM

Bahwa berdasarkan fakia-fakta hukum dalam butir Il., PEMOHON berpendapat bahwa
ilosan dan dasar hukum Kejari Jokarna Selatan menerbitkan SKPPP dengan terdakwa
Sndmudﬂmhmkumpﬁdanmupmyﬂahgmdnu?wmpumnh
dikuasainya, adalah prematur dan cacat hukum ;
Adspun yang menjadi dasar dan alasan hukum pendapat PEMOHON adalah sebagai
berikut

Bahwa berdasarkan putusan kasasi kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Socharto
aquo adalah adanya perintah MA kepada kejaksaan untuk mengobati Sochurto sampai
sembuh ngar sewaktu-waktu dapat disjukan ke pemi-:ﬁngnn,. Ternyata hingga kini pihak
Kejaksaan Agung cq Kejuri Juksel belum pernab melakukan upaya optimal dan
muaksimal untuk melakukan perintabi dari MA tersebut. Sehingga selama pihak
Kejaksaan Agung cq Kejuri Juksel tidak melakukan upays optimal dan maksimal uniuk
mengobali Soeharto, maka ia belum atau tidak dupat mengeluarkan SKPPP. Dengan
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terbaik di Indonesin, maka scharusnys Tim Dokter tersebut merujuk pemeriksaan dan
pengobatannya ke dokter yang lebih baik, yang nota bene hampir dipastikan bukan
dokter di Indonesia tapi di luar negen sepertl di Singapurs, Malaysia stau Australis, atay
merupakan kewajiban Kejaksaan Agung cq Kejari Jakse! sendin untuk merujuk ke
dokter yang lebih baik, yang jika dengan status tersanpka atau terdakwa, haknya
tersebul  dalam pasal 51 huruf b ague diambil alih atow direpresentasikan  atau

diluksanakan oleh negura ¢q. Kejaksann Agung oq Kejari Jaksel ;
Berdasarkan uraian dalam butir 5 dan 6 di stas, maka tindakan Kejuksaan Agung cq
Kejan Jaksel yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang lebih baik atau
merujuk ke dokter yang lebib baik, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 29 Tahun
2004 sekaligus jupa sebagai kewajiban hukumnyas sebagal penuntul umum secam
vbyektil dan profesional, skan tetapi malah secarn prematur mengeluarkan SKPPP
merupakan perbuatan melawan hukum dan kareanys SKPPP tersebut harusianya
dinyatakan cacat hukum dan tidak sah secara hukum :

SKI'PF CACAT HUKUM

7.

Berdasarkan ketentuan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, maka SKPPP hanya dapat
diberikan pada 3 kondisi, yaitu
A, tidak terdapat cubup bukti, atau
b. peristiwa tersebut temyata bukan merupakan tindak pldana, atau ;
¢. perkara ditutup demi hukum ;
Bahwa ternyata pengeluarkan SKPPP oleh Kejari Jukarta Selatan tidak berdasarkan
pada 3 kKondisi yang disyaratkan oleh 140 ayat (2) huruf 8 KUHAP aquo, akan tetapi
didasarkan pada kondisi keschatan terdakwa tidak layak disidangkam karena menderita
kerusukan otak secara permanen, yang tiduk disyaratkan atau disebutkan dalam pasal
140 gyat (2) huruf 8 KUHAP. Oleh karena tidak sesuai atau berbeda dengan kondisi
vang disyuratian atau ditentukan oleh UU, maka pengelusmn SKPPP tersebut adalah
tidak sah secara hukum ; -

Bahwa dilim Kukun scar pidans, kehadiran terdakwa df persidangan meripukan bal
yang wajib, schagaimana ditentukan dalom pasal 154 ayat (1)-(5) KUHAP, yang mana
apabila terdakwa tidak bersedia hadir secara sukarela 2 kali berturut-turot, menyebabkan
timbulnya kewnjiban bagi peountut umum atas perintah  majelis hakim  untuk
menghadirkan terdakwa secara paksa ke forum pengadilan. (pasal 154 ayat (6) KUHAP,




Wasus-kasus tindak pidana korugsi, jika tordakwa yang telah dipangsil secar sah
hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka menurul Pasal 38 ayat (1) UU

orfepas perlu atau tidaknya pemeriksaan dokier yang lebih baik sebagaimana diuraikan

dalam butir 3-6 i aws, moka secarm hukum penyelesaion perkara dugaan korupsi
Socharto pads 7 yayasan tersebut tetap dapat dilaksanakan dengan mekanisme hukum

sebagai berikut :

i

Pemangpilan terhadap Sochario scbagai terdakwa sesuai dengan mekanisme
pemanggilan menurut KUHAP, yang apabila 2 kali secara berturut dipanggil secars
sah dan patut ietap tidak hadir, maka terhadapnya akan dilakukan pemanggilan
sccara paksa, begitu untuk seterusnya. Walsupun terdakwa sakil, ia tetap akan
dipaksa untuk menghodiri persidangan, seperti dulum kusus dengan terdakwa
Muchuwr Pakpahan, A.M. Fatwa, dll ;
Apabila memang Socharto sakit, maks pemeriksaan pertama dilakukan di tempat
dimana Socharto dirawat, sedangkan untuk persidangan berikutaya tidak diperlukan
kehadiran terdakwa, dan acarn persidangan dilakukan tunpa kehadiran terdakwa
Freseden kasus ini pemah terjadi dalam kasus dugaan tinduk pidana korupsi oleh
Zulkifli Harahap di PN Langkat, Sumatera, yang mana karena terdakwa menderita
sakit ginjal, maka pemeriksaan pertama dilakukan di rumah sakil terdakwa dirawat,
sedangkan untuk persidengan berikutnyva dilakukan tanpa kehadiran terdakwa, yang
inana pembelaan terhadap terdakwa hanya dilakukan oleh pengacarnya saja.

Muodifikasi terhadap butir 2, yaitu apabila memang Socharto  sakit, maoks
pemeriksaan pertama dilukukan di tempat dimana Socharto dirawar, sedangkan
untuk persidangan berikutnya tidak diperlukan kehadiran terdakwa. Sedangkan hak-
hak terdakwa untuk membela diri, seperti untuk menunggapi keberadaan dan
kebenaran alat bukti dan barang bukti; keterangan saksi-saksi maupun ahli, tetsp
dapat terpenubi dengan mekanisme pengadilan melalul JPU menyerahkan copy,
transkrip atau rekaman alst bukti, barang bukii, keterangan saksi atau ehli kepada
lerdakwa untuk ditanggapi, baik secara tertulis atau dengan rekaman (suara atay
pambar), yang mana selanjutnya tanggapan tersebut diserahkan kemball ke
pengadilan, Sedangkan hak-hak terdakwa mﬂ.ll:. membela dinn lainnya sepenti :
mengajukan eksepsi stau pleidooi dapat diserahkan kepada tim pengacara/advokat
yang sccara tehnis hukum lebih menguasainya. Sedangkan mengenal pembernian
keterangan terdakwa, spabila terdakwa mengganggap bahwa keteranpannya dalam
penyidikan sudah cukup, maka joksa penyidik ata JPU dapst melakukan
penyumpahan terhadap BAP tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 162 KUHAP,
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uh sclonjutnyu keterangan tersebut tinggal dibacakan di- pengadilan, apabils
v keberatan atau ada tambahan terhadap BAP penyidikan, maka peayidik
emints keterangan tambahan dari terdakwa, untuk selanjutoya dilakukan
umpahan, sehingga dapat dibacakan di sidang pengadilan tanps keharusan
‘kKehadimn terdakwa ;
d.  Pemidangan dengan terdakwa Socharto tetap dapat terus dilakukan dengan tanpa
kehadiran terdakwa, dengan mengacu pada pasal 38 ayat (1) UU Tipikor ;
¢ Walaupun dalam keadsan sakit, terdakwa Soeharto tetap dapat dipenksa dan
diadili, dengan cara membuat berkas perkara tidak dengan satu terdakwa, yailu
hanya Soeharto sendiri, akan tetapi dengan dus terdakwa atau Jebih, jadi selain
Socharto, ada terdakwa lainnya, baik keluarga maupun kroninya. Apabila berkas
perkara  dengan 2 terdakwa atau lebih, maka walaupun ada terdakwa yang tidak
hadir, seperti misalnya Soeharto, pengadilan tetap dapat diteruskan, sebagaimana
dintur dalam pasal 154 ayat (5) KUHAP
Dengan mengacu pada prinsip peradilan vang independen, fair dan imparsial, serta
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), maka mekanisme pada horaf &,
waluupun terdapar dalam praktek peradilan di Indonesia, tidak dapat dilaksanakan
karena mengebin hak asasi terdakwa °
Begitu juga dengan mekanisme hukum dalam butir d, Juga bertentangan dengan prinsip
peradilan yang imparsial, karena sama sekali mengabaikan hak terdakwa untuk
membela, padahal ketidakhadiran terdakwa di persidangan “diasumsikan" dalam
kondisi sakit ;

. Sedangkan mekanisme yang dapat dipakai, demi betlangsungnya proses peradilan yany

dapat memgnuhi rasa keadilan rakyat, bangsa dan negara Indonesia, termasuk jups rass
keadilan terdakwa, dan juga demi kepastian hukum penuntasan kasus aguo yang sudah
berlarut-larut, maka secars hukum tersedis mekanisme proses pengadilan terhadap
Socharto, terlepas dan fa dalam keadaan sakit atau telah sembuh, yaitu mekanisme b, ¢
li."lﬂ‘.ﬂ €
Dengan demikian, tindikan Kejaksasn Agung cq Kejari Jaksel yang menpeluarkan
SKPPP, yang tidak hanya bersifat prematur di atas, akan tetapi juga tetap menerbitkan
SKPPP padahal tersedia mekanisme proses beracara yang ditentukan dalam perundang-
undangan dan prakiek peradilam, merupakan tindakag yang bertentangan dengan fugas
dan kewenangan melakukan penuntutan, scbagaimans ditentukan dalam Pasal 137
KUHAP jo Pasal 30 ayat (1) huruf & ULl No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI,
sehingga dengan tetap dilakukannya penuntutan tanps mengebiri hak-hak terdakwa,
dapat membutktikan bahwa penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara konsisten,
dimann setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, terhadapnya diperiksa dan
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penghukuman. Oleh karenanya maka penerbitan SKPPP aquo harus
dinyatakan tidak sah secara hukum ; -

Hahwa tindakan Termohon menerbitkan SKPPP juga bertentangan dengan TAP MPR
No, XUMPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN) : e

KERUGIAN NEGARA
Bahwa tndakan Termohon menerbitkan SKPPP di atas jelas sangal merugikan

kepentingan: kepastian hukum di Indonesia, sehingga dapat menyehabkan timbulnya
perasaan di masyarakal bahwa penegakan hukum di Indonesin tidak serius dan atau
tidak berlaku untuk “kalangan atas” atay hanya berlaku bagi “masyarakal bawab, yang
pada skhimya menyebabken ketidakpercayann masyarakat terhadap hukum, sera
menyebabkan terlegalisasinga prakiek KKN  yang scluma ini terjadi, baik yung
dilakukan oleh terdakwa, maupun keluarga atau kroni-kroninya, yang menyebabkan
hilangnya kerugian negara tersebut. Dengan demikian termohon telah melungpgas Tap
MPR No. VI/MPR/2000 khususnya Bab [l Pasal 6 ayal (1) dimana Termohon sebagai
alat negam penegak hukum harus dapat menegakkan hukum dan memberikan
pengayoman kepada para masyarakat
Bahwa bagi keusngan negara, maka tindakan Termohon telsh menyebabkan upaya
tntuk mengembalikan keuangan negara yang teluh dikorupsi di atas menjadi tidek dapat
dilakukan, yang jelas membebani keuangan negara ;
Bahwa tindakan Termohon di ates dan telsh menimbulkan kerugian sebogaimana
diangkapkan di atas juga menimbulkan kerugian bagi PEMOHON selaku organisasi non
pemcrintah (LSM), yang secarn terus mencrus telah melakukan ikhtiar dan upays untuk
melakukan advokasi dan penyadaran hukum dan HAM kepada masyarakal, termasuk di
dalamnya penegakan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang antarn ikhtiar dan upays
it dilakukan oleh PEMOHON melalui kegiatan-kegiatan sebagai telah dischut di atas
mengenai Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat dalam gugatan ini ;

PETITUM ; -
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon iranya Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan agar segera mengadakan sidang praperadilan tethadap Termohon sesuai dengan hak-

hik Pemohon berdasarkan Pasal §0 jo. Pasal 78, Jo. Pasal 77 KUHAP :
Selanjutnya mohan putusan sebagai berikut




a dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) techadap

Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasils, Dana Mandiri, Gotong Royong dan
Trikory, yang diterbitkan olch TERMOHON, adalah tidak sah dan bententangan UL No.
31 Tahun 1999 Tentng Pemberuntasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-
undang Hukum Acara (KUHAP) ;
Memenntahkan Termohon untuk segera melimpahkan kembali berkas perkam tindak
pidana atus nama lerdakwa Socharto tersebut ke Pengadilan Negen Jakana Selatan : ——

Apabils Pengadilan Negeri Jakana Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon |l dalum sumt permohonannya yang terdafiar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Sclatan dibawah Register No, 10/Pid. Prap/2006/

PN Jak-Sel pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

HAK KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

frat

Balwa dalum Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dinyaskan: “Setiap orang berhak untuk
memajukan difinys dalam memperjusnghkan hakoya secura Kolekof uwntuk
membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”™;
Bahwa keberadnan Sumt Ketetspan Penghentian Penuntutan Perkars Pidana atas nwmo
HM. Soehunto, sehagaimana akan diuraikan di bawah ini, telah merugikan kepentingan
bangsa, Negura dan rukyat Indonesia juga akan berdampak negatif pada pemberantasan
korupsi dan Ii-cnﬂlmg pada gagalnys pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Oleh
karenn ity permintann pemeriksaan praperadilan ini merupakan suatu cars bagi
masyarakat untuk memperjuangkan haknya membangun masyarukat, bangsa dan ncgara
yaitis salah satunya dengan memberantas korupsi, Kolusi dan nepotisme beserta jaringan

impunitas nya sampai ke akar-akarnyz;
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28H Undang-Undang dasar 1945 , maka Negam
memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk menjamin kescjahiernan dan/atau
kemakmuran selumuh mkyat Indonesia, Kewmjiban uniuk menjamin kesejahtersan
don/atau kemakmuran tersebut hanya dapat lml]}ld jika Negara cq. Pemeriniah
menjalankan amannt rakyat yong salah satunya telah tertuang dalam ketentuan Tap MPR

No.X1 Tahun 1998 pembemntasan korupsi secam tegas;
Bohwa berdasarkan ketentusn yang tertuang dalam TAP MPR No.X! Tubun 1998
tersebut terkandung makna bahwa pemberantasan korupsi merupaka kewajiban yang
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i kita ketahui, korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan warisan yang
gulkan oleh HM. Sochario kepada rakyst Indonesia yang menyebabkan hingga
ar.knmn,g negara ini terpuruk dalam Krisis multi dimensi dan tidak pernah keluar dan
krigis multi dimensi tersebut;
Bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme vang diwariskan oleh HM Soehurio tersebur
kepada bangsa dan negars ini telah menghambat pembangunan masyamkat, banpsa dan
negars  Indonesia untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, oleh sebab
Rorupsi, kolusi dan Nepotisme  haruslah diberantas sampai ke akar-akamya;
Maka permintaan pemeriksaan praperadilan atas Penghentian Penuntutan Perkara Pidans
terhadap HM. Socharto yang tertuang dalum Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
Perkars as nama HM. Socharto, yang diterbitkan oleh Kejaksaan MNegeri Jukarta
Selatan, merupakan  salah sty tindakan hukum worge negara Indonesia untuk
menggunakan haknys  dalam rangka mewujudkan pembangunan bangsa dan negary
yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme untuk mewujudkan masyarakat yang adil
dan makmur;

g

KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

I. Bahwa dalam hukum sears perdata yung berdaku dinystakan hanya orang yang
mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar
oleh omang lain, yang dapat mengajukan pugatan (asas tiada gugatan fanpa
kepentingan bukum atay zonder belang geen rechisingan), artinya hanya orung yang
mempuhyai kepentingan hukum saja. yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar
oleh orung lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan; s

Bahwa dalam perkembangannya termyata ketentuan dan/atau asas tersebut tidak
berlaky mutlak atay telah diperluas  berksitan dengan diakuinya hak orang st
lembaga tertenty untuk mengajukan gugatan, termasuk jugs permobonan, dengan
mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikensl
sebagai Organization Standing (Legal Standing) :

b

3. Dokwrin Organization Standing (Legal Standing) temyata tidak hanya dikenal dilam

doktrin akan tewpi juga telah dindopsi dalam petaturan perundangan di Indonesia,
seperti  Undang-undang No.8 tahun 1985 tentang  Kebebasan Berorganisasi
Kemasyarmkatan, Undang-Undang No § twhun 1999 tentang Pesrlindungan
Konsumen, UU No. 23 tahun 1997 fentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang
No.4l whun 1999 tentang Kehutanan;




dalam perkara Judicial Review UU Migas, UU Listrik, UU SDA, yang

Majelis Hokim mengakui hak PBHI untuk mewakili kepentingan

um/publik dalam hal ini kepentingan penegakan dan pemenvhan hak nsasi
manusia Indonesia, walaupun PBHI bukan merupakan pihak yang dirugikan
secara langsung; -

Dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus kerusuhan di

Sumpit, majelis hakim mengakui hak LSM yang bergernk dalam penegakan HAM,

seperti Kontras, PBHI, dll. untuk mengajukan gugatan mewakili kepentingan

perlindungan, pencgakan dan pembelasn HAM di Indonesia ;

- Bahwa walsupun begitu tidak semus orpanisasi dapat  bertindak  mewakili

kepentingan umum/publik, akan tetapi hanya organisasi yang memenuhi persyartan

tertent, sebagaimana ditentukan dalam berbagai peratuman perundangan muupun
yurisprudensi, yaitu:

o Berbentuk badan hukum atau yayasan:

b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menycbutkan dengan tegas
mengenai tujuan didinkannya organisasi tersebut;

c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasamya;

Bahwa dalam permintaan pemeriksaan Praperadilan ini, Para Pemohon menggunakan

prosedur pengajuan dalam bentuk Organization Standing (Legal Swanding), yang

Mana persyaratan-persyaratan pengajuan Organization Standing (Legal Standing)

telah terpenubi dalam Penuntutan ini, yaity sebagai berikut : <

a. Pura Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) danfatau kelompok
masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan
keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergeruk, berminat dan didirikan
atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan
KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA ;

b. Babwa tugas dan peranan PARA PEMOHON. dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan perlindungan, pembelsan dan penegakan KEADILAN, HUKUM dan
HAK ASASI MANUSIA, termasuk  hak-hak setinp masyarokat  uniuk
memperoleh persamaan untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum
di Indonesia, sena dalam mendayagunakan lembaganya sebagal sarana untuk
mengikut  sertakan  schanyak mungkin  anpgota masyarakat  dalum
memperuangkan  penghargaan, penghormatan, perlindungan, pembelaan dan
penegakan KEADILAN, HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA, termasuk hak-
hak pekega di Indonesia, terhadap siopapun juga tanpa meneenal icnis kelamin




faDangsa, ras, agama, dil, tereenmin danfatay ditentukan dalam anggurun dasar
24 PEMOHON, yaitu:

a;'ulaxis Nomor 39 pada hari Kamis, tanggal 10 September 1998 dihadapan
Notaris H. Abu Jusuf, S.H. Jakaria Selatan :
Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar PEMOHON [ disebutkan bahwa tujuan dari
lembaga ini ada sdalah untuk meluyani kebutuban bantuan hukum bagi
Wirga Negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar, mewujudkan Negara
dengan sistem pemerintuhan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum,
mewujudkan sistem politik yang demokratis dan  berkeadilan sosial,
mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak
ASHS] manusia;
Bahwa PEMOHON Il merupakan suatu Lembags yang telah terdaflar
dengan Akte Notaris Nomor 10 pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2002 di
hadapan Notaris, Rina Diani Moliza, S.H., Bekasi :
Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON 11 dinystakan bahwa maksud
dan tujuan dani berdirinya lembagn ini falah mendorong tumbuhnys inisiutif
masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih Juss dalam
atmosfir transisi yang demokratis dan berkeadilan; memajukan pemiahaman
dan pengetshuan masyarakat akan pentingnys kontrel atas prilaku sena
pertanggung  jawabannya ferhadap pelanggaran hukum dan hak  asasi
manusia; membangun  dasar-dusar  jawaban  atas problem keadilan di
Indonesin yang berbasis pada realitas ckonoml, sosial dan palitik melalul
study empiris; mendorong lashimya undang-undang komisi kebenaran dan
keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran hak asusi
manusin dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain undang-
undang perlindungan saksi;
Bahwa PEMOHON Il merupakan sustu Lembagn yang teluh terdaftar
dengan Akie Notaris Nomor 44 pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2002 d&i
hadapan Nowans, H. Abu Jusul, S.H. Jakana Selatan :
Dalam pasal 7 Anggaren Dasar PEMOHON 111 dinyatakan bahwa lembaga
ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan ‘masyarakat yang berpegang pods
nilai-nilai hak asasi manusin, keadilan dan demokrasi melalui ussha-wsaha
melakukan advokusi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak,
kebebasan dan kebutuhan masynrakat yang berkeadilan, sebagaimam
dijabarkan dalam pasal 8 ayal 3 Anggaran Dasar PEMOHON H—




va PEMOHON 1V merupakan suatu Lembaga yang telah terdufiar
an Akte Notaris Nomor 24 pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2002 di
hipan Notaris, Yudo Paripumo, S.H. Jakarta Pusat ;
o JFalam pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON 1V dinyatakan bahwa lembaga
inl bertujuan untuk mewujudkan masvamkst majemuk yang menghormati
nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta menjunjung tinggl harkat dan
manabal manusia, yang salah saw usshanya dalam mencapai fuwjuan terscbu
adalah meningkatkan dan  mengembangkan partisipasi dan  kepesitas
miasyarakss untuk pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia, sebagadmasis
dijabarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar PEMOHON 1V;
Bahwa PEMOHON V merupakan suntu Lembaga vang telah terdaflar
dengan Akte Notaris Nomor 9 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2002 di
hadapan Notaris, Rina Diani Moliza, S.H. Bekasi ;
Dalam pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON V dinyatakan bahwa lembaga

imi bertujusn untuk mencermati kondisi Indonesia pasca masa kritis yang
memburuk secara politik, ekonomi, sosial dan budays dimana diperlukan
komunitas yang lebih aktif uniuk tedibat mendampingi masyarakat apar dapat
memberdayakan dirinya sens untuk mencerdaskan kehidupan masyankat
Indonesia agar lercipla kesadaran mengenai hak dan kewajibannya schagai
manusis demi mewujudkan sam tradisi masyarakat Indonésia yang anti
kekerasan, Dalam usahanya mencapai wjuan tersebut adalsh dengan cara
melakukan penyadaran terhndap masyarakat, mendidik masyarakat uniuk

- mengenali potensi  dirinya, melakukan pendampingan  ussha-usaha
kesejahtleman masyarnkat, memberikan penyuluhan hak asasi dan hukum bagi
masyarakat sertn melakukan pemberian bantuan hukum pads masyamkal,
sebagaimana dijabarkan dalam pasal § Anggamn Dasar PEMOHON V,——
Hahwa PEMOHON VI merupakan sustu Lembags vang telah terduliar
dengan Akte Notaris Nomor 3 pada hari Selasa, manggal 13 Agustus 2004 di
hadapan Notaris, Amani Arman, S.H. Bekasi ;
Dalam pasal 6 Anggaran Desar PEMOHON VI dinyatakan bahwa lembags

ini bertujuan untuk menumbubkan demokmsi dan keadilan yang berbasis
pada keutuhan kedaulutan rukyat melalul undasan dan prinsip rakyat vang
bibas dan kelakutan, penindusan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran

hak asasi manusia dan diskriminesi, fermasuk yang berbasis gender;
menciptakan demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan
pada kebutuhan dan kehendak rakyst sebagal subjek dari demokrasi; sera
menumbubkan, mengembangkan dan  memajukan  pengertian  dan




gphormutan akan nilmi-nilai, Hak Asasi Manusia pada umumnya dan
jsusnya memnggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada
pejabal moupun wargancgara binsa agar sadar akan hak dan kewajibannya
- Aebagai subjek hukum. Usaha-usaha dalam mencapai tujuan terscbut adalah
" melakukan sdvokasi untuk pencgakan dan penghormatan hak-hak ssasi
manusia, scbagaimans  dijobarkan dalum pasal 7 Anggamn  Dasar
PEMOHON VI;
Bahwa PEMOHON VII merupakan suatu Lembaga yang telah terdafiar
dengan Akte Notwaris Nomor 54 pada hari Jumar, tnggal 28 April 2000 di
hadapan Notaris, TEDDY ANWAR, SH. di Jakarta ;
Dalam pasal 5 Angparan Dasar PEMOHON V11 dinyatakan bahwa lembaga
ini bertujuan untuk Memberdayakan Masyarakat untuk mewujudkun gistem
birokrasi, hukum, sosial, politik dan ekonomi yang berkeadilan sosial dun
bersih dari korupsi, menerima pengaduan masyamkast stas praktek koruptif
yung dilakukan oleh kekussasn, ustuk menyelenggarakan pendidikan dan
penyadaran masyarakal untuk mendorong  gerakan sosial anti korupsi stas
hak-hak sosial, ekonomi, dalam hubungannys dengan pemenntah dan sekior
swasty, mengajukan pendapat, baik berupa usul, kritik maupun komentas
(kepala lembaga yang berwenang) certa kepads musyarakast luns tentang
masalah korupsi diberbagai bidang (sosial, politik dan ekonomi), uniuk
mielakukan kampanye untuk menstigmatisasikan kalangan bisnis, politisi dan
pejabat publik yang terlibar prakick dan indikasi korupsi. scbagsimana
dijnbarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar PEMOHON V11 ;
Bahwa PEMOHON VI merupakan suatu Lembaga yang telah terdaflar
dengan Akte Notaris Nomor 14 pada hari Senin, tanggal 4 Juni 1990 di
hadapan Notaris, ADLAN YUNIZAR, SH. di Jakana ;
Dalam pasal 4 Anggaran Dasar PEMOHON VIII dinyatakan bahwa
Yayasan ini  bertuyjuan untuk  Memberdayakan Masyamakat untuk
memeperjuangkan pengakuan Hak-Hok Azasi Munusia seperti disebut dalum
pemyeion  sedunia  Tentang Hak-Hak Azasi Manusis PBB  dan
memperkenalkannya kepada masyarakat luas, membela dan mendamping
secard Cuma-Cuma masyarakol yang tidnk_,:m:mgu tanpa adanya pechedaan
sgama, suky, keyakinan politik stasupun latar belokang sosial; menegakkan
penghormatan dan pengertian terhadap nilai-nilai negam  hukum serta
martabat dan Hak-Hak Azasi Manusia dalam masyarakat, baik kepadu pejabat
maupun warga negara binsa; serta, turut membina hukum serta mengadakan
pengawasan terhadap pelaksansan hukum secara tepat dan benar ; —————
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wia PEMOHON IX merupakan suntu Lembaga yang telah terdaflar
Akte Notaris Nomor 24 pada hari Selase, tanggal 24 September 2002
Notris, HARYANTO, SH, di Jakana ;
pasal § Anggaran Dussr PEMOHON IX dinyatakon babws Yayasan
bertujuan untuk Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
masyarakat juss yang tudsk mampu tanpa membedakan agama, keturunan,
suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budayu;
Menumbahkan, mengembangkan don  memajukan  pengertion  dan
penghormatan terhadap nilai-nilal negara hukum dan manabat serta hak-hak
asasi manusia pads umumnys dan meninggikan kesadaran hukun dalam
masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warganegars biasa,
agar supays mercka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek
hukum; Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum
don pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklams:
Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) | -
Baliwa PARA PEMOHON, dalam mencapai maksud dan tujuannys telah melakukan
berbagai macam usaha/kegiatan yvang dilakukan secarn terus menerus dalom ranghks
menjnlankan tugas dan peranannyn tersebut, hal mana telsh menjadi pengetahiuan

umum (notoire feiten);
Bahwa berdasarkan argumentasi dan ketentuan hukum distas, maka jelaslah bahwa
PARA PEMOHON, mempunya kedudukan hukum dan dasar Kepentingan uniuk
mewakili kepentingan umum/publik dalam mengajukan permohonan Praperadilan
terhadap Surat Ketetspan Penghention Penuntutan Perkara Pidana Ats Nama HM.
Sochurto yang telah dikelusrkan oleh Kejoksaan Agung Republik Indonesia karena
m:nu.um.‘iung mustan yang bertentingan dengan UU No. B tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;
Bahwa dalam pasal 80 KUHAP * permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas:
akibat tidak sahmys peghentian penyidikan dan Penuntutan diajukan oleh tersangka
atnu pihak ketign yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan
menyebutkan alasannya;

|0, Buhiwa yang dimaksud dengan pihak ketigs dalam pasal 80 KUHAP harus ditafsirkan

secarn luas meliputi saksi korban tindale pidans, pelapor akan tetapi meliputi juga
masyarakat luas yang diwakili oleh Lembaga Swﬂnya Masyarakat. Menurut Yahya
Harahap dalam bukunya yang berjudul Pembahasan dan Permasalahan KUHAP Edisi
I holoman |1 meyebutkan sebagai berikut™ Pengertian pihak Ketiga yang
berkepentingan huarus ditafsirkan secars luns. Tidsk terbatas hanya saksi
korbun stsu pelapor, tetupi meliputi masyarakst loas yang diwakill olch



1.

thdnk chlann yang bersangkutan sedemikian rupa, sangal layak dan proporsional

memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili oleh LSM stau
—Orghnisasi Kemasyarakatan untuk mengajukan kepada praperadilan atas penghentian

atau Penuntutan. Persoalan ini jika ditinjau secam yurisprudensi bahwa pihak ketiga
yang punys kepentingan sehagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 80
KUHAP 1elah dikatagorikan istilah yang mengandung pengertian luas (hrowd term)
atau kurang jelns pengertiannya (umplain meaning), schinggn kemudian rumusan
seperti ity diperlukan kemampuan uniuk menemukan makna yang aktual flo discover
the wetual meaning), sebuah pengertian yang mampu memberikan pengertian yang
tepat dan aktual. Jika tujuan memperadilkan penghentian penyidikan atau Penuntutan
untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenungun
atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat, bahwa pilisk
ketiga yang berkepemingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili LSM atau
Organisasi Kemasyarakatan™
Bahwa masalsh korupsi merupakan masalah negars yang menuntul peran sena dan
tanggung  masyarakal schinggs PARA PEMOHON merasa perlu  unwk
memperjuangkan pemberantasan Korupsi di negeri tercinta ini, hal ini sejalan dengan
bunyi pasal 8 ayoat (1) UU No. 28 Tahun ]999 Tentang Penyelenggara Negara yung
Bersih duan Bebas dan Korupsi, kolusi dan Nepotisme yang berbunyi sebugai berikut,
“Peran serta masyarakat dalam penyelenggarsun Negara merupakan bsk day

tungguogjawab masyarakal untuk ikut mewujudkan Penyelenggura Negara

yang lu:rr:'th“.‘

HE FAKTA - FAKTA HUKUM
Adapun alasan-glasan PARA PEMOHON dalam mengajukan permintaan pemertksaan
Praperadilan ini adalah sebagai berikut :
| Bahwa pada tanggal B Agustus 2000, TERMOHON telah melimpahkan berkas perkara

b

3

Perkara No.B-T81/APB/Sel/Fpk.2/08/2000;

M Sochanta alias Socharto ki Pengadilan Neged Jukana Selatan dengan nomor

Bahwa pads mnggal 8 Agustus 2000 Ketus Pengadilan Negen Jakaria Selaton ielah
menunjuk  Majelis Hakim untuk memeriksa perkara HM Socharto dengan Surat
Penctapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta SEI.IH;’I No. 842/Pen.Pid. BR2000;——
Bahwa Ketun Majelis Hakim Pengodilan Negeri Jukarta Selatan telah menetapkan han
sidung pertama dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakanta
Selatan No.842/Pid. B/2000/PN, Juksel tentang Penctapin Persidangan Pertama Perkars

pidana biasa atas nama terdakwa HM Socharto alias Sochario;




fida hari persidangan pertama yang lelah dijadwalkan masing-masing pada hari
Inggal 31 Agustus 2000, hari kamis , tanggal 14 September 2000, hari Kamils .
25a}/28 september 2000, temyata Terdakwa FM Soeharto alias Socharto tidak pernal
e hdic’dipersidangan dengan alasan terdakwa dalam keadaan sakit:
5. Bahwa karena Jaksa atau Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan terdakwa ke
persidangan karena alasan sakit maka Mujelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa
terhadap perkara pidana No.842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel, atas nama ferdakwa H M
Soeharto alias Socharto, yang dilimpahkan TERMOHON pada tanggal 8 Agustus 2000
No.B-781/APB/Sel/Fpk 2/0872000, Penuntutannys dinyatakan tidak dapat diterima dan
mengembalikan berkas perkara No.B42/Pid B.2000 PN Selatan atas nama terdakwa H.M
Socharto alias Soeharto kepada TERMOHON:
6. Bahwa terhadap Penctapan No.842/Pid B/2000 PN Jak. Sel, Jaksa Penuntut Umium telah
mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan pasal
67 KUHAP,
7. Bahwa terhadap keberatan tersebut Jaksa Penuntut Umum  telah keluar Putusan
Pengadilan Tioggi DKI Jakarts No, 1 40/Bdg/PID/  2000/PT.DKI tertanggal 8
Nopember 2000 yang pada intinya memutuskan sebegai berikut;
= Menerima bunding dari Jaksa Penuntut Umum:
= Membatalkan Penetapan Pengadilan Neger Jakarta Selatan tanpgal 28 September
2000, No.842/id. B/2000/PN Jaksel:
- Memerintahkan  kepada Pengadilan Negeri Jakarla Selatan untuk membika,
memeriksa,  mengadili  dan  memutus  kembali perkara pidana  Register
No.842/Pid. B/2000/PN Jak Sel sesuai hukum acara pidena yang berlaku bagi perkarn
ttm:hur.i
= Memennahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarts Selatan untuk tetap melaksanakan
kewenangannys menangkap terdakwa HM Soeharto dalem status tahanan kota
seperti semula;
* Membebankan kepada nepara untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;
8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut Terdakwa telah mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung schingga keluarlah putusan Mahkamah Agung No.l§40
K/Pid/2000 yang pada umar putusannya berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakws : H.M Socharto alias
Seeharto ersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 8 Nopember 2000
No. 140/BDG/PID2000 PT.DKI dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakana Selatan
tunggal 28 Sepiember 2000 No.842/PID.B2000/PN Juk Sel ;




MENGADILI SENDIRI
n Penuntutan Jaksa Pemuntut Umum terdakwa HM Sochario alins

mbuh stas biays negara, untuk sclanjutnya setelah sembuh di hadapkan ke
persidangan;
= Melepaskan terdakwa dan tahanan kola;
= Membebankan bisya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara,
9. Bahwa poda tanggal 11 Mei 2006, Kejaksaan Negen Jakarta Selotun telah menuiup
Ferkarn demi hukum, dengan mengeluarkan Sumt Ketetupan Penghentian
Penuntutan Perkara, yang isinya adalah sebagai berikut:
MENETAFKAN
< Menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa Ho Muhammod
Socharto alias Soeharto karena:
«  Perkar ditutup demi Hukum |
= Benda sitaan/ bamng bukti berupa sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkar
tetap terlompir dolam Berkas Perkara;
= Surat Ketewspan ini dapat dicabut kembali apabila dikemuodian hari terdapat
alasan baru yang diperoich Penuntut Umum;
=  Turunan dori Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan uniuk
dipergunakan scbagaimana mestinya ;
IV. ANALISA YURIDIS

|. Perbuntan TERMOHON Yang Mengeluarkan Surat Ketetapan Peoghentian
Penuntutan ‘Perkara Pidana Atas Namas HM, Socharto Adalah Cacst Hukum
Karena Bertentangan Dengan Pusal 140 ayat 2 huruf s UU NO. 8 Taliun 198]
Tentang Hukum Acars Pidana ;
Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutun
Perkarn Pidana Atas Nama HM. Socharo tersebur adalah cacat hukum karena jusiru

Surat Ketetapan terscbut telah bertentangan dengan pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP.
Pasal 140 ayat 2 huruf @ KUHAP menentukan bahwa Peountut umum dapad
menghentikan penuntutan perkara dengan alasan-alusan hukum sebagai berikut:
. Perkarn tersebut ‘tidak mempunysi® pembuktisn yang cukup ;
Alasan hukum ini lidak dapat dijadikan dasar diterbitkannya Sural Ketetapan
Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. atss Perkara Socharto
dikarenakan Jaksa Penuntut Umum telah merasa yakin bahwa bukti-bukii yang
mereka punyai lelah cukup untuk membuktikan bahwa HM. Selmno melakukan
tindak pidana korupsi, yang manu hial ini dapat dilihat baliwa pihak Kejaksum Negeri




&hlatan telsh menctapkan status Sochario sebagai Terdakwa, Kejuksaan

tkarta Selatan telah membust sural dakwasn terhadap HM.Soehano atas

f Jorupsi 7 yayasan, dan berkas perkara (Surat Dakwaan dan Berits Acars

diksaan) telah - dilimpahkan pihsk Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke
Pengadilan Negeri Selatan dengan Register No.B-78 1/ APB/Sel/Fpk.2/08/2000;——

« Apa yang dituduhkan kepuda terdakwys bukan merupakan tindak pidana ; ——
Alasan hukum ini jugs tidak dopat dijadikan dasar terbitnya Surat Keletspan
Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Socharto karena Kejakssan
Negen Jakarta Sclatan (Penuntut Umum) telah mendakwa HM Socharto sebagai
pelaku tndak perkara korupsi, Kol ini berarti bahwa Kejaksaan Negeri Jokarta
Selatan welah berkesimpulan bahwa tindekan HM Socharto adalah suaty tindak
pidana korupsi ;

. Perkara ditutup demi hukum ;
Penghentian Penuntutan atas dasar perkara ditutup demi hukum ialah tindak pidana
yang olch hukum sendiri telah dibebaskan dari wntutan stay dokwaan perkara it
seadi oleh hukum harus dituup atsu dihentikan pemeriksamnnys  pada semu
ungkat pemeriksaan .Alasan hukum yang menyebabkan suatu perkars ditutup demi
hukum berdasarkan:
* Karena tersangka/ terdakws meninggal dunis (pasal 77 KUHP);
« Atas alssan ncbis in idem, yait sesorang tidak boleh dituntut dan dihukum dus

kali atas kejahatan (tindak pidana) yang sama (pasal 76 KUI ir);
* Terbadap tindak piduon yang akan dituntut oleb Penuniul umum ternyats
telah kadaluswarsa (pasal 76-78 KUHP);
* Seseerang tidak dupat dituntut Karens orang tersebut sakit jiwa/cacat
mental (pasal 44KUNHP) ;

Oleh sebab itu alssan hukum TERMOHON yang menghentikan penuntutan terhadap

HM Socharto dengan alasan bahwa HM Soeharto mengalami sakit permanen sehingpa

Hdak dupat diajukan ke muka persidangan adalsh alasan absurd dan bertentangan

dengan pasal 140 ayat 2 huruf @ KUHAP  sehings Surat Ketetrpan Penghentian

Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. yang dikeluarkan oleh TERMOHON

adalah cacat hukum;

Kasus Socharto adalah kasus yang menyangkut tinduk pidana korupsi, yang srtinya

bukan delik sdusn. Jadi soal memafkan fidak bisa menghapus kasus tersebut.

Penghentian Penuntutan yang merupakan penutupan kasus korupsi yang dilakukan

oleh Sochurio sama saja dengan mempertahankan impunity di Indonesia. Dan ity

berarti institusi kejaksann merupakan mata rantai atau bagian dari impunity ; —————
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1‘!' Perbustsp TERMOHON yang mengelusrkan Surat Ketetupan Penghentian
l ' Fﬂmumllin Ferkara Fiduna Atas Nama HM. Socharto bertentangan dengan

faid

1 '-_t;uru_u:;-'i\hhhm Agung ;

Baljwd pada tanggal 2 Februan 2001, Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan

Kasasi dengan Nomor 1846K/Pid2000 Mahkamah Agung , yang salah sty anur
putusannya berhunyl - Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melahukan pengobatan
Terdakwa sampai sembuh atus bisye negara, untuk selanfuinya seteloh sembub

dikadapkan ke pervidangan;
Babwa dalam pasal | butir 6 a KUHAP menyebutkan : Jaksa adalub pejabat yang
diberi wewenang oleh Undung - Undang ini untuk berindak sebugai Penuntut
umum serta melaksanakan putusan pengadilan yung telah memperoleh kekuatan

hukom tetap;
Bahwa kewenangan diberikan oleh Undang-undang Terhadap Termohon melshitkan hak
dun kewnjiban kepada Jaksa sclaku Penuntut Umum (dalam Perkara Aquo Termohon),
dan berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Jeksa Penuntul
Umum memiliki  Lhak uniok melakukan penufutan  Jun 2. kewaliban wntuk
:melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hikum tetap ;
Dengan demikian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama
HM Sochanp yany dikeluarian oleh Termohon telah bertentungan dengan Putusan MA
Nomor 1846/R/Pid2000 Mahkamah Agung, yang berarti telah beriestanpan dengan
ketentuan pasal pasal | butir 6 o KUHAP dikarenakan putusan Mahkamah Agung telah
memenntahkan Jaksa PEMOHON Umum untuk melakukan pengobatan atas diri HM.,
Socharto sampal sembuh dan setelal sembuh dihadapkan ke pengadilan ; ——————
Tindakan Termohon yang tidak menjolankan Putusan Mahkamah Agung yang telah
berkekuatun hukum tetap merupakon tindakan yang telah melecehkan kekuasaan
kehakiman dimana ssharusnya Termohon tidak  mengeluarkan  Surat  Ketetapan
Penghentian  Penuntutan  Perkara  Pidana Alss Nama HM. Soechario 1etapi
mempertangeungjawabkan  pulusan  Mahkamah  Agung Nomor 1 846/K/Pid2000
Malikamah Agung mengenal kondisi kesehatan Socharto di muka persidangan ;
- Perbuatan TERMOHON  yang mengeluarkan Surat Ketetapao Peoghentian
Peauntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Socharto adalah  Cacsi Hukum
Ksrens Bertentangan Dengan TAF MPR RI NO. XI /MPR RI/T1998 ;
Bahwa dalam pasal 4 TAP MPR RINO, X1 /MPR RI /1998 disebutkan bahwas :
“upaya pemberaniavan korupyi, kolusi don nepotivme baruy dilakukon secorg tegos
terhadap siapapun juga, baik pejobat negara, mantan pejabat negara, Aeluarga, dan
kraninya maupun pikak swastahonglomerat termasuk mantan presiden Socharto
dengan terap memperhatikan prinsip produga tak bersalah dan hak asasi manusia®,




ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah diterbitkannya Surm
lan Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Socharto oleh

karena Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkarn Pidans Alss Numa

HM. Socharto yang diterbitkan olch TERMOHON  justru (elah  menghambut

pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di neger ini yang mana pemberantasan

korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan mandar dari seluruh rakyat Indonesin yang
telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan ;

Perbustan TERMOHON yang meogeluarkan Surat Ketetapan Penghentian

Peountutan Perkara Pidans Atas Nama HM. Socharto adalah Caeat Hukum

Karena Bertentangan Deogan TAP MPR RI NO, VIII /MPR RI 2001;

Hahwa semangat pemberantasan korupsi juga sanpat nyata dalam TAP MPR RI NO.

VIIUMPR RI2001 . hal ini dapat terlihat dalam pasal 1 dan 2 disebuthen :

(1) Rekomendasi arah  kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat dan lebih
menjamin efektifits pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagmimana
diamanatkan dalam ketetapan MPR RI NOXIMPR/1998 Tentang Penyelengpars
Negara yang Bersih dan Bebus Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta berbugal
peraturan Perundang-Undangan yang terkait:

(2) Arah kehijakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme adaluh ;

. Mempercepal proses hukum terhadap sparatur pemeintah (crulams aparal
penegak hukum dan penyelenggar pegarn yang didugs melakukan prakiek
korupsi, kolusi, dan nepotisme sertn dapat dilakukan tindakan administratif
untuk memperlancar proses hukum;

2. Melakukan penindakan hukum yang lebih bersungguh-sungguh terhadap
semua kasus korups: yang telah tegadi di masa lalu, dan bagi mereka vang
telah terbukti bersalah agar di jatuhi hukuman yang seberat-beratnya;

3. Mendorong partisipasi masyarakal luss dalam mengawasi dan melaporkan
kepada pihak yang berwenang berbagai dugaan prakiek, korupsi, kolusi dan
nepotisme yang dilakukan pegawai negen, penyelengparn negarn dan angpota
masyarakat;

4. Mencabut, mengubah atau mengganti semua pemturin perundang-undangan
sertn keputusan-keputusan penyelenggars negara yang berindikas! melindungi
atau memungkinkan tefjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme;

5. Merevisi semua pernturan perundang-undangan yang berkenan dengan korupsi
sehingga sinkron dan konsisten satu dengan lainnya ;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka jelaslah diterbitkannya Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara: Pidans Atas Nama HM. Soeharto oleh




MOHON - bertentangan dengan TAP MPR  RI NO. VIIUMPR RI2001 karena
K tapan Fenghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto
9y ?tmg" terbitkan oleh TERMOHON  justru telah menghamba pembernnlasan
k\.,._..kﬂ’l:upﬂ kolusi dan nepotisme di negeri ini yang mana pemberantasan kerupsi,
kolusi, dan nepotisme merupakan mandat dari seluruhy rakyat Indonesia yang telah
ditusngkan dalum ketentuan perundang-undangan ;
3. Perbuatan  TERMOHON yang mengeluarksn Surat Ketetnpan Penghentian
Penuntutan Perkara Pidans Atas Nams HM. Socharto adalah Cacat Hukum
Karens Bertentangan Denpan UU NO. 4 Tahun 2004 Tentang Undung - Undang
Fokok Kekuasaan Kehakiman ;
Pasal 4 ayat (3) = Segala campur tangan dalam urusan peradilan aleh pihak Juer di Jusg
kekuasasn kehakiman di larang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana di sebut dalam
Lindang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia |945:
Pasal 1 butir 6 8 KUHAP menyebutkan : “Juksa adaleh pelabat yang diberi
wewenang oleh Undang - Undang ini untuk bertindak sebagal Penuntut umum
sertd melaksanakan putusan pengadilun yang telah memperoleh kekuatan bukum
tetap™. Pasal | butir 6 uyat b KUHAP menyebutkan : Penuntut Umum sdalsh Juksy
yung diberi wewenang oleh undang-undang ini melakukan Penuntutsn dag
melaksanakan penetapan hakim:
Berdasarkan hal ftersebut di atas, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor
1B46/K/Pid 2000 Mahkamah Agung , yang salsh saty mmar putusannya berbunyi :
Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melaksukon pengobatan Terdakwa sampai
sembul atas biaya megara, uniuk selanjuin Va setelah sembub dikodapkan ke
persidangan; harus dilaksanakan dan tidak boleh di simpangi korena kewenangan Jakss
adnlah melakukan Penuntutan dan pelaksanakan penctapan hakim bukan menafsirkan
atau justru mengesampingkan putusan hakim;

V. KERUGIAN.
Bahwa akibat dari Perbuatan Termohon yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan Perkars Pidana atas nama HM. Soeharto, Pars Pemohon telah menderita
kerugian materiil berupa biays yang dikeluarkan Para Pemohon untuk pembelian | buak
materai @ Rp. 6000,- ;

VL PERMOHONAN
Berdasarkan Uraian Para Pemohon sepenti tersebut ﬂiﬂlﬁi.- maka dengan i kami meminta
Pengadilin Negen Jakarta Selatan memutuskan :
I Menynmkan Perbuatan TERMOHON yung  mengeluarkan  Sural Ketctapan
Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas numa HM Socharte adalah tidak sab; -




TERMOHON untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung
K/Pid/2000 Mahkamah Agung yang ftelah berkekuatan hukum etap dan
S, IIII:TI'I-[ER!ITE.EMMHWHIJI;HM}'II di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jukarta
Selatan:
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menyerahkan kembali Berkas Perkara Registrasi
No. 842/Pid. B /2000/PN. Jak. Sel atas nama terdakwa HM. Soeharo kepada Ketus
Pengudilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk membayar ganti kerugian sejumlah wang Rp
6.000,- (enam ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk Pemochon 1 dan Pemohon Il telsh
hadir Kuasamya : HOTMA TIMBUL.H. 8.H dkk berdasarkan surat kusss khusus masing-
masing bertanggal 18 Mei 2006 dan 24 Mei 2006, untuk Pemohon I hadir Kuasanys
JHONSON PANJAITAN, S.H, dkk berdasarkan surat kussa khusus bertanggal 19 Mei
2006 sedanghkan untuk Termohon hadir kuasanya : YOSEPH SUARDI SABDA, S.H.
LLM, dkk berdasarkan Surat Perintah Penugasan dari Juksa Agung tertanggal 1 Juni 2006
dan RISMAN TARIHORAN, S.H, dkk berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan
Negen Jakarta Selatan No. PRINT-78/0.1,14/FV05/2006 tanggal 31 Mei 2006 ;
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon 1. Pemohon II dan Pemahon I11
tersebut - Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ¢ ——

Terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak segala sesuaty yang dikemukakan
vleh Para i‘emnhun Praperadilan sebagni yang dikemukakan di dalam permohomnan
Praperadilan, keeuali apa yang nyata-nyata dibenarkan oleh Tenmohon di dalam jawaban ini,
Untuk ity sebelum Termohon mengemukukan jawaban, pesiu diutarakan perkembangan
penanganan perkam pidana atas nama terdakwa H.M. Soeharto secara kronologis tersebut di
bawah ini ;
A. Kronologis Penanganan Perkars Atas Nama Terdakwas H.M. Soeharto ;

|. Berkas perkara hasil penyidikan dari Kejaksaan Agung tanggal 26 Juli 2000 Nomor -

Reg-15/RP-6/3/2000 telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada

tanggal § Apustus 2000 sesuai surat pelimpahan peckara dengan Acars Pemeriksam

Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : B-78 1/APB/Fpk. 2/Sc /0872000

alas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Socharto, dengan dakwaun -

Primair : Pasal | ayat (1) sub & jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1971 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP :




apsidiair @ Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 3
" Tahun 1971 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

an  Negenn Jakarts  Selatan dengan  Penetspan Nomor :  842/Pen
12000/PN Jak Sel. tanggal 22 Agustus 2000 telah menetapkan hari sidang pada
i Kamis imngeal 31 Agustus 2000 ;

3. Buhwa scjak sidang pertama hari Kamis tanggal 31 Agustus 2000, Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat menghadapkan terdakwa di persidangun karena sakit, schingga
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapannya Nomor
842/Pid B/2000/PN Juk Sel. tanggnl 14 September 2000 menctapkan  untuk
membeniuk Tim Dokter terdin dori unsur @ Ikatan Dokter Indonesia (IDI) |
Departemen Keschatan Rl (Depkes RI), Fakulias Kedokteran Ul UGM, UNAIR
guna memeriksa secara teliti dan menyeluruh terhadap kesehatan terdakwa H.M.
Socharto alias Socharto untuk kepentingan terdakwa di dalam persidangan ;

4. Bahwa hasil pemeriksaan keschatan terhadsp HM. Socharto alias Socharto,
dijelaskan Tim Dokier dalam persidangan dengan menyatakan :

"H.M. SOEHARTO secara medis baik ditinfaw dari xegi fisik maupun meniainyg
dinyaiakan dalam keadaan tidak laik atau unfit untuk disidangkan”.

Auws dasar hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakara
Selatan mengeluarkan Penetapan Nomor @ B42/Pid B2000/PN Juk. Sel, tanggal 28
September 2000 yang menetapkan :
I, Menyatokan pemuntutan perkara pidana atas nama terdakwa HM. SOEHARTO

alius SOEHARTO “tidak dapar diterima™;
2. Menibebaskan terdakwa H.M. SOEHARTO alias SOEHARTO dari tahanan kots;
3. Mengembalikan Berkas Perkara Nomor : B42/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel, kepada

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan:
4. Mencoret Nomor Perkara Pidana Binsa dalam tahun yang sedang dikerjakan ; —-

5. Terhadap Penctapan scbageimana tersebut di atas, Jakss Penuntut Umum
mengajukan perlowanan ke Pengadilan Tinggi Jakarta yang pada intinya memints
agar perkara alas nama Terdskwa HM. SOEHARTO alias SOEHARTO dapat
disidangkan secara in absentia. Pengadilan Tinggi Jokarta dengan Putusan Nomor ;
140/BDG/Pid/2000/PT.DKI tanggal 8 Nopember 2000 memberikan pertimbangan
antars lain sebagai berikut ;
“Menimbang, bahwa karena terdakwa H M. SOEHARTO didakwa melanggar Tindak
Pidana Korupsi seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan perkara inl Maka

apabila setelah dipanggil dengan semestinya atau patut, terdakwa tidak bersedia
hadir dengan alasan sakir, sedang wlasan sakitnya telak terbukel tidak sah, maka




: p terdakwa lelah melepasken haknya wniuk hoedie dan persidangun
BAkan dengan membacakan surar dakwaan dimaksud tanpa hadirnya terdakwea
.rm L

‘.ﬁi‘mma?; sar pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan Putusan
- dengan Amar scbagai berikut :
I. Menenma banding dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membatalkan Penctapan Pengadilan Negen Jakarta Selatan Nomor
842/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel tanggal 28 September 2000,
3. Memerintahkan kepada Penpgadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membuka,
memeriksa, mengadili dan memutus kemball perkara Pidana pada Register
WNomor ; B42/Pid. B20D0/PN. Jak Sel. sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku
hagi perkara tersebut ;

Dengan demikian Pengadilan Tinggi Jakara telah mengabulkan permohonan Jaksa
Penuntut Umum untuk menyidangkan Perkarm H.M. SOEHARTO  alias
SOEHARTO secara in absentia ;

6. Tim Penssihat Hukum terdakwa HM. Socharto aliss Soeharto mengajukan
permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut Atas
permohonan kasasi  wrsebut Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor -
1846K/Pidf2000 tanggal 2 Pebruard 2001 antara lain memberikan pertimbangan
sebagal berikut :

“Bukwa kehadiran 1erdakwa di persidangan Pengadilan menurut Pasal [6
Undarg-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999
tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 134 Undang-undang
Nemor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bersifat
imperan) (muilak), sehingga terdakwa H.M. SOEHARTO allas SOEHARTO harus
ditunggu sampal yang bersanghuian sehat dan memenull persyaratan untuk
diperiksa di Pengadilan”

Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung RI memberikan Putusan
dengan Amar sebagai berikut :

I Menyatskan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadsp terdakws H.M.
SOEHARTO alius SOEHARTO tidak dapat diterima;

2. Memerintahkan Jaksa Peountut Umum melakukan pengobutan terdakwa
sampai sembuh atas bioya negara, unfuk selanjutnya setelah sembub

dihadapkan ke persidangan:
3. Melepaskan terdakwa dari Tahanan Kota ;

7. Untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI, Kejoksasn Negerl Jakaria
Selatan dengan Surat Nomor : R-088/0.1.14/F.1/02/2001 tanggal 21 Pebruari 2001




N Tim Dokter RSCM melakukan pengobatan terhadap terdakwa .M.
y alias Socharto. Setelah melakukan pengobatan, Tim Dokter yang diketuai
o -nl‘nh'q:i';:_f ICHRANSYAH A. RACHMAN, Sp.OG.KFEK dengan Surst No. 2497/
'.:a 1' 5. "'I'I.IB.'..F’Hhs { VII 2001, wnpgal 27 Agustus 2001 menyampaikan pendapat sebagai
sy o )
berikut ;

“Dengan memperhatikan usta pasten yang relah lanjw, keloinan Infark Multiple i
otak yang bertambah luas dan kelainan jantung yang tidak dapar diperbaiki . maku
berdasarkan disiplin fimu Kedokieran saat ini disimputkan bahwa Prognosis
penyembuhan kondisi fisik dan mentalnya adalak buruk, atau dengan kata fain tiduk

dapat diharapkan sembuk dengan metode pengobatan yang ada saat ini”,
8. Hasil pengobatan Tim Dokier RSCM terhadap H.M. Socharto alias Socharto telih
dilaporkan Kejoksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Mahkamah Agung R dengan
Sural Nomor : R411/0.1.14/Fu.1/10/2001 tanggal 29 Oktober 2001. Atas laporan
tersebut Mahkamah Agung Rl dengan Surmt Nomor : KMA/865/12/72001 tanggal 11

Desember 2001, memberi pendapat hukum sebagai berikut -

8.1 Bahwa Surat Tim Dokter RSCM untuk pengobatan H.M. Soeharto, Nomor
2497/ TUK/Rhs/VIIV 2001 1anggal 27 Agustus 2001 pada bagian kesimpulan
menerangkan ;

Sebagai kesimpulan kami, dengan memperhaiikan usia pasien yang felal
lanjut, kelainan infark multiple di otak yang bertambah luas dan kelainar
Jamtung  yang tidak dapat diperbaiki, maka berdasarkan distplin  timu
kedokteran saat ini dupar dikatakan bahwa prognosis peyembuhan kondisi fisik
dan mentalnya adulah buruk atay dalam arti kata lain tidak dapat diharapkan
sembuh dengan metode pengobatan yang ada saat inf ; -~

%.2. Bahwa Amar Putusan Kasasi Register Nomor @ [B46K/Pid/2000 tangpal 2
Pebruari 2001 antara lain menyatakan :

“Memeriniahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa
sampaf sembuh atas blaya negara unmtuk selanjutnva  setelah  sembuh

dihadapkan ke persidangan® ;
8.3. Bahwa karena Tim Dokter menyatakan terdakwa “tidak dapar disembuhian”,
muka terdakwa tidak dapat diajukan ke persidangan ;
8.4. Bahwa berhubung denpan hal itu, untuk menentukan mengajukan atau tidak
mengajukan perkara atas nama terdakwa HM. SOEHARTO tersebut ke
persidangan adalah menjadi wewenang Jakss Penuntut Umum sesiad bunyi

Pasal 137 KUHAP ;

9. Berdusarkan Pendapat Hukum Mahkamah Agl.mg Rl, Kepals Kejuksaan Negeni
Jakarta Selatan dengan Surat Nomor : B-246/0.1.14/Fr.1/02/2002 tanggal 26
Pebruari 2002 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selstan, meminia Mujelis
Hakin membuka kembali persidangan perkara korupsi atas nama terdakwa HLM.
soeharto alias Socharto dengan pertimbangan ¢




Gy Perkara terdakwa H.M. Socharto alias Socharto sejak dilimpahkan masil

I di Pengadilan Negeri Jakara Selatan;

v/ menghindari  berlarut-larutnys  penyelesaian perkara dan  memperoleh

— ian hukum, mengingat kondisi kesehatan terdakwa H.M. Sochario alins
Soeharto  berdasarkan  pemeriksaan Tim Medis, terdakwa ridak dapal
divembuhkan ;

10,  Bahwa menjowab sural Kepala Kcjaksaan Negeri Jakarta Selutan tersebul, Ketus

Pengadilan Negeri Jakana Seclatan dengan Suratnya Nomor : W7-Dd.Hn.0)
10.01.932 wanggal 8 Maret 2002 menyatakan ;
l. Pemeriksaan Berkas Perkara atas nama terdakwa H.M. SOEHARTO, ansich

telah final;
2. Dapat dihadapkan ke persidangan apabila terdakwa sembuh;
3. Pemyataon Tim Dokter menyatakan terdakwa tidak dapat disembubkan, maka

terdakwa tidak dapat disjukan ke persidangan;
4. Berkas Perkam diserahkan kembali ke Kejaksann Negeri Jakarta Selatan | ——o

Bahwa walawpun Tim Dokter RSCM yang melakukan pengobatan terhadap H.M.
Soeharto alias Socharto dan menyatakan kondisi keschatan terdakwa H.M. Sochario
tidak dapat disembuhkan berdasarkan disilpin llmu Kedokteran saat ini, namun guma
lebil memastikan kondisi kesehatan terkini, Kepals Kejaksaan Negeri Jukarta
Selatan dengan surat Nomor @ R-253/0.1.14/ Fu1/06/2002 tanggal 4 Juni 2002
kepada Dirckiur RSCM meminta dilakukan kemball pemeriksaan kesehatan
terdakwa H.M, Sochario alias Socharto. Hasil pemeriksaan kesehatan Tim Dokter
RSCM yang diketuai Dr.dr. Akmal Taher, Spu. menyatakan dengan menggunakan
kellmuan kedokieran yany scbaik-baiknya dan memperhatikan etiks kedokteran serta
uniuk kepentingan peradilan menyimpulkan bahwa pada sast ini terdakwa H.M.
Soeharto :
I. Secara fisik lidak mmpak sakit berat (dapat melukukan kegiatan schari hari tanpa
bontomn orang);
2. Memiliki fungsi lubur yang terganggu, terutama dibidang  fungsi
bahasa; een
3. Menderita afasia nonfluent campuran yang merupakan perbaikan dari afasia
global yang diderita sebelumnya;

4. Terdakwa memiliki kompetensi bahasa yang tergangpu, sehinggs ;




= Tidak mampu mengerti kalimat panjang yang ditanyakan pemeriksa, maupun
mencernakan informasi yang diperlihatkan pemeriksa  dalam  bentuk
nonverbal (cerita dalam benwk gambar berurutan) yang memerlukan proses
berpikir yang kompleks ;

Dengan demikian keschatan mental terdakwa terpusat dalam  hambatan
kemumpuan berkomunikasi verbal dan tulisan ;

Oleh karena itu maka kesimpulan yang ditetapkan Tim Penilai Kesehatan
Terdakwa H.M. SOEHARTO belum menyentuh pengertian “sembuh” seperti
yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor @ 1486 K/ Pid/2000
tanggal 2 Pebruari 200] ;

12, Pada tanggal 15 Juli 2002 dilskukan pemeriksaan kembali oleh Tim Penilai

13.

Keschatan terdakwa H. M. Soeharto yang diketuai oleh Dr. DJ. Akmal Tuher, SpU,
menyimpulkan ;

Pada saat ini terdakwa memiliki keadaan fisik yang tidak tampak sakit berat fdapar
melakukan kegiatan sehari-hari tanpa bantuan orang), memifiki fungsi luhur yang
terganggung, ferulama di bidang fungsi bahas ;
Terdakwa pada saat ini menderita afasia nonfluent campuran yang merupakan
perbaikan dari afasia global yang diderita sebelumnya ;
Terdakwa memiliki kompentensi bahasa yang terganggu, sehingpa :
= Tidak mampu menjawab ataw menuturkan isi pikiran dengan kalimat panjang
lebih dart 4 kata dengan urutan kara yang sesuai aluran tata bahasa yang benar,
sehingga sering lerjad| pengucapan kata yang salah aturan ;
= lidak mompu mengerti kalimat yang panfang yang dilanyakan pemeriksa,
maupun mencernakan informasi yang diperhatikan pemeriksa dalom beniuk
nonverbal (cerita dalam beniuk gambar berurutan) yang memerlukan proses
berpikir yang kompleks ;
Dengan  demikian  kesehatan mental terdakwa  terpusat  dalam  hambatan
kemampuan berkomunikasi verbal dan tulisan ;

Hasil rapat Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI dan Para Jaksa Agung Muda
dengan Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan terdakwa H.M. Socharto alias Sochano
(Mantan Presiden RI) pads hari Kamis tanggal 11 Mei 2006 jam 10.00 WIB di ruang
ropat Jaksa Apung Rl, sebagai berikut :

). Kesimpulan Tim Dokter Pemenksa Keschatan berpendspat bahwa Afasia
nonflueat campuran yang menghambat berkomunikasi verbal dan tulisan yang
diderita oleh terdakwa kemungkinan keeil dapat disembuhkan ;




hena kondisi keschatan terdakwa yang pads sast ini sedang menjalani
dobalan di RSUP Pertamina dapat ditarik kesimpulan kemungkinan kecil
disembuhkan, sehingga tidak dapat dihadapkan ke persidangan ;

% Untik mercalisasikan hasil rapat tersebut, maka Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

15.

16

I'E.l;ul.'»ua membuat Nota Dinas kepada Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : ND-
69/R/F.3/FL1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006, mengusulkan agar cekal terhadap
terdakwa H.M, Soecharto alias Socharto berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Rl
Nomor : KEP-334/D/Dsp.3/10722005 tanggal 10 Oktober 2005, seyogyanya dicabut ;

Pada mnggal 11 Mei 2006 Jaksa Agung Muda Intelijen atas nama Jaksa Agung RI
telah mencabut cekal terhadap terdakwa H.M. Sochano berdasarkan Keputusan Jaksa
Agung Rl Nomer @ Kep-193D/Dsp 370572006 tanggal 11 Mei 2006 tentang
Pencabutan Pencegahan Dalam Perkara Pidana ; -

Pada tanggal 11 Mei 2006, Joksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sesuni
petunjuk Jaksa Agung Rl dengan Surat Nomor : R-316/F.3/FL1/05/2006 tanggal 11
Mei 2006 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, pada intinya
“agar Kepala Kejaksaan Tinggi DK Jakarta memerintahkan Kepala Kejaksaan
Negeri Jakarta Selatan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuniutan
(SKFP) awns nama terdakwa H. M. Socharto alias Soeharto demi hukum berdasarkan
Pasal 140 ayat (2) KUHAP™ ;

Pada tanggal 11 Mei 2006 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarts Selatan mengeluarkan
Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama terdakwa HM. Socharto
alins Socharto ‘scsual Surat Ketctapan Penghentian Penuntutan Nomor TAP-
01/0.1.14/FL1705/2006 tanggal 11 Mei 2006, yang menclapkan ;
I. Menghentikan penuntitan perkara pidana atas nama terdakwa H. M. Sochario
alins Soeharto karena perkars ditutup demi hukum ;
2. Benda sitaan/barang bukti berupa sebagaimana terlampir dalam berkas perkaru
tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila dikemudian hari terdapat
alasan baru vang diperoleh Penuntut Umum ;
4. Turunan dari Surat Keietapan ini diberikan kepada yang bersanghkutan untuk
diperpunakan sebagaimana mestinya ;
Berdasarkan wraisn data dan fakta terhadap proses penanganan perkara terdakwa

H.M. Soeharto alias Soeharto balk yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan, Putusan Pengadilan Tinggi Jakaria, Putusan Mahkamah Agang Rl, Surat Mahkamah




Surat Pengadilan Megeri Jakarta Selatan, pendapat Tim Dokier RSCM sertn
yit yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan sehagai berikut @ ————-
Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa H.M. Sochano alias Socharto tidak

dengan pertimbangan secars medis balk ditinjau dari segi fisik maupun mentalnys
terdukwa dinyatakan dalam keadaan tidak laik (enffr) untuk disidangkan ;

- Memerintahkan Jaksa Penuniut Umium melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh
untuk selunjutnya sciclah sembuh dihadapkan ke persidangan
Upaya Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan terhadap terdakwa H.M,
sochanto alias Soeharto melalui Tim Dokter RSCM, hasilnya dinyatakan bahwa sakitnya
terdakwa tidak dapat dibarapkan sembuh dengan metode pengobatan yang ada saat ini.
Mahkamah Agung RI dalam Sural Nomor : KMA/B65/ XIV2001 tanggal 11 Desember
2001 menegaskan :

"Karena Tim Dokter yang memeriksa terdakwa HM Soeharto alias Socharto
menyatakan terdakwa lidak dapat disembuhkan, maka terdakwa tidak dapat diajukan ke
persidangan”, selanfutnya untuk menentukan mengajukan atau tidak mengajukan
perkara atay nama terdakwa H.M. Socharto alias Soeharto ke depan persidangan
adalah menjadi wewenang Kejaksaan™ .

Sikap Pengadilan Negen Jakarta Selatan dalam Surat Nomor : W7-Dd. Hn.01.10,01.932
tunggal 8 Maret 2002 menegaskan bahwa dengan mencermati putusan Mahkamah
Agung RI dan surst pendapat hukum Mahkamah Ageng RI menegaskan ;

I. Pemenksaan perkara atas nama terdakwa H.M. Socharto alins Soeharto an sich teluh
final;

2. Karenm Tim Dokier yang memeriksa terdakwa H.M. Soehario alins' Soeharo
menyatakan tidak dapat disembuhkan maka terdukws tidak dapst diajukan di
persidangan.

3. Menyerahkan kembali berkas perkara Register Nomor 842/Pid BROOWEN. Jak Sel.
atas nama terdakwa H.M. Socharto alias Socharto kepada Kejaksaan Neger Jakarta
Selatan ;

Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemohon Praperadilan ;

Setelah menyimak dan mencermati materi permohonan Praperadilan yang dikemukakan

oleh Para Pemohon meks yang Termohon anggap relevan untuk ditanggapi sebapai

 berikut : -

l. Tentang dalil bahws Surat Ketetapan Pugh:nﬁu Penuntutan Nomor : TAP-
01/0.1.14/F.1/ 05/2006 tanggal 11 Mei 2006 cacat hukum ;
. Dalil Pars Pemohon Praperadilan umumnys menyatakan bahwa SKPP dalum

perkara HM Socharto aliss Socharto telah diterbitkan secars bertentangan
dengan ketentuan hulurm yang berlaku, karena SKPP diterbitkan dengan alasan




dengan pertimbangan secara medis baik ditinjou dar segi fisik maupun mentuinya
terdakwa dinyatakan dalam keadaan tidak laik (enfif) uniuk disidangkan ;
Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampal sembub
untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan :
Upaya Jeksa Peauntut Umum untuk melakukan pengobatan terhadap terdakwa H.M.
Socharto alias Socharto melalul Tim Dokter RSCM, hasilnya dinyatakan bahwa sakitnya
terdakwa tidak dapat diharapkan sembuh dengan metode pengobatan yang sda saal ini.
Mahkamah Agung RI dalam Surat Nomar : KMA/865/ XII2001 tanggal 11 Descmber
2001 menegaskan :

“Karena Tim Dokter yang memeriksa terdakwa HM Soeharto alias Soeharto
menyatakan terdakwa tidak dapat disembuhkan, maka terdakwa tidak dapat digjukan ke
persidangan’”, selanfutnys untuk menentukan mengajukan atau ldak mengajukan
perkara atas nama lerdakwa HM. Soeharto olias Soeharto ke depan persidangan
adalah menfadi wewenang Kejaksaan ™ ;

Sikap Pengadilan Negeri Jakana Selatan dalam Surat Nomor : W7-Dd, Hn.01.10.01 932
tatiggal B Maret 2002 menegaskan bahwa dengan mencermati putusan Mahkamah
Agung RI dan surat pendapat hukum Mahkamah Agung Rl mencgaskan ;

I, Pemeriksaan perkara aws nama terdakwa H.M. Soeharto alias Socharto an sich telah

final;

Karenn Tim Dokter yang memeriksa terdakwa HM. Soehartn alins Sochurto

menyatekan tidak dapai disembuhkan maka terdakwa tidak dapat diajuksn di

persidangan.

3. Menyerahkan kembali berkos perkara Register Nomor 842/Pid.B/2000/PN. Juk Sel.
atas nama terdakwa H.M. Soeharto alias Socharto kepada Kejaksaan Negeri Jakartn
Selatan ;

Jawaban Termohon terhadap dalil-dalil Pemobon Praperadilan ;

Setelah menyimak dan mencermati materi permohonan Praperadilan yang dikemukakan

oleh Parn Pemohon maka yang Termohon anggap refevan untuk ditanggapi - sehagal

berikut ;

I. Tentang dalil bahwa Surat Ketetapan I'mglmnﬁin Penuntutan Nomor : TAP-
01/0.1.14/F.1/ 05/2006 tanggal 11 Mei 2006 cacat hukum ;
. Dalil Pars Pemohon Praperadilan umumnya menystakan bahwa SKPP dalam

perkarn HLM Socharto aliss Sochario telah diterbitkan secars bertentangan
dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena SKPP diterbitkan dengan alasan

[ ]




- ,I- 1), Pasal 76 KUHP (Ne Bis In ldem), Pasal 77 KUHP (meninggal
asal 78 KUHP (kadaluwarsa) dan Pasal 44 KUHP (cacat mentaljiwa),
Scbagaimana Penetapan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  Nomor
09/ Pen/Pid/Prap/2006/PN.Juk.Sel. jo Nomor 10/Pen/Pid/Prap2006/PN. Jak Sel.
dun Nomor 11/Pen/Pid/Prap/2006/PN Jak Sel. menyatakan bahwa penggabungun
perkara praperadilan tidak diatur oleh KUHAP, tetapi juga tidak dilurang oleh
KUHAP, dalam jawaban inl kami kemukakan bahwa penghentian penuniutan
demi hukum aias dasar alasan lain sclain dari alasan yang ditentukan dalom pesal
75 &/d 78 KUHP pun tidak diswr i dalam KUHAP, wetapi juga tidak dilamng
oleh KUHAP. Dengan perkataan lain, KUHAP memperkenankan dilakukannya
penghentian penuntutan atas dasar alasan lain selain dan alasan yang tercantum
dalam pasal 75 s/d 78 KUHP ;
Di samping itu, KUHP dan KUHAP sendiri tidak menjelaskan arti dan maksud
“deml hukum™ i sendini. Oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan terlebih
dahulu apa yang dimaksud dengan “fuwkum™ dan “demi hukum™ sebagaimana
vang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum antara lain
4. Bahwa yang dimaksud dengan “hukuem " dalam arti bahssa adalah Thar which
iv laid down ordained or established (Black Law Dictionary : 1990, 883)
atnu persturan alau adal yang secara resmi dianggap mengikal, yang
dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan
sebagainys untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah,
ketentuan) mengenai  penstiwa (alam dan scbagainya) yang lerienty,
 keputusan (pertimbangan yang ditetapkan oleh pengadilan) dalam pengadilan,
vomnis {Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2005, 410) ;
b. Menunt Van Apeldoorn yang mengutip pendapat Kant @ “Noch suchen die
Juristen eine Definition 2u ihren Begriffe von Kechi”, berani tidak ada
definisi bersama dari para ahli hukum mengenai arti hukum itu sendin (1962
:13);
c. Menurul Aristoteles menyatskan “Particular law is that which each
community lays down and applies to its own members; universal law is the
law of nature” yang berurti hukum tertentu adalah yang diberlukukan dan
dilerapkan oleh sctiap masyarakat kepada para anggotanya, hukum universal
adalah hukum alam” (Rhectorica : 1924, 15) ;
d. Menurut Utrecht hukum adalah  himpunan petunjuk-petunjuk  hidup
(perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam
suaty masyarakat, dan oleh karena itu scharusnys ditasti oleh anggota
masyarakat yang bersangkutan (1957 - 9)




I /»' ~1 Sy
[y ﬁJ}Mm Hans Kelsen hukun odalah  seperangkat peraturan  yang
R ‘% mqnndu.nﬂ semacam kesatuan yang kita pahami melalui suatu sistem (1595
PR
= Kﬂﬁiﬁﬁm yang dimaksud dengan “demi” menurut bshasa adalsh untuk,
\Epcm{ngan. atas pama aiau sebagai (Kamus Besar Bahasa Indonesia @ 2005,
249) ;
Sedangkan yang dimaksud dengan “demi hukum” adalah dengan mias kekuatan
undang-undang atau hukum® (Van Rechtswege) (Yan Pramadya Puspa : 1977,

2933

Dalam prakick, sumber hukum sdalah undang-undang, yurisprudensi, dokirin,
kebissann dan asas-asas moralitas, Dani kelima sumber hukum tersebul, undang-

undang merupakan sumber hukum yang mengikat, meskipun sumber hukum
lainnya tidak mengikat namun dalam praktek dipakai sebagai acuan baik
yurisprudensi, doktrin, kebiasaan-kebiasaan dan asas-usas momlitas di dalam
membentuk pengertinn hukum (rechs begrif)
Dalam kaitan denpan diterbitkannya Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
(SKPP), kelima sumber hukum tersebut dipakai sebagai landasan pijak untuk
menetapkan status hukum terdakwa H.M. Socharto alias Socharto dan yang
semula in abstracta menjadi dn concreto ;
Adapun yang menjadi pernimbangan Demi Hukum menerbitkan SKPP adalah
sehagai berikut ;
1. Undang-undang ;
Pertama adalah Pasal 140 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa
“Peruniut Umum dapat menghentikan penuntutan karena fidek dopat cukup
bukti atay peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana alau perkara
ditutup demi hukum “. Kedua adalah Pasal 44 ayat (1) KUHP “seseorang
yang melakukan perbuatan tidak dapat dipertanggunghan kepadanya karena
jiwanyva cacat pertumbuhan atau terganggu karena penyakit”, Dengan
extensieve inferpreraile yaitu memperluas arti atou maksud yang scbenarnya
dari suntu ketentuan undang-undang dan hal ini lazim dilakukan terhadap
Pasal 86 </d 100 KUHP, Pasal 362 KUHP (benda yang dialirkan suatu aliran
listrik), dan yang terakhir Pasal 1 ayat (1) KUHF yang dikenal dengan asas

legalitas dengan memperluas pengertian sifat melawan hukum; melawan
hukum tidak saja dalam pengertian formil, tetapi juga materil schagaimana
yang diamut oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang
Momor 20 Tabun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -
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" Pasal 31 hurufb

t SIMON di dalam bukunya Leerboek van het Nederlansche
Smgrl i halaman 96 dioyatakan “pada dasarnya undang-undang ity

1 h"'-"m""r‘,r ditafsirkan menurut undang-undang it sendirl, wiapl dengan

ﬁu:i:;&rﬁmikan keadaan-keadaan yang berubah, maka dapat diberlakukan

~wtcara menyimpang dari maksud yang sebenarnya dari pembentuk undang-

undang". begitu juga pendapat HOGE RAAD tanggal 21 Juli 1943 Nomor
359 menyatakan  “dengan memperhatikan perkembangan jaman yiug
berubah, maka arti dan maksud dari sustu ketentuan hukum pidana dapat
menyesusikan  dengan memperhatikan  kesadaran  yang hidup di dalam
masyarakat (living law)" -

Memperhatikan alasan  Para Pemohon yung memposisikan dini masuk
sebagai pihak ketiga mengambil over pengertian pihak ketiga dalam lingkup
keperdataan pada peradilan ini dan sesuaj Penetapan Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan tentang penggabungan perkara sebagainiana terscbut di ans,
yang menggabungkan (Samen poging) Praperadilan ini dalam saw
persidangan adalah suatu pemyataan yang sependapat dengan pendapat yang
mempergunakan pengertian exfensive sebagaimana alasan yang dikemukakan
Termohon terhadap Pasal 44 ayat (1) KUHP, lebih-lebih berkas perkara
terschut oleh Pengadilan Negeri Jukarta Selatan telah dikembalikan kepada
Kejaksaan Negeri Jakaria Selatan muwaris mutandis menjadi tunggakan
Kejaksaan, bukan pengadilan ;
Selain it dalam KUHAP menyatakan :

Ugtuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak untuk  diberftahukan
dengan jelas dalam bahasa yang dimengeni olehnya tentang apa yang
didak wakan kepadinya ;
Pasal 52 :
Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atay
terdukwa berhak memberikan keterangan secars bebas kepada penyidik atuu
hakim ;

Pasal 65 :
Tersangka atau terdakwa berhak untuk m:ngﬁnhnlmn dan mengajukan saksi
dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan
keterangan yang menguntungkan bagi dirinya :




. Dokirin ;

4. Kebiasaan ;

sccara lisan dalam bahasa Indonesia yang dimengerti oleh terdakwa

" Pasal 153 ayat (4)
Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (2) dan ayat (3) mengakibatkan
batalnva putusan demi hukum ;

. Yurisprudensi ;
Putusan Muhkamah Agung Rl Nomor @ | B46K/Pid 2000 tanggal 2 Pebruari
2001 yang menvatakan :
2.1. Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap HM. SOEHARTO alias

SOEHARTO tidak dapat diterima;
2.2. Memenintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pengobatan

terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelal

sembuh dihadapkan ke persidangan;
2.3.  Melepaskan terdakwa dari Tahanan Kota, ... dan seterusnya ;
belum dilkuti oleh judex faciie dan judex yuris, namun karena sifatnya
spesifik dan tiduk mungkin dianulir baik oleh fudex factie dan judex yuris,
maka dapat dipandang setam dengan keputusan yang berkekuatan hukum
tetap dan merupakan produk hukum dari the last corner stone (muara suatuy
proses peradilun) dan menurut Hans Kelsen dan JC Grey, seluin undang-

_undang Keputusan Pengadilon adalah hukum (1995: 156 ) ;

Dalam ilmu hukum ads 3 (tiga) doktrin atau pandangan tentang hukum,
Pertama legalistik, kedus fungsional, dan ketiga kritis, Ketiga pandangan
hukum ini merupakan cita hukum bangsa Indonesia yang tercermin di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pandangan yang legalistik
menitikberatkun kepada kepastian hukum, fungsional menitikberatkan kepada
keadilan dan kntis menitikberatkan kepada kemanfaatannya. Mengacu
kepada  ketgn  pandangan  hukum  fersebut. maka tindakan yang
menggantungkan perkara terdakwa, m:lnngtm landasan pijek jelas maka
tindskan tersebut dipundang sebagai kmd.nk adilan  berdasarkan  asas
“Delayed fustice Is dinled justice (Hiroshi Ishikawa : 1984, 14) ;




\A ‘f_—. o
,/ 7‘.. - _JK\ yang berlaku secura universal, seseorang yang sakit biasanya tidak
. dnpa ipaksakan untuk hadir dipersidangan, Tindakan memaksakan terdakwa
| .. hadlr_di persidangan dapal dipandang sebagai suatu pelangguran Hak Azasi
11 Mm;:usm. hal ini sesuai puls dengan filosofi dan asas KUHAP, sehagaimana
\.‘ . _dilam Penjelasan Umum KUHAP pada poin 3 butir 3 menyatakas |

" Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan fidek

mengadakan perbedaan perlakukan
3, Moralitas ;
Bahwa dalam sustu persidangan yang hendak dicari adalah upaya
menentukan kebenaran materil dan tujuan tersebut sesuai dengan tujuan dan
Hukum Acara Pidana maka jika terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam
kondisi jiwanys terganggu, mustahil suaty kebenaran maleril dapat diperoleh,
Tindakan penegak hukum yang demikian tersebut dapat dipandang sebapai
tindakan yang tidak bermoral yang melanggar asas moralitas, mengingat di
dalam Hukum Acara Pidana dikenal semboyan in dubio prorie artinya
apabila terdapat keragu-rapuan tentang hal sesearang terdakwa dapat tidaknya
diadili (dihadapkan di depan persidangan) muka yang diambil wadalah
keputusan yang menguntungkan terdakwi Disamping itu SKPP tersebut
bukanlsh harga mati karena sewaktu-wakty dapat ditinjau kembali jika
kesehetan terdakwa pulih, yang berbeda dengan depanering atau abolisi vang
tidak dapat diganggu gugat kembali
Pada hakekatnya seluruh lapisan masyarakat sepakat bahwa korupsi di
* Indonesia sudah merupakan kejshatan yang sistematik dan meluas schingga
hul_;al:l saja merupikan keuangan negara  melainkan juga merupakan
pelanggaran terhadup hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena
itu, korupsi sudah dipandang scbagai extraordinary crime. Namun demikian
hendaknya penegakan hukum jangan sumpai mencederai hukum ity sendisi
Kita patut benci kepada para pelaky kejahatan korupsi namun jangan sampai
kebencian iy membuat kita bergeser dari nilni-nila dan tujuan hukum jiu
sendini schagaimana yang digariskan dalam Al Qur’an Surat Al Maidah ayat
8 yang berbunyi : “Dan jumpaniah sekali-sekali kehencianm terhadup
sesuatu kaum, mendorong kamy uniuk ber!g}ht tidak adil
Oleh karena it berpijak kepada punmbmmn-pnmmbmgm hukum
yung Termohon kemukukan di atas, upaya yang ielah dilakukan Termohon
sudah maksimal. Namun sebagai manusin biasa Termohon ada keterbatasan-
keterbatasan dan hal i bukan kebijakan Termohon fetapi  merupakan




dari Putusan Mahkumah Agung Nomor | 846 K/Pid/2000 tanggal
"‘a P 12001 yang bertumpu pada kesehatan terdakwa
_' Berkaitan  dengan  keschatan terdakwa, Mahkamah Agung R
©_mempertimbangkan bahwa dalam proses persidangan perkara pidana
«__*kesehatan scorang terdakwa merupakan hak dosar terdakwa yang harus
dilindungi, dihormati, tidak boleh diabaikan dan bersifat universal sebab
mEnurut asas-asas atau prinsip-prinsip yang ada dalam hukum pidana dan
acara pidana menyatakan bahwa kebenmran yang hendak dicapai adalal
kebenaran materil. Oleh karena it sesuatu hal yang mustahil akan tercapal
kebenaran materil tersebut apabila seorang terdakwa diperiksa dalaim keadaan
sakit apalagi tanpa hadimya terdakwa ;

3. Berkaitan dengan yang Termohon kemukakan di atas maka penerbitan Surai
Ketetapan Penghention Penuntytan (SKPP) perkara pidana atas nama terdakwa
H.M. Soehario alias Soeharto dilakukan Termohon dalam rangka melaksanakan
amar Putusan Mahkamah Agung R! Nomaor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruatd
2001, yaity “menyatakan penuntutan Jaksz Peountut Ussum terhadap
terdakwa H.M. Sochirto alias Socharto tidak dupat diterima™. Tidak dapat
diterimanya penuntutan Jaksa Penuntul Umum disebabkan karena sakitnya
terdakwa yang menurut pengobatan Tim Dokter tiduk dupat lagi disembuhkan
dengan pengobatan yang ada pada saat ini. Keadaan tersebul diperkuat dengan
pendapat hukum Mahkamah Agung Rl dalam suratnys  Nomor KMA
/B63/XIL2001 tanggal 11 Desember 2001 yang menyatakan :"Karena Tim Dokier
yang memeriksa terdakwa H.M. Soeharto alias Sochasto menyutakan terdakwa
tidak « dapat  disembuhkan, maka terdakwa tidak dapat disjukan ke
persidangan™ ;

Selanjutnya menurut Mahkamah Agung RI untuk menentukan mengajukan
perkara atas nama terdakwa H.M.Socharto aliss Socharto ke persidangan menjadi
kewenangan Kejaksaan (Termohon Praperadilan) -

Sejalan dengan itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatin scbagai lembaga peradilan
yang berkompeten untuk menyidangkan perkara pidana atas nama terdakwa HM,
Socharto alias Socharto menegaskan pula pﬂmlakmn}*a untuk menyidangkan
kembali perkara tersebut sebagal jawaban surt I-:.qaks.aau Negeri Jakarta Selatan
Nomor ; B-246/0.1.14/ Fr.1/02/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 yang memohon
untuk membuka kembali persidangan perkara tersebut (Surat Ketua Pengudilan
Negeri Jukarta Selatan Nomor : W7-Dd.Hn.01.10.01.932 tanggal 8 Maret 2002),
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= ﬂlch:i}hnb itu berhubung Pengadilan Negeri Jakarta Selutan maupun Mabkamab

Agung RI telah menutup pinty uptuk menerima dan menyidangkan kembali
pcrl:a.m. pidana slns nama terdakwa H.M. Socharto aliss Socharto schingga
penyeiesaian  hukum  terhadap perkars tersebut berada ditangan Penuntut
i.TmunuKL-jukmnx Dengan  demikian penerbitan  SKPP  Nomor : TAP-
(H/O.L 147FL1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 adalah sah dan tidak bertentangun
dengan ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAFP dan terlebih pula penerbitan SKPP
lersebut tidak berxifat final karena sewaktu-wakiu dapat dicabut kembali apabila
sukitnya terdakwa dapat disembuhikan ;

Termohon menerbitkan SKPP disamping berdasarkan kewenangan yang diatus
dalam KUHAP jugs mengacu pads kewcnangan yang distur dalam Undang-
undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu : ~—

1) Pasal 18 ayat (1) menyebut “Jakss Agung adalah pimpinan dan penanggung
Jawab tentinggl Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan
tugns, dan wewenang Kejaksaan™,

2)  Pasal 35 huref a menycbutkan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan
wewenang ° “Menetapkan  serta  mengendalikan kebifakan penegakan
hukum dan. keadilan dalam  ruang lingkup tugas dan  wewenang
Kejoksoan™;

3} Pasal 37 nyat (1) Jaksa Agung bertangpung jawab ates penuntutan yang
dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hoti
nurani;

4) Pasal 5 menyebutkan susunan Kejaksaan terdini dari Kejuksaan Agung.
Kejaksaan Tinggi dan Kejuksaan Neger ;

5)  Pasal 2 ayat (3) menycbutkan Kejaksaan sebagaimana dimaksud ayat (1)
adalah satu dan tidak terpisahkan ;

6)  Pasal | butir 6 1 KUHAP menyebutkan Juksa adalah pejabat yung diberikan
wewenang oleh Undang-undang inl untuk bertindak sebagal penuntut
umum serts melaksanakan putusan pengadilan yang telsh memperoleh
kekuatan hukum tetap ;

Hahwa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undung-undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dikaitkan dengan Surat Juksa
Agung Muds Tindak Pidana Khusus sesual petunjuk Jaksa Agung RI dengan
Surat Nomor : R-316/F.3/FL1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 ditujukan kepacds
Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarie, yang pada intinya : Kepala Keiaksaan




"¢ Derdasarkan hal tersebut, maks Kepala Kejaksasn Negeri Jakana Selatan
mtng'::twhn Surar Ketctapan Penghentian Penuntutan (SKPPF) atas nams

Ie:d.u.l:wa H.M, Soeharto sesuai Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Nomor
TAPDV/O. 1 14/F11 /0572006 wanggal 11 Mei 2006 adalah sah menurut hukum ;

. Bahwa berdasarkan pada daw dan fakta sebagaimana telah diuraikan pada bagian
kronologis  penanganan  perkara  terdakwa H.M. Soehano i atas,  dan
pertimbangan dari penerbitan SKPP dimaksud, maka menurut hukum SKPP
terscbut sah karena sesual dengan kewenangan Kejaksaan dan kriteria “demi
hukum™ yang terkandung di dalamnya telah terpenuhi karena berlandaskan
kepada 5 (lima) sumber hukum ;

. Urman di atas menunjukan bahws pendapat Parn Pemohon yang menyatukan
bahwa SKPF yang diterbitkan oleh Termohon dalam perkara ini cacat hukum
atay bertentangan dalam ketentuan hukum adalah pendapal yang salah, karena
Pemohon telah menggunakan alosan Pasal 140 KUHAP secara sempit. Oleh
kareny i, Permohonan Praperadilan di dalam perkara ini harus di tolak untuk

selurubnya ; -

. Tentang dalil bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah

Agung RI Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Februari 2001;

Para Pemohon mendalilkan bahwa Termohon tidak melaksanakan Putusan

Mﬂhiimuh Agung, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikui:

- Permohonan  Praperadilan  Nomor  0%/Pid/Prap/2006/PN Jak.Sel.  pada
haluman 11 dan 12 menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan diktum
Putusan  Mahkamah Agung yang memerintahkan Termohon uniuk
“mengobati Sochano™ ;

= Permohonan  Praperadilan. Nomor  10/Pid/Prap2006/PNJak.Sel.  pada
halaman 14, ongka 5, menyatakan bahwa Termochon telah melanggar UL
Nomor 4 Tahun 2004 (UU Pokok-Pokok Kekuasasan Kehakiman) karenn
tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Ag;.lng Nomor 1846 K/Pid/2000,

- Permohonan Praperadilan Nomor I/Pid/Prap2006/PN Jak Sel,
mengemukakan hal yang sama pada halaman 7 dan 8 ;

2. Pendapmt Para Pemohon sebapaimana diuraikan di alas'tidak benar, karena

Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001




menyatakan bahwa penuntutan terhadap din H M Socharto hanya dapat

. ,\;;_ &ﬂnkuk.m apabila yang bersangkutan sembuh dari sakitnya ;

(=7 " b Sumphi saat ini tdak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahws H M Sochario

. telah sembub dori sakitnya schingga dapat ditumtut di hadspan persidangan

5y Ny FW-J Bahkan aias permintaan Kejaksaan, Mahkamah Agung telah menerbitkan

S i:lr.mp]uk di dalam sumtnya No. KMA/B6S/ XIV200] yanyg isinya menyatakan

o bahwa berdasarkin laporan hasil pemeriksaan Tim Dokter RSCM, H M Soeharo

tidak daput diharapkan sembuh dengan metode pengobatan yang sda sampai sa

ifj § =

3. Unmian di atas menunjukkan bahwa SKPP yang diterbitkan oleh Termohon tidak

berentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/pid/2000

tanggal 2 Pebroan 2001, karena ;

Putusan Mahkamah Agung termaksud menentukan bahwa  penuntitan

terchadap H M Socharto hanya dapat dilakukan sesudah yang bersanghkutan

sembuh dan sakitnya;

- Fatwa Mahkamah Agung dalam Surat Nomor KMA/865/XI200] tanggal |1

Desember 2001 menyatakan bahwa HM Socharto tidak mungkin dapat

disembuhkan;

= Oleh karena itu penuntutan terhadap H.M. Soeharto tidak mungkin dapm

dilanjutkan, schingga demi kepastian hukum, penuntutan terhadap yang

bersangkutan perlu dihentikan ;

4. Pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan

i Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pid/2000 yang memerintabkan

Tenmobon untuk mengobati Terdakwa H.M. Soeharto adalah pendapat yang tidak

h:nnr‘lkm:m Termohon telah meminta Tim Dokter untuk memenkss dan

mengobati yang bersangkutan dengan surat-surnt sebagal berikut:

- Surat Kepaly Kejaksaan Negeri Jakana Selman kepada Dircktur RSCM
Nomor : R-088/0.1.14/F,1/022001 tanggal 21 Pebruari 2001 ;

- Surat Kepala Kejnksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Dircktur RSCM

Nomor : K-253/0.1. 14/Fu, 1/06/2002 tanggal 4 Juni 2002 ;

- Sumt Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada Direktur RSCM
Nomor : R=-610/0. 1. 14/Fr.1/1272003 tangal ¥ Desember 2003 ;

= Sumtl Kepala Kejaksaan Negen Jukarta Selatan kepads Direktur RSCM

Nomor R-1901.14/F1.1/2004 wanggal 12 Januari 2004

3. Uraian di stas menunjukkan bahwa SKPP yang diterbitkan oleh Termohan tidak

bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pub2000

tanggal 2 Pebruan 2001 dan bahwa Termobon telah melaksanakan isi Putusan

f




k|
SN Mahk Agung termuksud. Oleh karena ity, permohonan Praperadilan di
g pri dalgry ini yang mendalilkan sebaliknya harus ditolak untuk selurshnys ;
{ JILTeptang/adalil Para Pemohon bahwa SKPP bertentangan dengan Ketetspan-
. IKetelapan MPR RI ;
|, Para Pemohon Praperadilan mendalilkan bahwa SKPP berientangan dengan
Retespan-Ketetapan MPR R1 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
= Permohonan Pruperadilan Nomor :  09/Pid/Prap/2006/PN Jak.Sel.  pada
hiluman 15 dan 16 menyutakan bahwa SKPP termaksud bertentangan dengan
Ketetapan MPR RI Nomor : XUMPR/1998 tentang Penyelenggaraan Nepara
Yang Bersih dari KKN dan Ketetapan MPR Rl Nomor - VIIMPR/2000 ; ——
- Permohonan Praperadilan Nomor @ 10/Pid/Prap/2006/PN Jak Sel, di halaman
12 - 13 menyatakan bahwa SKPP termaksud bertentangan dengan Ketctapan
MPR RI Nomor : XUMPR/I998 dan Ketetapan MPR RI Nomor
VUVMPR2001 5
- Permohonan Praperadilan Nomor @ | 1/Pid/Prap/2006/FN Jak Sel. di halaman
9 menyatakan bahwa SKPP tersebut bertentangan dengan Ketetapan MPR Rl
Nomor XI Tahun 1998 dan Nomor VI Tahun 2000 ;
& Fahamdmmdiuﬂkmdiddmﬁumluhmwmﬁdium
menunjukkan bahwa Temmohon sudah melaksanakan semus Ketetapan MPR R
yang bethubungan dengan pemberumasan KKN dengan cara-cara sebagai
berikut:
Termohon sudah melimpahkan berkas perkara atas nama Terdukwa H.M
- Sochano ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi penuniutan perkaranys
tidak dapat dilanjutkan karena yang bersangkutan menderita sakis {unfit 1o
erm.l" irigl) ;
- Pengadilan Negeri Jakana Selatan telah menerbitkan Putusan yang isinys
menyatakan penuntutan terhadap H.M. Soehurto tidak dapat diterima :
- Terhadap Putusan ini Termohon telah mengajukan perlawanan dan meminta
agar perkara ini dapat disidangkan secarn /n ahsentio. Perlawanan ini telah
ditenima oleh Pengadilan Tingel DKI Jakarta yang menerbitkan Putusan yang
isinya memenntahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ustuk membuka,
memerikse, mengadili dan memutus kembali perkara pidana atas nama
Terdukwa H.M. Soeharto :
= Karena Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi, Mahkamah
Agung menerbitkan Putusan Kasasi yang pada pokoknys menentukan balwa
penuntutan terhadap H M Sochano tidak dapat diterima dan memerintalikun
Jaksa Penuntut Umum untuk - melakukan penpobatan terdakwa sampai




co* Méngenai kondisi Keschatan terdakwa, Mahkamah Agung kemudian
“menerbitkan fatwa yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksasn
Tim Dokter, Terdakwas HM. Socharto tidak mungkin dapat disembuhkan
dengan menggunakan metode kedokteran yang ada pada

saat ini, Fatwa ini juga menyatakan "maka terdakwa tidak dapat diajukan ke

perstdangan”™ ;

3. Pada haluman 11 dan 12 Permohonan Praperadilan Nomor : 0N Pid/Prap/

2006/PN.Juk.Sel.  mengemukakan  bahwa scharusnya, dalam  rangks
melaksanakan isi Ketetapan-Ketetapan MPR RI terscbut di mins Termohon
menyidangkan perkara H.M. Socharto secara in absensia atau dengan caru
membawa paksa Terdakwa ke hadapan sidang pengadilan,

Perlu dicatat di sini bahwa Termobon sudih mengajukan permohonan agar
perkara ini disidangkan secara in absentia, tetapi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruard 2001 tidak memungkinkan
disidangkannya perkara ini secara in absentia -
D samping itu, Pasal 38 ayat | UU Nomor 3 Tahun 197] tentang Tindak Pidana
Korupsi menentukan bahwa penyidangan perkara secars in absentia hanya dapat
dilakukan jika terdakwa tidak hadie tanpa alasan yang sah. Di dalam perkara
H.M. Socharto, terdakwa tidak hadir dengan alasan yang sah sebagai yang
dikemukakan oleh Tim Dokter ;

‘Pendapat pemohon agar perkara ini disidangkan dengan cara menghadirkan

Terdakwa secara paksa bertentangan dengan isi Putusan Mahkamah Agung
Nomor 1846 KJ/Pid/2000, karena Putusan Mahkamah Apung ini menentukan
bahwa penuntutan terhadap H.M. Socharto hanya dapat dilakukan jika yang
bersangkutan sembuh dari sakitnya;

. Selain j, perlu diperhatikan bahwa selengkapnya Pasal 4 Ketetapan MPR RJ

Nomor XI Tahun 1998 berbunyi schagai berikut:
"Upaya pemberantasan karupsi, kelust dan nepotisme harus dilakkan secara
legas terhadap siapapun juga, baik pejabat nepara, mantan pefabat negara,
kelugrga dan kroninya maupun pihak swasigkonglomerat lermusuk Manian
Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalul
edan hak asasi manusia®,
Dalam hubungunnya denpan Hok Asasi Manusia, Pasal 14 ayat 3 horuf d
International Covenant on Civil and Political Rights (FCCPR) menentukan:




determination of any criminal charge agairst him, everyone shall be
: {10 the following minimum guarantees, in full equality ... To be tried in his
i pr.smi-r and to defend himself in person or through legal assistance of his own
: :J::S;}.i'mg
Tegemahan ;
" dalam menentukan funtutan pidana terhadopnya, setiap orang berhak i
Juminan-faminan inl. dolam kebersamaan pemuh . Uniuk diadili dalam
kehadirannya, dan untuk membela dirinya secara pribadi atau melalui pénasiha

s i

leskuen yanyg ditunjuknya .
Ketentuan [CCPR sebagaimana dikutip di atas menentukan bahwa perlindungan
HAM mensyaratkan kehadiran seorang terdakwa di dalam penuntutan perkarn
pidana terhadap dirinya. Dengan demikian, terdakwa tidak dapat dituntut jika
terdakwa tidak dapat hadir dalam sidang pengadilan pidana atas dirinya ;
3. Pendopat Para Pemohon yang menyatakan bahwa penerbitan SKPP ini telah
mengakibatkan tejodinya “impunity” adalah tidak beralasan, Dikium ketiga
SKPP tersebut menentukan :
“Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembalf apablla dikemudian hari ferdapa
alasan baru yang diperoleh Penuntut Umum™ :
Diktum i menunjukkan bahwa SKPP ini tidak bersifat final, karens wpabila di
kelak kemudian hari ditemukan bukti bahwa Terdakwa H.M. Soeharto telah
sembuh dari sakitnya schingga berada dalam keadoan “fit to stand trial”, maka
SKPP ini dapat dicabut dan penuntutan terhadap yang bersanphkutan dopat
dilanjutkan kembali ;
0. Pendapat para Termohon yang menyatakan bahwa penerbitkan SKPP ini
menghalangi ussha pemuliban Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi,
karena berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHAP barang bukti yang disita harus
dikembalikan apabila penuntutan ridak dilakukan, adalah pendapat yang tidak
beralasan, Karena diktum kedua SKPP ini menentukan:
“Benda sitaan/barang bukti berupa sebagaimana rerlampir dalum  Berkas
Parkara tetap terlampir datam Berkas Perkara ;
7. Di samping it dolil Para Pemohon mengenni bahwa SKPP termaksud
bertentangan dengan Ketetapan-Ketetapan MPR Rl sebenarnya tidak perlu
diperhatikan, karcna berdasarkan Ketetspan MPR RI Nomor [l Tahus 2000
tentang Sumber Tertib Hukum di Indonesin, Ketetapan MPR Rl fidak lagi
menjadi sumber hukum yang mengikar : -
8. Uraian di atas menunjukkan bahwa dalil Para Pemohon yang menyatakan SKPP
termaksud bertentangan dengan Ketetapan-Ketetapan MPR adalah dalil yang




‘-“—/r AT ga hukum tidak benar. Oleh karena itu permohonan Praperadilan harus

LT L ! untuk seluruhnyy |

=) i‘u",;.Tl;nt_l'Lﬁg; dalil Para Pemohon babwas Termohon melakukan pelanggaran

" terhadap UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran ;

I, Pa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telsh melakukan pelnggiran
terhadap UL Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran berdasarkan
alasan sebagai berikut :
= Temmohon tidak merujuk pemeriksaan terhadap Terdakwa HM. Socharo

kepada Tim Dokier lain yang lebih ahli, jika perlu Tim Dokier di luar négeri.
= Termohon tidak meminta “second opinion” dari dokter lain

2. Pendapat Para Pemohon tersebut di atas tidak benar. Pasal 51 hurul'b UU Nomor
29 Tahun 2004 mencntukan :
“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan prakick kedokieran mempunyai
kewajiban;
a. ..., dan seferusny,
b, merufuk pasien ke dokter alau dokser gigl lain yang mempunyai keahlian atau

kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu  melakukan  suatu

pemeriksaan atau pengobatan |

Ketentuan imi menunjukkan bahwa kewajiban untuk merujuk pasien ke dokier

lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik adaluh

kewajiban dokter, bukan kewajiban Juksa Penuntut Umum atay Termohan R

3. Pendapat Para Pemohon bahwa Termohon tidak memints “second apinion” pun

Adalah pendapat yang secara factual tidak benar. Tim Dokter yang memeriksa

terdakwa H.M. Socharto terdiri dari 26 dokter dari berbagai keahilian dan berasal

dari institusi yang terpercaya, yaitu RSCM, FK UL FK UGM dan EK Unair.

Dengan demikian Tim ini sudah mempertimbangkan banyak pendapat, bukan

hanya “the second opinion" saja, bahkan mungkin juga sampal ke “the twentieth

apinion’;

4. Uraian di atas menunjukkan bahwa dalil Para Permohon yang menyatakan

Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 29

Tahun 2004 adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Oleh karena ity

permohonan Praperadilun yang diajukan oleh Para Pemohon Praperadilan harus
ditolak untuk selunihnya ; :

C. PERMOHONAN ;

Berdasackan seluruh jawaban yang diuraikan di atas, déngan ini Termohon

memohon sgar Hakim Properadilan yang memeriksa dan mengadili permobonan

Praperadilan ini memutuskan ;




Frlp-l:mdllan tidak dapat diterima;

"2 M:nyn:akm: sah secara hukum Surat Ketetapan Penghention Penuntutan (SKPP)
Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selstan Nomor : TAP-01/0.1.14/ FrL1/0572006

taniggal 11

Mei 2006 atas nama terdakwa H.Mubammad Socharto alias Socharto; —

3. Menghukum Para Pemohon Praperadilan untuk membayar serus biaya perkara ; ——

Merumbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan
replik teranpgal 7 Juni 2006 dan selanjutnya Termohon telah mengajukan dupliknya
tertanggal & Juni 2006

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dari permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dibubuhi metera cukup, yaitu berupa ; ———ee

UNTUK PEMOHON | :
: Foto copy Akta Notaris No.5, tertanggal 28 Mei 2001 yang di buat oleh

l. Bukti P -]

2. BuktiP-2

3. Bukti P-3

4, Bukti P-4

5. BuktiP=5§ :

6: Bukti P-6

1. Bukti P -7

Notaris M.P Sitohang, S.H., tentang Anggaran Dasar Asosiasi Penasiha
Hukwmn Dan Hak Asasi Manusia (APHI) dan Tanda Terima
Pemberitahuan  Keberaduan Organisasi sebagai ormas di Depanemen
Dalam Negen  scbagaimana weruang dalam Nomor Inventurisasi:
123/D.UX12003, tentanggal 08 Desember 2003

: Foto copy Akia No. 2 tentang Penyimpanan Surat yang isinya mengenaj

Susunan Badan Pengurus APHI, yang dikeluarkan oleh Notaris Legalia
Riama Uli Sirait, SHMM., tertanggal 14 November 2003 s

+ Print Out Imtemet dari KOMPAS Cyber Media, tanggal 29 Januari 2002,

dengan judul Gugatan |[Kontras Tentang Kerusuhan Sampit Di Tolak ; —

¢ Foto copy Putusan Perkara Nomor: 212/PduGrR2002PNIKT.PST yang

diajukan oleh Aliansi Jumalis Indcpenden (AJI) dan Putusan Perkara
Nomor:  21/Pid./Prap/2002/PN. Jak.Sel.dalam  Permohonan Prapradilan
terhadap Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Sclaian : e

Foto copy Putusan Perkara Nomor 02/Pid/Prap.1998, perkara yang
diajukan olch lkatan Keluarga Besar Laskar Ampera (IKABLA) ;

: Print Out intemet dari Kompas Cyber Media tertangpal 16 Oktober 2002

deagan judul Komnas HAM Identifikasi 13 kasus pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh Socharto ;

+ Print Out Intemet dari Gatr.Com, tertanggal 18 Mei 2006, dengan judul

Keluarga Korban Pelangguran HAM Tuntut Socharto Diadili ;




- Print Out Lnternet dari Tempo Intesaktif, testanggal 13 Mei 2006, dengicn
. judul Rizky: Socharto Peringkat Pertuma Pengpelapan Usng ; ———
9. Bukii PI-_-'fEi ¢ Primt Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 31 Mei 2004, dengan
r judul Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Soeharto,

10. Bukti P — 10 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 31 Mei 2004, dengan
judul Kronologl Kasus Dugaan Korupsi Socharto ;

11, Bukti P =11 : Print Out Intemet dari Tempo Interakiif, tenanggal 31 Mei 2004, dengan
Judul Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Socharto ;

12, Bukti # — 12 Print Out Internet dan Tempo Imeraktf, tenanggal 30 April 2004, dengan
judul Kronologi Soeharto, Memuat ; The Asian Wall Street Joumnal ; —

I3, Bukti =13 Foto Copy Artikel dari Harian Umum KOMPAS diterbitkan pada hari
sabtu, tangpal 9 September 2000 , halaman 7, yang di peroleh dan Pusal

Informasi Kompas,Dengan Judul @ Kootroversi Pengudilun Soeharto

SEBUAH LANGEKAH TEROBOSAN DARI PN. LANGKAT | «=—seeeeee

14, Bukti P~ 14 : Foto copy Surat Ketatapan Penghentian Penuntutun Perkara (SKP3) ; ——
|5 Bukti P~ 15 Foto copy Foto copy Penetapan Pengadilan Negen Jakara Selatan No.
842/Pid. B2000/PN Jak.Sel ;

l6.Bulai P~16 | Fowo Copy Pulusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Perkarn Nomor:
140/Bdg/PID200O/PT.DKL

17.Bukti P~17 : Folo copy Putusan Mahkamah Agung RI, Perkara Nomor:
1846 K/Pid/2000 ;

18, Bukti I' = |8 : Foto Copy Fatwa (Pendspat Hukum) Mahkamah Agung R ;

UNTUK PEMOHON 11 ;

1. PLI-1.1 sAkte Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukwn dan Hak
Asasi Manusia No. 39 tangga 10 Scpiember 1998 yang dibuat dihadapan
Notaris H. Abu Jusul, S.H ;

2. Pl-12 ¢ Akte Pendirian Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk  Transisi

Berkeadilan [IMPARSIAL) No. 10 tanggal 25 Juni 2002 yang diuut
dihadapan Notaris Rina Diani Maliza, S.H ;

3. P-ll-1.3 : Akie Pendirian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Nu.44 tanggal 17 Juli , dst 2002 yang dibuat dihadapan Notwris H. Abu
Jusuf, 8.H ;

4 Pl-1.4 ; Akte Pendirian Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan

Demokrasi (DEMOS) No. 24 tanggal 22 Oktober 2002 yang dibuat
dihadapan Notaris Yuodi Paripumo, S.H ;




- | Akte Pendirian Perkumpulan Suara Hak Asasi Manusia Indonesia (SHMI)

/ No. § tanggal 20 Mare 2002 yang dibual dihadapan Notars Rina Dia
/' Moliza, SH :
6 PH1.6—" : Akte Pendirian Komisi Nasional Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak
Kekerasan (KONTRAS) No. 3 tanggal 13 Agustus 2004 yang dibust

dihadspan Notaris Amani Arman, S.H, dan Akta Perubahian No, | tanggal

16 September 2005 ;

7. Pl-1.7 - Akte Pendirian Indonesian Coruption Watch (ICW) No. 54 tanggal 28
April 2000 yang dibuar dihadapan Notaris Teddy Anwar, 8.H dan Aktn

Perubahan No. 20 tanggal 5 Juli 2000 yang dibuat dihadapan Notaris

Teddy Anwar, S.H ;

E Pll-1.8 : Akte Pendirian Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi  Manusia
(LPHAM)No. 14 tanggal 4 Juni 1990 yang dibuat dihadapan Notarie
Adlan Yunizar, SH ;

9, Pl1-1.9 : Akte Pendirian Yayasan Lembaga Buntuan Hukum (YLBHI) No. 26
tanggal 24 September 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Haryanto, S.H;

10, PlI-2° - Penctapan  Pengadilan  Negeri Jakarta Selatan No. B42/Pid. v/
2000/PN.Jak-Sel ;

11, PlI-3 ¢ Putusan Pengadilan Tinggi DKI-Jakarta No. 140/Bdg/Pid2000/PT.DK] -

12, Pll4 + Putusan Mahkamah Agung No. 1846K/Pid2000 =

13. PlI-3 : Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkarn atas nama H.M Socharto
No. TAP. 0L/0114/FL1/05/2006 tangga 11 Mel 2006 dari Kejaksanaan
Negen Jakana Selatan ¢

14, Pll-& : TAP MPR-RI No. XI'MPR RV/1998 :

15, P17 : TAP MPR-RI No. VIIUMPR-RI2001 :

6. P1I-8 - Pokok-Pokok Materi jummpa Pers pimpinan MPR R ] :

17. PU-9 : Bukn Hukum Acara Pidana ; samen

i8. Pll-10 : Buku Sendi-sendi llmu Hukum dan Tata Hukum ;

UNTUK PEMOHON 111 :

L BuktiP—1  : Foto copy. Kartu Tanda Penduduk Raymond Raja Urat, § :

L BuktiP-2 : Folo copy Surat Ketatapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) s —

3BukiiP-3  :Foto copy Penetapan Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan
No.842/Pid B/2000/PN Jak Sel ; '

4. Buktt P-4  : Folo copy Putusan Pengadilan  Tinggi Jukarta, Perkura Nomor:
150/Bdg/PIDZ000/PT.DKI ;

5. BukiP-35 : Foio. copy Putusan Mahkamak Agung RI, Perkara Nomor:
1846, K/Pid/2000 ;




: Print Out internet dari Kompas Cyber Media tertanggal 16 Oktober 2002

dengan judul Komnas HAM Identifikasi 13 kasus pelanggamn Hak Asasi

S oy Manusia (HAM) yang diduga dilakukan oleh Soeharto ;
“2.BuktiP~7 : Print Out Internet dari Gatra.Com, tertanggal 18 Mei 2006, dengan judul
=== Keluarga Korban Pelanggaran HAM Tuntit Sochato Diadili & -

B Bukti P—8 :© Print Out Internet duni Tempo Interaktif, tertanggal 13 Mei 2006, denpan

Judul Rizky: Soeharto Peringkat Pertama Penggelapan Uang ;

9 Bukti P=9  : Print Out Intemet dari Tempo [nterakif, tertanggal 31 Mei 2004, deagan

Judul Kranologi Kasus Dugasn Korupsi Socharto |

10. Bukti P = 10 : Print Out Internet dun Tempo Interakiif, tenanggal 31 Mei 2004, dengan

Judul Kronologi Kasus Dugasn Korupsi Socharto ;

|1, Bukti P~ 11 : Print Out Internet dari Tempo Interaktif, tertanggal 31 Mei 2004, dengan

judul Kronologi Kasus Dugaan Korupsi Socharto ;

|2. Bukti ¥ = 12: Print Out Internet dasi Tempo Interalktif, tertanggal 30 April 2004, dengan

judul Kronologi Seeharto ;

I3, Bukti P —13: Foto Copy Surai Mahkamah Agung R kepada Jaksa Agung No. KM/
865/ XI172001 nggal 11 Desember 2001 :

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti scbagaimana tersebut diatas, Para Pemohon
Juga telah mengajukan 2 (dua) orang ahli, yaitu :

L. Ahli Dr. RUDY SATRIYO MUKANTARDJO, SHMH, dibawah sumpah pads
pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa shli adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ; ——

- Bahwa ahli mengajar maty kulish hukum pidana baik formil maupun materil ; ——

- Bahwa sscsuai dengan sistem peradilan pidana yang dianut di lndonesia, khususnya
yang diatur dalam UU Ne, B Tahun 1981 tentang Hukum Acars Pidana maks
tahapannyn peyelesainn perkara pidana adaleh : penyidikan yang kewenangannys ada
pada kepolisian, tahapan penuntutan kewenangannya ada pada kejaksaan, tahapan
pengadilan kewenangan ada pada Hokim dan tahap cksekusi pelaksanaan pidana
yang kewenangunnya sds pada lembaga pemosyarkatan ;
Bahwa it adalah tahapan secars umum, karens beberapa tehapan secarn khusus
muncul penyidikan juga menjadi kewenaangnn kejoksaan dan KPK, penuntulan
menjadi kewenangan KK dan kemudian pengadilin ada  pengadilan ad hoc ; ———
Bahwa berkas yang sudah dilimpahkan oleh penyidik kepada penuntut wmum
scpanjang dinmyatakan belum selesal atau belum sempuma atou belum lengkap
penyidikannya oleh Penuntut Umum maka memungkinkan ontuk dikembalikan
kepada Penuntut Umum, hal ini dikenal sebagni proses pra penuntulan § —————




Babwh apabila Jaksa Penuntut Umum sudah melimpahkan perkaranys ke péngadilas
dan tclhh diberi nomor register perkara, maka apabila berkas dinyatakan belum
Iellg!up dan Hakim memerintahkan kepada Jaksa untuk menerima berkas ity
kt:nf_l:ul: maka mekanisme tersebut dimungkinkan untuk dilakukan :
~Bihwa untuk menentukan spakah Jakss Pepuntut Umum  masih  memiliki
kewenangan dalam proses penuntutan untuk mengembalikan berkas dalam perkarn
H.M.Suharto  harus dilihat lebih dulu spa yang diputus olch PT dan dan MA, kalasu
putusannya tidak mengembalikan kepada pihak kejaksaaan maka itu masih menjad]
kewenangan pihak pengadilan. Tapi kalau putusan PT dan MA berisi perintah untuk
mengembalikan berkns kepada pihiak kejaksaan untuk melengkapl berkasnys aisy
kemampuan untuk menghadickan terdakwa kepersidangan maka Tty menjadi
kewenangan yang harus dikembalikan kepada pihak kejaksann kembali ;
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 140 KUHAP sepanjang tidak ads pemnyataan dari PT
dan MA yang mengatnkan berkas harus kembali pada pihak kejoksasn maka posis:
masih ada dipihak pengadilan, bukan kembali pada pihak kejaksaan ;
Bahwa dicantumkaanys Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 78 KUHAP pada bagiun
mengingat dalam SKP3 kasus Subarto agak anch karena Pasal 75 bicara lentang
Berita Acara yang harus dibuat disetiap tingkatan pemeriksaan Tersangka, sedangkan
Pasal 76 mengenai sumpah atau janji, Pasal 77 dan 78 mengenni kewenangan
pengadilan dalam persoalan pra peradilan yang memang ada relevensinya tapi tidek
bicars soal penghentian penuntutan, hanya sebagian bicam mengenni penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan ;
Bahwa menurul pendapat ahli pasal 75, Pasal 76 tidak ada kaitanya dengan Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan,Pasal 77 dan Pasal 78 terkait tapi sangat sedikit :
Bahwa kalay melibat pads poin ke 3 dar bagian mengingar dalum SKP3 kasus
Subarto maks tidak ada relevensinys antars menetapkan penghentian penuntutin
perkara pidana atas nama H.M Suhasto dengan dasar hukumnya ;
Bahwa bagian mengingat adalah merupakan dasar hukum' wituk mengeluarkan suati
penctapan |
Bahwa karena bunyi putusan Mahkamah Agung tidsk sampal pada pengembalian
berkas perkara kepada Joksa Penutut Umum, maka perkara ini masih merupakan
bagian dari kewenangan pengadilan. Sesuai degan putusan Mahkamash Agung
kejaksaan tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan SKP3, karena bukan
menjadi kewenangannya berdasarkan apa yang diputaskan oleh Malikamah Agung.
Jadi tidak adn dasar untuk kemudian pihak kejaksasn membuat SKP3, karena
perintah dari Mahkamah Agung hanya scbatas pada masalah pengobatan kepada
pilak H.M. Subario bukan untuk mengeluarkan sty penetopan ;




sesual dengan perintah dari Putusan Mahkamah Agung kewenanjgan
il hanya schatus untuk membuat Pak Horto menjadi sehat kembali ;
_‘= J-"B"nh‘w oleh karena penanganan perkara ini masih dalam lingkup Pengadilan maka
L pcﬂﬁmbmbm atas kisus Subarto terkait dengan kesehatannya harus menjadi bagian
= dari laporan kepada pengadilan, walaupun tidak ada acars yang pasti dalam hukum
acara pidana tapi secars ndminstratif harus demikian sebagai bagian dari pelaksanaan
putusan - Mahkamah Agung yang memerintahkon kepada Kejaksann unluk
menychatkan dan  menyembuhkan Pak Hamo. Jadi sebagai sustu  tindakan
adminstratif dan bagian dari loporan kepada pilak pengadilan ;
Bahwa dalam suatu proses peradilan pidana, apabila masih dalam tahapan penuntitan
memungkinkan Jaksa Penuntut Umum untuk membustkan SKP3 dengan  dasar
perntama kekurangan buktl, yang kedua perkara tersebut bukan pidana dan  vang
ketiga dihentikan penuntutannys demi hukum ;
Bahwa dalam literatur dikatakan yang dinamakan penghentian penuntutan demi
hukum hanya bicara soal kalau Terdakwanya meninggal dunin, kedua nebis in idem
dun ketiga kasusnya sudah daluwarsa. Ini batasan yang ada dafam UU No. 8 Tahun
1981 ;
Bahwa apabila berkas sudah di limpahkan ke pengadilan dan sudah dibuka
persidangannya  maka perkars terschut sudah menjadi kewenangan mutlak dar
Hakim Pengadilan Negeri tersebut schingpa tidak ada lagi kewenangan yang dimiliki
Jaksa untuk menghentikan penuntutannys ;
Bahwa perlunsan penafsiran oleh kejuksaan bahwa sakit permanen sebagai alasan
penighention penuntutan adalah terfalu jauh, karena berkas perkars sckarung  ads
pads posisi di pengadilan maka kewenangannys ada pada pihak pengadilan.
Schingga jike pihak kejaksaan mengambil inisiatif membust SKP3 ahli tidak bisa
menemukan dimana letak dasar hukumnys dan dimana letak dimungkinkannya
penafsian tersebut ;
Bahwa penafsiran menjadi bagian dari kewenangan dari Majells Hakim, karens
Hakimlah yang kemudisn dalam suatu persidangan mempunyai masalah dalam hal
splikasi sunty aturun tertutama bicara soal unsur-unsur dalam aturan tersebut karena
iu periu ada suatu penafsiran atas masalah tersebut :
Dari literatur Andi Hamzah, Yahya Harahap dan Sianturi yang dimaksud dengan
penghentian demi hukum secam limitatif harus melihat pada dasar penghapus
penuntutan yang ada dalam KUHP, schingga dusar penghapusan penuntutin demi
hukum  harus mengacu seperti yang menjodi bagian dasar penghapus penuntutan
yoaitu Pasal 76, 77 dan 78 KUHP. Scpengehuan ahli tidak nda penafsiran lain
selain dari aps yung ada pada bagian tersebut ;




: 75 KUHP bukan merupakan bagian dari dasar penghapusan penuntutan,

A yang musuk dalom daftar penghapus penuntutan hanya Pasal 76,77 dan 78 KUHP ; —

+ % Bihwaalasan kesehatan yung dikstaskan wnfir fidak biss dijsdikan alnsan wstuk

\\L _ menérbitkan SKP3 karena tidak diperintahkan oleh putusan Mahkamah Agung,

perintzh Mahkamah Agung hanya sampai persoalan menyembuhkan Pak Harto, tidak

sampai menghentikan penuntutannya dengan demikian  penerbitan SKP3 yang

dilakukan oleh pihak kejakassan ity bertentangan dengan putusan kasasi Mabkamah

Agung |

Hahwa yang dimaksud dengan penafsiran ekstensifikosi adalah penafsiran yang

memungkinkan untuk memperluas cakupan suatu peraturan namun perlinssn ini

harus digunakan sangat hati-hati dan sangat teliti dan memang  diperlukan dalam

persoalah hukum tersebut -

- Bahwn penafsiran dalam  suaty aturan hanys mungkin terjadi dalam suatu forum

persidangan, karena disitu akan terjadi perdebatan dan kemudian Hakim akan

melukukan suntu tindakan pencmuan hukun ;

Bahwa Jaksa dapat melakukan penafsiran ckstensifikasi melalui forum persidangan

dimana masing-masing pihak antarm Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum

berady argumentasi tentung hal yang harus dipikirkan bersama-sama karena memang

disitu sds masalah hukum ;

- Bahwa dari kata demi hukum tidak diperlukan Ingi adanys sustu penafsiran karona

penghentian penuntutan demi hukum mengacu pads dasar penghapus penuntutan

yong ada dalam KUHP schingga tidak diperiukan adanys penafsiran yang lain

dmi:]udu itu ;

Bahwa sputusan Mahkamah Agung yang amamya menyatakan ; Mengadili Sendin,

Menyatakan penuntutan Jaksa Penuntt Umum terhadap HM Suharto alias Subario

tidak dopat diterima, kalou memang sudah in bachi harus diartikan bahwa berkas

perkarn ada dipihak kejuksaun karena tidak dapat diterima penuntutannys. Tapi tahap

pemeriksaan sudah bergeser kepads pihak kejaksaan, karena Mashkamah Agung
sudah menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan sustu penuntutan.

- Bahwa kalau putusan pengadilan menyatakan bahwa tuntutan tidak dopat diterima,

maka proses perkara beralih dari peradilan ke penuntutan karena itu penuntut wmum

mempunyal weweng untuk menghentikan perintutan, namun hamus ada dasar dan

ulasennya ;
- Bahwa menurut pendapat ahli hanys sda 3 alasan perkarn ditutup demi hukum
yaitu Pasal 76, 77 dan 78 KUHP sehingga diluar alassn ini tidak dapat digunskan
untuk menghentikan penuniuian dengan alasan dittup demi hukum. Pendapat ahli
didasarkan padn wlisun-tulisan dari Prof. Andi Humzah dun Yahya Herhap; ——--
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| mental sehagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP tiduk dapat menjadi
dm penghentian penuntutan, kareny dasar penghapusan pénuntulan yang menjadi
k:wl:nnn Jaksa Penuntut Umum mengacyu pada dasar penghapusan penntulan
yang distur dalam KUHP, yaitu hanys ada 3 persoalan yaitu : meninggal dunis, nebis
in idém dan daluwarsa. Sedangkan Pasal 44 adalah scbagai dasar penghapus
pemidansan. Jodi tidak pada tempatoys untuk mengambil  desar penghapus
pemidanann untuk dapat menghapus penuntutan ;
Bahwa seandainya ada salsh cetak dalam penulisan pasal 75, 76,77 dan 78 KUHAP
dalam SKP3 kasus Suhario yang scharusnya sdalah KUHP maka karena salah dalam
dasar hukumnya dengan sendirinya batal demi hukum :
Bahwa kalaupun benar yang dimaksud adalah pasal 75, 76, 77 dan 78 KUHP maks
bukan pads tempatnya untuk alasan keschatan, yang ada hanya mengenai meninggal
dunia, nebis in idem, dan daluwarsa. Dasar hukum tersebul tidak memasukkan
didalamnya mengenai kesehatan
Bahw putusan Mahkamiah Agung dalum kasus Subano tinggal dilaksanakan saja aleh
pencgak hukum yang ditunjuk oleh putusan tersebut yaitu kejaksaan merawal dun
setelah schat digjukan kedalam persidangan. Sustu hal vang tidak perlu ada
penafsitan lain lagi. Jadi putusan itu sudah final dan harus dilaksanakan oleh pihak
yang diperinishkan oleh Mahkamah Agung :
Bahwa yang dimoksud dengan  katsa-kata dihadapkan dalam persidangan pada
dikum kedus putusan Mahkamah Agung menunst pemahaman shli  adalab
melanjutkan cpa yang sudah pemah dilaksanakan di Pengadilan, jadi kalsu memang
sudeh pemnali dibuka dipersidangan kemudian tinggal melanjutkan kembali tanpa
harus membuka lagi karena memang persidangan tersebut sudah sudah pernah
Lﬂlulr.!-m;-lc.m :
Bahwa yang dimaksud dengan dipersidangan i adulah persidangan di Pengadilan
Negeri Jakarta Sclatan yang  permnah membuka persidangan tersebut. Judi
melanjutkan apa yang pemah dilaksanakan oleh Pengadilan tingkat pertama yang
dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jukarta Selalan  dengan slasan  karena
Pengadilan Neger Jakaria Selaan adalah Pengadilan tingkat pertama yang scjak
awul sudah menyidangkan perkara tersebut schingga tinggal melanjutkan sajn upa
yang sudah pernah dilaksanukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebur ;

Balwa  pengertian pihak ketiga yang berkepentingan schagaimana dimaksud dalam
Pazal B0 KUHAP pads awalnys adalah bicam soal korban langsung atau
keluarganya. Tapi dalam perkembangan hukum ternyata menyangkut jugd korban-
korban secara tidak langsung. Misalnys dalam suatu tinduk pidana korupsi yang telah
menghkorup pembangunan suaty jembatan maka kotbannya tidak jelas, tapi disitu kita




uli bis:l- elalui sustu LSM atau apapun namanys yang memungkinkan bisa mewakili

maga.rahl tersebut. Jadi perkembangannya pertama bicara soal korban langsuny
~ suaty tindak pidans tapi dalam perkembangan berikutnya tidak harus menjadi korban
langsung toapi pihak-pihak yang berkepentingan atas jalannya kasus tersebut ; ———
Bahwa  perkembangan hukum ini  harus melihat pada kasusnya, kalay kasusnys
menyangkut tindak pidana konvensional dimana yang menjodi korban hanya orang
itn oty keluarps korban saja adalah itu maka pihak ketiga yang berkepentingan
adalah korban langsung. Tapi dalam hal tindak pidana seperti tindak pidana korupsi,
muka tidak bicara soal korbannya langsung tapi korban pada umumnya yang diwakili
oleh pihak-pihak tertentu ;
- Bahwa ads perbedann kadar kepentingan antars  seperti misalnya perkam perkossan
yung korbannys adalah yang diperkosa dengan konteks perkara yang lebih luss lagi
seperti perkara korupsi
= Bahwa dalam perkara korupsi kadar kepentingannya adalsh soal kepentingan Negam
dan kenugian yang ternyata dirsakan oleh pihak masyarakat ;

Z. Ahli ANNA ERLIANA, S.HMH, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut
Bahwa saksi adalah staf pengajar mate kulish Hukum Administrasi Negara dan
Hukum Acara Peradilon Tata Usahs Negara di Fakulias Hukum Universitas
Indonesia ;
Bahwa sumber-sumber hukum Adminstrasi Negara adalah : Pancasila, UUD, 1945,
Tap MPR, Undang-undang/Perpu, PP, Perpres, Permen, Perda, Jurisprudensi, Hukwm
Tidak Terulis, Hukum Internasioanl, Keputusan Tats Usaha Negara dan doktrin ; —
Hahwa Putusan Mahkamah Agung R.1 No. 1BA6E/Pid2000 tentang kasus Suhario
masuk dalam kategori yurisprudengi ;
Bahwe Surat Ketua Mahkamah Agung  kepada Jaksa Agung No. KM/ 865/ XIL2001
tanggal |1 Desember 2001 masuk dalam kategori pendapst hukum yang menuns
Black Law Dictionary muasuk dalam Legal Opinion yang tidak mengikat schinggn
_ dapat digunakan atau tidak oleh Jaksa Agung ;
- Bahwa surat Ketua Mahkamah Agung tersebut dadum tats wutan hukum administrea
Megara tdak masuk dalam kelompok manspun karenn bukan merupakan sumber
hukum. Jadi kalaupun Jaksa Agung tidok melaksanakannya tidak ada sanksinys ; --—
- Bahwa dari segi hukum putusan Mahkamah Agung lebih kuat daripada Surat Ketua
Mahkamah Agung terschut, karena putusan Mahkamah Agung masuk dalam kategori
yurisprudensi ;
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yang hal ini dari Jaksa Agung ;
Blh%;/dmmgimmumﬂugundﬂm suatu perkar boleh ada putusan MA
tapi dnpa.t Juga diajukan permohonan fatwa ;
Bahwa poin 3 pada surst Muhkamah Agung bertentangan dengan poin 2 surat
lersebut ;
Bahwa dalam hal ada pertentangan antars putusan Mahkamah Agung dengan sura
Mahkamah Agung maka yang harus dilaksanakan adalih putusan  perndilan
sedangkan surat Mahkamah Agung tersebut seharusaya batal demi hukum ;

Bahwa surat Mahkamah Agung kepada Jaksa Agung tidak bersifat imperatil 1api
bersifat fakultstif sehingga boleh diikuti oleh tapi boleh juga tidak diikuti oleh Juksa
Agung |
Bahwa antara poin 1, 2 dan 3 pada pada surst Mahkamah Agung tersebut ada
kontradikiil sehingga menurut hukum administasi Negara menjadi cacat hukum ; —
Bahwa adanys cacat pada bagian Mengingat dan Menctapkan dalam SKP3 yang
dikeluarkan oleh Kejuksaan biss menimbulkan konsckuensi SKP3 (ersebut menjadi
batal demi hukum ;
Bahwa perbedaan antam beschiking dengan putusan pengudilan adalah beschiking
adalah produk eksekutif’ sedangkan putusan pengadilan adalah produk yudikatif : —
Bahwa SKP3 adaluh menspakan produk eksekutif karena dikeluarkan oleh kejaksaun
yang merupakan bagian dari eksekutif -
Bahwa dalam hal seorang pejabat administrasi Negars menenma pedintahi dan
pr:nnr.nh tersebut dipandang kurang jelas maka si pejabat boleh meminta penjelasan
lebili lanjut  yaitu dengan cara mengajukannya dengan suraf ;
Baliwa dalam hal penjelasan tersebut merupakan pendapat atau legal opinion maka
si pejabal tidak salah apabila melaksanakan atnupun tidak melaksanakan pendapat
tersebut;
Bubwa abli tidak pemah membaca putusan Malikamah Agung, sumt Mahkamah
Agung dan Surat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selstan secarn utuh tapi
baru membacanya pada hari secara parsial ;

Menimbang, bahwa scbaliknya untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, pihak

Fermohon telah puls mengajukan bukti surat yang telith dibubuhi meterai cukup, vaitu

Bukti T-1: Surat Pelimpahan Perkarsa Nomor ° B-78 1/ APB/Fpk.2/5e /0872000
tunggal 08 Agusius 2000 Atss namas H.M. Soeharte, perihal Pelimpahan
Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan -




4 Bukti T-4;

5. Bukti T-5:

7. Bukti T-7:

£ Bukti T-8:

9. Bukti T-9:

Surat  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  No.

| 842/Pen.Pid/2000/PN.Jak.sel anggal 22 Agustus 2000, perihal Penetapan

Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menentukan hari
sidang terhadap H.M. Socharto pada hari kamis tanggal 31 Agustus 2000 ;
Surat Tugas Nomor : UGM/KU/3748/UM/05/03 tanggal 18 September
2000, perihal Surat Dekan wb Pembantu Dekan 2 Fukultas Kedokieran
Universitas Gajah Mada tentang surat Tim Medis untuk menguji
kesehatan H M. Socharto ;
Surst Keputusan Kepala Kejoksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : Kep-
O1/P.).13/Fpk.2/9/2000 tanggal 18 September 2000, perihal Membeniuk
Tim Penilai Keschatan terdakwa H.M. Soeharto untuk kepentingan
pemeriksaan terdakwa dimuka Persidangan Pengadilan
Surat Kepala Kcjaksaan Negeri Jakarta Selatin Nomor : R-
394/P.1/13/Fpk.2/09/2000 wnggal 19 Scptember 2000, peribal Rencans
pemeniksaan komprehensif terhadap HM. Socharto ;
Surat Tim Penguji Keschatan H.M. Socharto Nomor - 002 TPEK/HMS-
UP/IX/2000 wnggal 19 September 2000, perihal rencana pemeriksaan
komprehem\nsif techadap H.M. Soeharto
Surat  Dircktur  Rumah  Sakit Umum RSUP  Nasional Dr,
Ciptomangunkusumo, Jakarta Nomor ¢ 2706/TU.K/RHS/AX/2000 tanggal
21 Sepiember 2000, perihal rencana penieriksaan komprehensif techadap
H.M. Sochano ;
Surat Kepals Kejaksaan Negeri Jakarta Selstan Nomor : R

+ALYP.1LI3/Fpk.2/09/2000 wnggal 22 September 2000, perihal mohon

bantuan sarans dan prasarana ;
Surat Kepals Kejaksaan Negeri Jakarta Sclatan Nomor : R-
404/P.1.13/Fpk.2/09/72000 tanggal 19 September 2000, perihal mohon
bantuan 118, dokter pendamping dan ambulance;

10. Bukti  T-10: Surat Tim Penilai Kesehatan terdakwa H.M. Socharto untuk kepentingan

11, BuktiT-11:

tahap pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan pengadilan Nomor -
004/TPK-HMS UP/IX/2000 tanggal 22 September 2000, perihal rencana
pemenksaan komprehensif techadap H.M. Sochario ;
Sural Pengurus Besar Ikatan Dokier Indonesia Nomor : 2232.b/
PBIA3/092000 tanggal 25 September 2000 dan lampiran, perihal
pemyataan PB IDD wemang pemeriksann keschatan 1.M. Sochario :

i
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Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakana Selawn Nomor @ B-1019/P.1.13/
pe.2102000 tanggal 2000, perihal penyampainn Memor Perlawanan /
verset Penuntut Umum ;
Surat Direktur Ulama RSCM Nomor ; $73/TUK/RHS/2004 tanggal 4
Pebruan 2004 dan lampiran, perihal Penunjukan Tim Penilai kesehatan
terdakwa H.M. Socharto ; .
14, Bukti T-14:  Surat Ketua Tim Pemeriksaan Kesehatan Terdakwa dari RSCM Nainor -
S80/TU.K/RHS//2004 tanggal 4 Pebruari 2004, perihal pemerikssa
kembali kesehatan atas nama H.M. Socharto
|5, Bukti T-15:  Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor - R-088/ 0. 1. 14/
Fu.1/02/2001 wanggal 2| Pebruan 2001, perihal penunjukan RSUPN Dr.
Cipto mangunkusumo melakukan pengobatan techadap terdakwa H.M.
Socharto ;
16, Bukti T-16:  Surat Kepala Kejoksaan Megeri Jakarta Selatan Nomor : R-19/0.1.14/
FL1/ 12004 tanggal 12 Januari 2004, périhal permintasn melakukan
pemeriksaan kembali keschatan atas nama terdakwa HM. Socharo ; ———
17. Bukti T-17:  Surmt Kepaln Kejaksaan Negen Jakarin Selatan Nomor : R-253 0.1, 14/
Fu.1/06/2002 tanggal 4 Juni 2002, perihal pemeriksaan keschatan
terdakwa H.M. Socharto ;
18, Bukti T-18:  Surat Kepala Kcjaksaan Neperi Jakarta Selatan Nomor * R-610/ 0.1, 14/
FLI/12/2003 tanggal 9 Desember 2002, perihal permintaan  hasil
perkembangan  pemeriksaan keschatann atas pama terdakwa HM.
Socharto
19, Bukti T-19:  Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor S42/Pid.B/ 2000/
PN.Jak.Sel. tanggal 28 September 2000 ;
20. Bukti T-20:  Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 140/Bdg/PID/2000/PT,DKI,
tanggal 8 Nopember 2000 ;
21. Bukti T-21:  Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1846 K/PID/2000. tangeal 2
Pebruan 2001,
22 Bukti T-22 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Jukarta Sclatan Nomor @ Wi-
Dd.Hn.01.10,01.932 wnggal 8 Maret 2002, perihal  laporan  hasil
pengobatan atas nama terdakwa HM, Spcharto ; .
23.Bukt T-23:  Laporan pemeriksaar awal kesehatan HM. Sochario, RSUPN RSCM
tanggal 39 Maret 2001, perihal laporan Tim RSCM untuk pengobatan
H.M. Socharto ;
24. Bukti T-24: Laporan berkala kesehatan H.M. Socharto, RSUPN RSCM tanggal 30
April 2001, perthal laporan Tim RSCM untuk pengobatan H.M. Socharto;

‘




Laporan berkala kesehatan H.M. Sucharto, RSUPN RSCM tanggal 19
Juni 2001, perihal laporan Tim RSCM untuk pengobatan H.M, Sceharto; -

¢ Laporan berkals HM. Socharto dari Rumah Sakit Unum Nasional dari
Cipto Mangunkusumo wnggal 25 Juli 2001, perihal lapormn Tim RSCM
untuk pengobatan H.M. Seehano ;
27. BuktiT-27 : Surast Tim RSCM untuk pengobatan H.M. Soecharto Nomor :
249U TUK/RHS/VIL2001 tanggal 27 Agustus 2001 dan lampiran,

perihal hasil pemeriksaan H.M, Socharto ;

28. Bukti T-28 : Tim Penilai Kesehatan H.M. Sochario tanggal 15 Juli 2002 dan lampiran,
perihal laporan Ketua Tim Penilai Kesehatan terdakwa H.M. Soeharto ; —

29, BuktiT-29 : Surmt Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/RGSXIV200]1 tanggal 1)
Desember 2001, perihal laporan hasil pengobatan atas nama terdakwa

H.M. Soeharto ;

J0. BuktiT-30 : Sumt Kepala Kejakssan Negeri Jakarta Selatan Nomor : TAP-
O1/0.1.14/FL1/OS2006 tanggal 11 Mei 2006, peribal Surat Ketetopan

Penghentian Penuntutan ;

Menimbang, bahwa baik Pemohon 1, Pemohon [ dan Pemohon 11l maupun
Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing bertanggal 9 Juni 2006 ;
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segals sesuatu yang

terjadi di persidangan scperti yang termuat dalam Berita Acara Persidungan dipandang telah
termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan inj ;
Menimbang, bahwa akhimya pars pihak mohon putusan ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Praperadilan Pemobon I, Pemobon 11
dun Pemohaon I adalah Para Pemohon mendalilkan sebagal berikul ;

- Bahwa Para Pemohon merupakan pihak keliga yang berkepentingan berhak mengajukan
permohonan Praperadilun terhadap Termohon berkenaan dengan dikeluarkannyas Suml
Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) atas nama Terdakwa H.M. Socharta
dalum kasus dugaan korupsi padn tujub yayasan yang didirikannya, yaitu : Yayasan
Diharmals, Yayasan Dakab, Yayasan Supersemar, Yayasan Amal Bhakti Muoglim
‘Pancasila, Yayasan Dana Mandiri, Yayasan Gotong Ruygng dan Yayasan Trikora j ssee-

- Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam mengajukan permohornan
Praperadilan  tersebut, menggunakan mekanisme dan  atay prosedur  gugatan
organisasi/Lembaga Swadays Masyarakar (fegal tanding), telah diskui baik dalam
Perundang-undangan maupun dalam praktek perndilan ;




pidana atas noma Terdakwa HM. Socharto alias Socharto, sebenamya
dilimpahkan aleh Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Sclatan dengan
‘No./Petkilra 842/Pid.B/2000/PN. Jaksel, buhkan perkamnya telsh sampai pada tingkat
| e ;ka:',:gi./é: Mahkamah Agung RI. Namun, proses hukum perkara terdakwa tersebul
mengalumi hambatan karens Terdakwa HM. Soeharto tidak dapat hadir di persidangan
dengan alasan sakit

- Bahwa berhubung Jaksa Penuntut Umum tidsk dapat menghadirkan terdakwa di
persidangan kirena alasan sakit, maka Majelis Hakim Pengadilan Neger Jukarta Selatan
mengeluarkan Penetapan yang antars lain menyatakan ; bahwa penuntutan perkara pidana
No, 842/Pid.B/2000/PN Joksel aias nama HM. Socharto alins Socharto tidak dapar
diterima, dan mengembalikan berkas perkara tersebul kepada Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Jakara Selatan ;

- Bahwa atas keberatan Juksa Penuntut Umum sesuai kelentusn Pasal 67 KUHAP,
Pengadilan Tinggi DKI Jakarts, menjatuhkan Putusan Ne. 140/BdgPID2000/PT.DKI
tertangeal 8 Nopember 2000 yang memutuskan scbagai berikut ;

= Menerima banding dan Jaksa Penuntut Umiam ;
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jaknrta Selatan, tanggal 28 September
2000, No. B42/Pid. BL2Z000/PN. Juksel;
« Memerintishkan kepada Pengadilan Negen  Jakarta Selatan untuk  membuka,
memenksa, mengadili, dan memutus kembali perkara pidana Regisier No.
B42/Pid. B2000/PN Jaksel sesuai hukum scara pidana yang berluku bagi perkam
tersebut;
« Memenntahkan pula kepada Pengadilan Nepen Jakarta Selstan uniuk tetap
meluksanakan kewenangan menahan Terdakwa H.M. Soeharto dalam status Tahanan
Kota seperti semula;
= Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ;

- Buhwa sclanjutnya, atas permohonan kusasi dan Terdakwa, Mahkamah Agung RI
menjatuhkan Putusan No. 1846 K/Pid2000 yang amar putusannys berbunyi sebagai
berikut ;

MENGADIL]

Iy
Menenima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa : H.M. Socharo alias
Socharto terscbut;




kan putusan Pengadilan Tmggi Jakara wnggal 8 Nopember 2000 No.
JDG/PID/2000 PT.DK! dan Penctapan Pengadilan Negeri Jakaria Selatan
(- tangal 28 September 2000 No. $42/Pid B2000/Jaksel ;

— MENGADILI SENDIRI

- Menyaakan Penumtutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa H.M. Soeharto alias
Socharto tidak dopat diterima ;
= Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan Terdakwa sampai
sémbuh alas biava Negara, untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke
persidangan;
- Melepaskan terdakwa dan tahanan kota;
Membebankan biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan kepada Negara | -

- Bahwa pada tanggal 21 Okiober 2001, Kepala Kejaksaan Negerl Jakarts Selatan melalui
surat No. Raw/0.1.14/Fu.l/10/2001, meminta pendapal hukum kepada Mahkamah Agung
dalam rangka pelaksannan putusan kasasi a quo. Dan alas permintan tersebut, Mahkamah
Agung mengeluarkan pendapat hukum dalam suralnya kepada Jaksa Agung dengao
tembusan kepada Jampidsus, Kajati DKI Jakarts, Ketua PN Juksel dan Kajan Jaksel,
melalui sumt bemomor KMA/E6S/XIV2001, vang pada intinya menyatakan balwa
terdakwa Socharto tidak dapat disjukan ke pengadilan, yang mana pendapat {ersebui
didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan Tim Dokter RSCM  No.249/TU K/Rhe/ VIV
2001, yang menyntakan bahws H.M. Socharo tidak dapat diharapkan sembuh dengan
m¢tode pongobatnn saat ini |

- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006, Kepala Kejaksasn Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan
Surat Ketetapam Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) terhadap Terdakwa H.M
Socharto dalem kasus korupsi penyalahgunaan dana tujub yayasan, dan SKPPP tersebut
telab diterima olch puteri sulung H.M. Socharto, Siti Hardiyanti Rukmana pada tangyal 15
Mei 2006 ;
Bahwa pads wanggal 12 Mei 2006, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dalam konferensi
persnya di Kejuksaan Agung menyalakun bahwa, Kepals Kejaksaan Neger Jakorta Selatan
telah menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkars atas nama Terdakwa

-H.M. Soeharto demi hukum 3

- Bahwa penerbitan SKPPP terhndap Terdakwa HM. fSnthmu oleh Termohon, seluin
bersifit prematurc, cacat hukum, juga bertentangun dengan TAP MPR Rl
No. XUMPR.RI/1998 dan TAP MPR RI No. YIIUMPR RY/ 2001 serta Undang-undang
No. 4 Tubun 2004 Tentang Undang-undang Kekunsann Kebakinan ;




karcna Kejaksann Agung Cg. Kejaksaan Neper Jaksrta Selatan tidak
url pemeriksaan dan pengobatan yang lebih baik st merujuk ke dokter yang
ik, sebagaimana dinmanatkan dalam Undang-undang No. 20 Tuhun 2004 Tentang

. .'I{ndnis::mn. sekaligus juga scbagai kewnjiban hukumnya selaku Penuntut Umum
secara objektif dan professional, akan tetapi malah pihak kejuksaan mengeluarkan SKPPP.

Cacal Hukum, karena penerbilan SKPPP oleh Kepalo Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
tidak berdasarkan pada tiga kondisi vang disyaratkan oleh Keétentuan Pasal 140 ayat {2)
buruf (a) KUHAP, yaitu : (a) tidak terdapat cukup bukti, (b) peristiwa tersebut térmnyata
bukan tindak pidanas stau () perkara ditutup demi hukum

Bertenlangan deagan TAF MPR R, karena dengan diterbitkannys SKPPP atas numa
Terdakwa oleh Termohon justry telah meaghambat pemberantasan korupsi, kolusi dan
nepotisme di negert ini ;

Bertentangan dengan Undang-undang Kekuasaan Kehukiman, karena pihak kejaksaan
tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI vang salah satu amarmya berbunyi :
Memeritahkan Juksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembu
alas bisyn negara, untuk selanjuinya setelah sembuh dihadapkan ke persidangan :
- Buhwa dengan demikian tindukan Termohon menerbitkan SKPPP lerhedap perkam
lerdakwa H.M. Socharto alias Soeharto selain tidak sah menurut hukum, juga jelns sangat
merugikan kepentingan pencgakan hukum dan merugikan kevangan negara, karena
menyebabkan upaya untuk mengembalikan kerugian negars atas perbuatan korupsi
menjadi terhambal ;

- Bahwa tmdukun Termohon yang menimbulkan kerugian sebagaimana tersebut diatas, juga
menimbulkan Iu:mgmn bagi Pemohon 1 selaku organisasi non pemerintah (LSM), yang
secara terus menerus telah melakukan ikhtiar dan upays untuk melakukan advokasi seria
mn;ﬂnmhukumﬂnhmktmdumwwﬂdﬂnmpmnkm
pemberantasan korupsi di [ndonesia ;

Maka atas dasar itu, Para Pemohon menuntut scbagaimana isi petitum permohonan
Praperadilan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa atss permohonan Praperadilan tersebut, pihak Termohon
mengajukan jowaban yang pada pokoknya menolak/menyangkal dalil-dalil hukum Pam
Pemohon dengan alasan-alasan antara lain -

- Bahwa tidak benar kalau dikatakan SKPPP yang diterbitkan oleh Termohon s quo bercacat

hukiuurm, kapegy




praktek peradilan, di luar keempat alassn yaitu @ (1) karena
dunia, (2) mebis in fdem, (3) kadaluarsa, (4) karena sakil jiwa/cacat
alasan lain pula untuk menutup perkars demi bukum. Sebagai contoh,
. overmiacht (dayn pakss) vide Pusal 48 KUHP, pembelaan diri vide Pasal 49 KUHP : —.

* Pencrbitan SKPPP tersebut didassrkan pada lima sumber hukum yang dipaksi scbagai
lindasan pijak untuk menciapkan landasan hukum Terdakwa HM. Sochano alias
Sochano darl yang semuls in abstrakio menjadi in concreto, Kelima sumber hukum ity
sdalah Undang-undang, Yurisprudesi, Doktrin, Kebissaan, dan Moralitas |

* Penerhitan SKPPP atas nama Tendakwa H.M. Socharto dilakukan Termohon dalarm
rangks melaksanakan putusan Mahkamah Agung Rl Ne. 1846 K/Pid/2000 tanggal 2
Pebruari 2001, yang menyatakan penuntutan Juksa Peauntut Umum terhadap Terdukwa
HM. Socharto aliss Socharo tidak dapat diterima. Sebab menurut pengobatan Tim
Dokter, sakitnya terdakwa tidak dapat lagi disembubkan dengan pengobatan yang adas
saal ink. Selanjutays menunit Mahkamah Agung, untuk menentukan pengajuan perkars
umﬁmmnTﬂdukaMSndmdnkcpqnldmpnuhqjumylmhdilﬁmgm
kejaksaan (Termohon). Scjalan dengan itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah
mencgaskan pula penolakannya untuk menyidangkun kembali perkars Terdakwa H.M
Speharto tersebut sebagai jawaban atas surai Kejuksaan Negeri Jakarta Sclatan No -
13-246/0. L 14/FL.1/0272002 tanggal 26 Pebruari 2002 yang memohon supayn Pengadilan
Negeri Jokarta Selasn membuka kembali persidangan perkara tersebut (vide surat Ketus
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. W7-Dd. Hn.01.10,01.932 tanggal 8 Maret 2002) ¢

* Termohon menerbitkan SKPPP disamping berdasarkan kewenangan yung distur dalum
KUHAP jugs mengacu pada kewenangan yang diatur dalam Undang-undang No. 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia :

- Bahwa tidak benar kalau dikatukan Termohon tidak melaksanakan putusan Mahkamah
Agung RI No. 1846 K/FdA2000 tnggal 2 Pebruan 2001, karena :

* Putusan  Mahkamah Agung terscbut menentukan bahwa penuntutan  tethudup
H.M. Socharto hanya dapat dilakukan sesudah yang bersangkutan sembuh dari sakitnya;

* Fatwa Mahkamah Agung dalam surat No. KMA/SGS/XIL200] nggal 11 Desembes
2001 menyatakan bahwa H.M. Sochario udak mungkin dapat disembuhkan ; ——
« Penuntutan Perkara terhadap HM. Socharto tidak mungkin dapat dilanjutkan sehinpga
desmni kepastian hukum, penuntutan terhadap yang bersangkutan perlu dihentikan 3 e



ttelah meminta Tim Dokter sebagai upays untuk melsksanakan isi putusan
! ﬁmhmhm:mmmmhaﬁm;h&mngkmn[ﬁdc:mﬂaumﬂjﬁ
*kepada Dircktur RSCM masing-masing tanggal 21 Pebruai 2001, tanggal 4 Juni
2002 fanggal 9 Desember 2003 dan tanggal 12 Januari 2004)

=Bahwuridakh¢nuknhudikniakmEKPPFbmmungmdmngﬁP MPR. Rl, karena
schagaimana fakta kronologis dar proses perkars yang diuvtarakan Termohon,
menunjukkan bahwa Termohon sudsh melaksanskan semua TAP-TAP MPR Rl yang
berhubungan dengan pemberantasan KKN -

- Huhwa tidak benar puls kalau dikataskan Termohon melakukan pelanggaran terhadap
Undang-undung No. 29 Tahun 2004 tentang Prakiek Kedokteran, karena

* Kewnjiban untuk merujuk pasien ke dokter lain yang mempunyai  keahlian dan
kemumpunn yang lebib baik adalah kewajiban dokter, bukan kewajiban Jaksa Penuntut
Umum atau Termohon ¢

* Tim Dokter yang memeriksa  Terdakwa H.M. Socharto, terdin dari dua puluh enam
dokter dari berbagai keahlian dan berasal dari institusi terpercaya yaitu, RSCM, FK U],
FK UGM dan FK UNAIR. i menunjukkan bahwa Tim Dokter sudal
mempertimbangkan banyak pendapat, bukan hanya the second apinion saja | —————-

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon menolak/menyangkal dalil-dalil
permohonan Preperadilan Para Pemohon, maka menjadi kewajiban hukum Pars Pemaohon
untuk membuktikan dalil-dalil hukumnya; scbaliknya kepada pihnk Termohon berhuk pula
untul membuktikan penyangkalannya (fegen bewifs-nyn) ;

Menimbang, bahwa wituk membuktikan permohonannys, Para Pemohon di
persidangan selain telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu untuk Pemohon | mengajukan
bukti-bukti sumt bertanda P.1 sampai dengan P.18, untuk Pemohon 1 mengajukan bukti-
bukti surat bertanda PIl-1, sampai dengan PLI-10, untuk Pemohon [11 mengajukan bukti surat
bertanda P-1 sampai dengan P-13, Para Pemohon juga telah mengajukan dus orang ahli,
vaitu = (1) DR. Rudi Satriyo Mukaotardjo, $H.,, MH (Ahli Hukum Pidana), (2) Anns
Erlisna, SH., MH (Ahli Hukum Adminisiras Negara) ;

Medimbung, bahwa sebaliknya untuk membuktikan penyangkalannya, piliak
Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-30 ; ——

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil bukum Para Pemohon dihubungkas
dengan jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti yang disjukan para pihak Pengadilun
menemukan hal-hal atau fakta hukum yang diskyi kebenarannya stau tidak disangkal para
pihak, sebagai berikui




pada tanggal 8§ Agustus 2000 Termohon telah melimpahkan berkas
atas nama Terdakwa H M. Socharto aliss Sochano ke Pengadilan Negen
sesuni dengan surt pelimpahan perkara dengan Acara
Hl‘gglﬂ'il'tw Biasa dan Kejoksaan Negeri Jakana Selatan No :B-78 VAPI/Fpk.2/Sel/

0972000, dengan dakwaan ;

~ Primair : Pasal 1 ayal (1) suba jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971 jo.
Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

- Subsidair : Pasal 1 ayat (1) sub b jo. Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1971
jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Babwa Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah menetapkan han sidang
berdasarkan Penctapan Kewa Majelis Hakim No. 842/Pen.Pid/2000/PN, Jaksel tanggal
27 Agustus 2000 yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2000 ;
3. Bahwa sejak sidang pertama pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2000 Jaksa Penuntut
Umum tidak dapat menghadapkan terdakwa di persidangan dengan alasan Terdakwa
dolsm keadsan sakit, schingga Majelis Hakim Peogadilan Negeri Jakaria Selstan
menotapkan pada wnggal 14 September 2000 untuk membentuk Tim Dokier terdini duri
unsur 1D1, Depkes RI, FK Ul FK UGM dan FK UNAIR guna memeriksa terhadap
keschatan Terdakwa H.M., Socharto alias Socharto ;

4. Bahwa awe dasar hasil pemeriksaan Tim Dokter tersebut, Majelis Hoakim Pengadilan
Negen Jakarta Selatan, mengelusrkan penstnpan No. 842/Pid.B2000/PN. Jaksel tangpal
28 Seprember 2000, yang menciapkan :

1, Menystakan pémintubin perkivs piilia siss nima’ Tecdakws HM. Sockario allas
Socharto “tidak dapat diterima” ;
2. Membebaskan Terdakwa H.M. Socharto ulias Socharto dari wahanan kota ;
1. Mengembalikan berkas perkara No. B42PidBR2000PN, Jaksel kepads Jaksu
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Sclatan ;
4. Mencoret Nomor Perkara Pidana Binsa dalam lahun yang sedang dikerjakan | ~—-eeer

5. Bahwa stus perlawanan Juksa Penuntut Umum terhadap Penetapan Pengadilan Negen
Jakarta Selstan tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarts menjatuhkan putusan No
140/Bdg/Pid2000/PT. DKI tanggal & Nopember 2000, yang amar putusannys schagal
berikut ;
1. Menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membatalkan Penctapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 842/Pid B/2000/PN.

Juksel tanggal 28 September 2000,

"




\l@l Memeriniahkan kepada Pengadilan MNeged Jakarta Selatan untuk miermn buka,
memeriksa, mengadili dan memutus kembali perkara pidana pada register No,
842/Pid B2000/PN. Jaksel sesuni Hukitm Acara Pidana yang berlaku bagi perkam
tersehut ;

6. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakara tersebut, Tim Penasehat Hukum
Terdakwa HM. Socharto menyatakan kasasi, dan berdasarkan putusan  Mahkamah
Agung RI No. 1846 K/Pid2000 tanpggal 20 Pebruari 2001 Yang amar pulusannys,
sebagai berikut :

b Menyatakan penuntutan Jaksa Penuniut Umum terhadap terdakwa H.M. Sochasio
alias Socharto tidak dapat diterina ;

2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sanipai
sembult atas biaya negars, uniuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan ke
persidangan;

3. Melepaskan terdakwa dari tahanan kota ;
7. Bahwa benar Kejaksaan Negeri Jakana Selatan dengan surat No, R<411/0,1.14/ Fu. 1/
10/ 2001 wanggal 29 Oktober 2001 telah melaporkan kepada Mashkamah Agung RI hasil
pengobatan Tim Dokter RSCM terhadap HM. Soeharto olins Socharto yang intl
pokoknys menyatakan bahwa HM. Sochario tidak dapat diharapkan sembuh dengan
metode pengobatan yang ada saat ini, Dan atas laporan tersebut Mahkamah Agung RI
dengan surat No. KMA/B65/12/2001 tanggal | Desember 2001, memberi pendupa
hukum yang pada pokoknys menvatakan : karena Tim Dokter menyatakan terdakwa
tidak depat disembuhkan, moka Terdakwa tidak dapat dinjukan ke persidangan.
Berhubung dengan hal fw, untuk menentukan mengajukan atau tidak mengajukan
perkara nm;*nnnm H.M. Sochano tersebut ke persidangan, adalah menjadi wewenang
Jaksa Penuntut Umum sésuai bunyi — Pasal 137 KUHAP -

5. Babwa benar pada tangpal 11 Mei 2006, Kepala Kejaksaan Negeri Jukarta Selatan,
mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) atas nama Terdakwa
.M. Secharto alias Sochurto No. TAP-01/0.1.14/FL 1/0572006 yang menetapkar :

I. Mengheatikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakws H. Muhammad
Socharto alias Socharto kareng
- Perkara ditutup demi hukum;
Benda sitson/barang bukti berupa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tetap
terlampir dalam berkas perbara;
3. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembalj npabila dikemudian hari terdapat alasan

baru yang diperoleh Penuntul Umum:

r




dari Surat Ketetapan ini diberikan kepada yang bersangkutan unluk
: sebagaimaina mestinya |

A f1“"''I!l?l'h'l!:.tul:m't:m.'l|;. bahwa dan jawab menjawab para pihak di persidangan ditemukan

rselisihan hukum antara Para Pemohion dan Termohon mengenai alasan dan dasar hukum

diterbitkanova SKPP oleh Termohon serta status hukum SKPP ates nams Terdakwa H M.

Socharto a quo ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yvang diakui dan hal-hal yung
disangkal para pihak, maka sekurang yang menjadi persoalan hukum untuk dijawab adalah,
apakah benur penghention penuntutan perkarn atas numa Terdakwa HM. Socharto alias
Sochano — perkars ditutup demi hukum — sesuai dengan Surat Ketetapan Penghentian
Penuntutan (SKPP) No, TAP-01/0.1.14/FL1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 adalah tidak sah
menurut hukum ;

Mentmbang, bahwa sebelum menjawab persoalan hukum yang dikemukakan di
ntas, pengadilan terlebih dabulu aken memperimbangkan mengenai kedudukan dan
kepentingan hukum Para Pemohon sebagal plhak ketiga yang berkepentingan dalam
mengsjukan permobonan Prapemdilan terhadap Termohon atas diterbitkannya SKPP atas
naman Terdakwa H.M. Socharto, sebagai berikut :

- Bahwa walau pihak Termohon tidak memberikan tanggapan mengenai kedudukan dun
kepentingan hukum Para Pemohon tersebut, akan tetapi menurut pengadilan hal it penting
dl'pcﬂiml:u.ngkn.n untuk menilai sejouhmanakah alas hak atsu legal sianding Para Pemohion
dalam mengajukan permohonan Praperadilun dalam perkara penghention penuntutan atas
nama Terdakwa H.M. Soeharto ;

- Bahwa menurlit Pasal 80 KUHAP, yang berhak mengajukan permohonan Praperadilan
lentang sah atou tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah Penyidik
atmu Penuntut Umum dan pihak ketiga yang berkopentingan ;

- Bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepenfingan dalam prukick pencrapannya,
memang ada pendapal yang mengartikannya secara sempit, hanyn terbatas pada saksi
korban tindak pidana amu pelapor. Namun, ada pula pendapat yang menafsirkannya securs
luas, tidak terbatas hanya saksi korban atau pelapor tetapi meliputi anggota masyarakat

" yung diwakill oleh Lembaga Swadava Masyarakat ﬂsﬁ?;

- Bahwa menurut pengadilan, kriterin yang dapat dipu!m dalam mengartikan pihak keriga
yang berkepentingan adalah baguimana bobot kepentingan umum dalam tindak pidana
yang bersangkutan. Misalnys dalam tindak pidana perkogaan, penipuan, atau penggelapan,
maka pihak yang dirugikan dan berkepentingan adalah saksi korban stan pelapor. Tetam
upabila bobot kepentingan publik dalum tindak pidana yang bersangkutan sedemikian rupa




M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya, “Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan
KUHAP — Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjouan Kembali®
edisi kedus, Sinar Grafika, 2000, hal 11, menyatakan, ditinjau dari disiplin ilmu
yunisprudensi, perkataan “pihak ketiga yang berkepentingan™ yang dirumuskan dalam
Pasal B0 KUHAP, dikategorikan istilah yang mengandung “pengertian luss™ (broad term)
dtau “kurang jelos pengertiannya” (wmplain meaning). Kalau itu dikatakan kurang jelas
pengertiannys, maka beberapa penulis menyebutkan adalah menjadi tugas hakim sebagai
penterjemith aturan hokum yang ada. Sebagal penterjemah, hukim bertugas menemukan
hukum, baik melalui penafsiran, kontruksi, atau penghalusan hukum, Kewajiban ini timbul
karena aturan yang ada tidak jelas, atou karena suaio peristiwa hukum tidak persis samia
dengan lukisan yang ada dalam undang-undang (Bagir Manan, “Mengadili Menunu
Hukum", Artikel, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XX, No. 238, Juli 2003, hal,
ik

Menurut M. Yahya Harmhap, menghadapi rumusan yang kurang jelas pengertimnnya,
diperlukan kemampuan untuk menemukan makna yang aktual (te discover the actual
meamng). Cara yang dianggsp mumpu memberi pengertian yang (epai dan aktual,
mengaitkannya dengan unsur “kehendak pembuat undang-undang (legislative puspase)
dan “kehendak publik * (publik purpose) ;

Jika tujuan mem-praperadilan  penghentian  penyidikan  any penuntutan  unluk
"mengoreksi” atau “mengawasi® kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan stas
penghentinn Ity secara horizontal, cukup alosan untuk berpendapat, bahwa kehendak
pembust undang-undang dan kehendak publik atas pencrapun pihak ketiga yang
betkepentingan, meliputi masyarakat Juas yang diwakili oleh LSM atou organisasi
kemasyarakatan ;

Babwa interprelasi pengenian pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperndilin
schagaimana dikemukakan dintas, meliputi  anggota masyarakat dan LSM vang
berkepentingan, termyata sejalan dengan maksud ketenuan Pasal 41 Undang-undang No.
31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atss Undang-
undang No, 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidans Korupsi, yang mengastur
pemen sertn masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberatasan tindak
pidanma korupsi ;




:'\E Behwa dengan demikian, istilah "pihak ketiga yang berkepentingan” dalom Pasal 0
KUHAP tidak mesti diartikan terbatas hanya “saksi yang menjadi korban®, tetapi juga
masyarakat yang sécara teori hukum adalah korban Juga termasuk sebagai pihak ketiga
ma%pmﬁagm.?ndummmdamjupdimbmw baginn dari
“partisipasi” masyarakat dalam  pemberantasan korupsi. (Bandingksn Lubut M.P
Pangaribuan, Interpretasi “Pihak Ketiga Yang Berkepentingan™ dalam tindak pidana
korupsi, termuat dalam Jurmal, dictum, LelP, edisi 2 tahun 2004, hal.7-31 -

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dihubungkun dengan kedudukan
dan kepentingan hukum Pam Pemohon dalum mengajukan permohonan praperadilan a
quo, meanurul pengaililan adalah termasuk “pihak ketiga yang berkepentingan”, karena '

* Pemobon I dun Pemohon || adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh
dan berkembang sccaru swadaya, otas kehendak dan keinginan sendiri ditengah
musyarskal yang bergerak, berminat dan didirikan ntes dasar kepedulian untuk dapat
memberikan perfindungan dan penegakan atas kepentingan dan hak-hak azasi manusia di
Indonesia, termasuk di dalamnya penegakan pemberantasan tindak pidans korupsi ; ——

-chnhnnmndahhwmg.nzgamhdumﬂnubqaihughudnﬁmgguumuym

yung mempunysi kepedulian dalam perlindungan dan penegakan hak-hak azasi manusia
termasuk di dalamnya penegukiin pemberantasan korupsi di Indonesia ;

» Masalah korupsi merupakan masalah yang dihadapi olch bangsa dan negara yung
menuniut peran-sena dan tanggungjawab masyarakat untuk membanty pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana korupsi ;

* Pemohon | dan Ul sebagai LSM mempunyai AD/ART organisasi yang mempunyui lujuan
dan misi penegakan hukum dan hak azasi manusia, keadilan, ketertiban dan kepastian

hukum ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tentang kedudukan Para Pemohon
schagai pihak ketiga yang berkepentingan, maka sekarang sampailah pengadilan untuk
mempertimbangkan tentang status sah-tidaknya penghentian penuntutan sesuai dengan
SKPP ams nama Terdakwa H M. Soeharto alias Socharto yang diterbitkun oleh Termohan ¢

Menimbang, bahwa sebagaimana Pary Pemohon mendalilkan, perkira pidand atas
rama Terdakwa H.M. Sochano allas Sochurio, scbenamiyy sudah pemah dilimpakkan olch
Tenmohon di Pengadilan Negeri Jakara Selatan dengan No. Perkara $42/Pid. BR00U/PN.
Jaksel, bahkan perkaranya telah sampaj pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung RL
Namun, proses hukum perkara terdakwa terscbut mengalami hambatan karena Terdukwa
H.M. Soeharto tidak dapat hadir di persidangan dengan alasan sakit .




ditutup demi hukum — atas perkara a quo sesusl dengan SKPP No. TAP-
DUOAIA/FLIOS52006 tanggal 11 Mel 2006 (buki P.14/ P-2= P.lL5= T.30) dengan alasan-
alasan

I Berdasarkan pendapst Tim Dokter penilaian kesehatan vang menyatakan Afasia
Nenfluent campuran menghambat komunikasi terdakwa verbal dan tulisan,
mengingat fakior usia terdakwa, dapat ditarik kesimpulan kemungkinan kecil dapai
disembulikan, schingga tidak dapat dibadapkan ke persidangan ;

2. Dari scgi kemanusiann dan moral mengingat kondisi kesehatan terdakwa yang pada sam
ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Pusat Pertaming Jakata : ——--

Menimbang. bahwa berhubung dengan penghentian penuntutan perkara ying
dilakukan oleh Ternmohon tersebut, maks sekarang pengadilan dihadapkan pads dus
pertanyaan hukum, yaiw @ Pertama.  apakah penghentizn penuntutan 8 quo lidak
bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1846 K/Pid2000 tanpgal 2 Pehruarn
2001 yang ealsh saty diktumnys berbunyi ; Memerintahkan Juksa Penumtior Utnim
melukukan pengobatan terdakwa sampai sembub stas biaya negara, untuk selanjutnya
setelal sembub dihadapkan ke persidangun. Kedwa, apakah alasan-alssan penghention
penunfutan & quo sudah sesusl dengan ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaka
(KUHAP beserta undung-undang lainnya yang terkair) :

Ménimbang, bahwa untuk menjawab peranyaan  pertamia, pengadilan
mempertimbangkan hal-hal sehagai berikut ;

« Bahwa berdasar atas putusan Mahkamah Agung Rl No, 1846 K/Pid/2000 tanggal 2
Pebruari 2001, maka sesual dengan Pasal | butir (6) hunuf a dan Pasal 14 huruf (j) KUHAP
10 Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang No, 16 Tahun 2004 lentang Kejuksann R)
menjudi tugas dan wewcenang Termohon untuk melaksanakan isj putusan Mahkamah
Agung tersebul yang memerintahkan Jaksa Penuntui Umum melakukan pengobatan
terdukwa sampai sembuh atas bisya negara, untuk selanjutnya setelah sembub dibadapkan
.ke persidangan;

- Bahwn dan fakia hukum yang terungkap di pr.md;ugun, termyats Termohon sudah
meminta Tim Dokter uniuk memeriksa dan mengobati Terdakwa H.M. Sochario beberupa
kali, sebagni wujud pelaksanann putusan Mahkamah Agung (vide bukti T.15, T.17, T.18
dan T.16), bahkan Tenmohon telah meluporkan Hasil Pengobatan Tim Dokter RSCM
terhadsp H.M, Socharto kepada Muhkanish Agung Rl :




"M;Qilg.\ju s luporan Termohon tentang hasil pengobutan Terdakwa H.M. Socharo,

- Mi Agung memberikan Penduapst Hukum yang pada pokoknya menyatakan,
'_mqp i Dokier menyatakan Terdakwa tidak dapat disembubkan. maa Terdabwa tidak
dnpat digjukan ke persidangan, Berhubung dengan hal itu, untuk menentukan mengajukan
m"ifduk mengrjukan perkam, atas nama Terdokwa H.M. Socharto terschbut di
persidangan adalsh menjadi wewenang Jaksa Penuntut Umum sesuai bunyi Pasal 137
KUHAP (vide bakti P.18=T.29) ;

- Bahwa dari fakia hukum yang tecungkap, temyata setelah keluamys putusan Mahkamah
Agung pada wnggal 2 Pebruan 20001 dan sdanys Pendapmt Hukum Mahkamah Agung
tangeal 11 Desember 2001, oleb Termohon pads tanggal 26 Pebruan 2002, menginim sumt
kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakana Selatan agar Mejelis Hakim membuka kembali
persidangan korupsi atas nama M. Sochano, dan mas surt tersebut Ketua Pengadilan
Negeri Jukarta Selawn dengan suratnya bertanggal 8 Maret 2002, menyatakan ; ——o

1. Pemeriksaun berkas perkara atas nama Terdakwa H.M. Socharto ansich tefah final ; —
1. Dapat dihadapkan ke persidangan apabila rerdakwa sembuh;
3. Pemyatzan Tim Dokier menystakan Terdakwa tidak dapat disembuhkan, maka

Terdakwa tiduk dapat disjukan ke pengadilan;
4. Berkas perkara diserahkan kembali ke Kejaksaan Negen Jakarta Selatn ;

- Bahwa menurul hemal pengadilan, tindakan dan langksh-langkah yang telah dilakukan
Termohon dalam upaya melaksanakan putusan Mahkamah Agung a quo, sebenamya tidak
cukup apabila dilakukan hanys melalu sural menyurat diluar persidangan, tetapi mestinyn
dilakukan dalam forum persidacgan di pengadilan ;

- Bahwa pengedilan dapat menyetujul pendapat pemohon [ yang menyatuakan, apabils
hingsaﬂknréz}u'iﬁwhmnbdum sembuby (unfit) sehingga tdak dapat dihadapkan ke
persidangan, maka Termohon mesti terus melakukan pengobatan terhadap HM Sochurio
sampai sembub Kemudion dapat dihadapkan ke persidangan, dan bukan melakukan
tindnkan penghentian penuntutan sebagaimana yang termuat dolam SKPP No. TAP-
0101 14/FL1/05/2006 wnggal 11 Mel 2006 (vide replik Pemohon 11 hal. 5) ;

Menimbang, bahwa berdasarkin hal-hal yang dikemukakan di alas, pengadilun
berpendapat bubwa penghentian penuntutan perkars atas Terdakwas HM Socharto adalah
benentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 1846 K/Pid/2000 wanggal 2 Pebruan
2001, sehingga penerbitan SKPP tidak tepal dan bersifad premature ;

Menimbang, bahwa terhadap pertanysan hukum yang  Kedua, pengadilun
mempertimbangkan schagai berikut




II dasamyn, semiun lerdakwa pelaku dari susty tindsk pidana harus dituntut di
ahg pengadilan, okan tetapi undang-undang menentukan kemungkinan
inn twntun perkara dalam hal-hal tertentu. Menurut Pasal 140 ayat (2) huruf (a)

\ H.U]{AF' dalam hal Penuntut Umum memutuskan untuk menghentikan penunfutin karenn
tidak cukup buktl atau peristiwa tersebut temyata bukan merupakan tindak pidana atau
perkara dintup demi hukum, Penumtut Umusm menuangkan hal tersebut dalam surst

ketotapan |

« Bohwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 symt (2) burul (8) KUHAF tersebut, moka
penghentian pesumtitan dapat dilnkukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tigs kondisi,

vaitu

a. Ldak terdapat cukup bukti, atay §
b. peristiwa tersebut temyata bukan merupakan tindak pidana, atau;
¢. perkara ditutup demi hukum ;

Khusus mengena wewenang Penuntut Umum untuk menutup perkara demi hukum,
menuryt pedoman pelaksansan KUHAP, bahwa “perkam ditutup demi hukum™
diartikan sesuni dengan buku | KUHP Bab VIII tentang hapusnya hak menuntut
terscbut dalum Pasal 76, 77 dun 78 KUHP (Pedoman Pelaksamaan KUHAP,
dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI, Cetakan kedua, hal. 88,- lihat juga DR.
Andi Hamzah, SH, Penganwar Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakara,
2004, hal. 163);

Sedungkan menurut S.K. Sianturi, SH, dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di
Indonesia dan Penerapannya, menyatskan, Peniadnsn Penuntutan atau penghupusan
hak menungut yang diatur dalam Bab VIII Buku I adalah, jika :

I. Telah ada putusan hukim vang tetap (de kracht van cen recksterlijk pewifsde)
mengenai tindakan (feiy) vang sama (Pasal 76 KUHP);

2. Terdakwa meninggal (Pasal 77 KUHP),

3. Perkara wersebut daluarsa (Pasal 78 KUHP), dan

4. Terjadi penyelesainn di lugr persidangan (Pasal 82 KUHP) ;

- Bahwa dari. apa yang diwmikan distas dibubungkan dengan keterangan ahli Dr. Rudy
Satriyo Mukantardjo, SH . MH, ternyata bahwa albsan-alasan  untuk menghentikan
perkara demi hukum hanya terbatas pada apa yang ditentukan yaitu ; karena terdakwa
meninggal dunia, nebis in idem, kadaluarsa (bandingkan M. Yahya Harahap, [bid, hal
426-427) ;




Bahwa perbedann antara alasan-alssan penutupan perkara demi hukum dan alssan-alusan
yang meniadakan pidana adalah bahwa yang disebut terakhir ini diputuskan oleh hakim
dari (emuun berdasarkan hasil pembuktian yang terungkap dipersidangan, sedangkan
alasan-alasan penutupan perkara demi hukum dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara
fisktual dari kasus konkrit Artinya dilakukan olels Jaksa berdasarkan fakta konksit tanpa

hurus melakukan interpretasi atay penafsimn ;

- Bohwa npomun Termohon temysta melukukan penghentian  penuntutan  tidak
berdasarkan pada tiga kondisi yang disyarstkan oleh ketentuan Pasal 140 ayat (2) hurub (1)
KUHAP, akan tetap didasarkan pada kondisi keschatan terdakwa yang tidak layak
disidungken ;

= Bahwa menurut Pengadilan, Kejoksaan sebagai lembaga penuntut selsyaknya hati-hai
untuk tidak leluass melakukan interprotasi atau perafsimn undang-undang, apalagi di luar
undang-undang dolam menggunakan wewenang penutupan perkart demi hukum Karena
hal tersebut dapat merugikan posisi kepentingan umum yang melekat pada wewenang
kejaksaun sebagai lembags penuntutan ;

Menimbang, bahwa berdacarkan hal-hal yang dikemukskan dimass, pengadilun
berpendapat bahwa berhuibung penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Termohon,

tiduk memenuhi alasan penghentian penuntutan yang disyaratkan dalam Pasal 140 ayu (2)

huraf (a) KUHAP, maka penghentisn penuntutan perkara atas nama Terdakwa HM.

Sochario alias.Socharto sesual dengan SKPP Na, TAP-01/0.1,14/Ft.1/05/ 2006 tanggal |1

Mei 2006, adaluh tidak sah meninat hukum ;

Menimbang, bahwa terlepas dan kekurangan yuridis yang terdapat dalun SKI'P u
quo, sebugnimana yang dikemukakan oleh pendapat Ahli Hukum Administrasi Negara Anna
Erliana, SH., MH, namun berdasarkan alasan-alasan yang dipertimbangkan di ntas, sekall
Ingi SKPP yang diterbitkan oleh Termohon, dinyatakan tidak sah menurt hukum ;

Meaimbang, bahwa dengan dinyatakannya penghentian penuntutan perkars mias
dama H.M. Sochano tidak sah, maka knnsck“tn:inynlrmuuum perkara lerscbut harus
dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdssarkan  pertimbangan-pertimbangan terscbut  diatas,
pengudilan berkesimpulan bahwau bethubung Para Pemohon telnh dapst membuktian dalil-
dalil hukumnys, maka permohonan praperadilun Pars Pemohon dapat dikabulkan sebagian; -



Menylﬁihﬂ h.nhwa penghentian penuntutan perkara atas puna Terdakwa LM, Socharto
ulias Socharto sesual SKPPF No, TAP-01/0,1.14/FL.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006,
adalah tidak sah.

Menyatakan bahwa penuntutan perkars stas nama Terdakwa H.M. Socharlo alias
Socharto tersebut dibuka dan dilanjutkan ;

- Membebankan biaya perkam yang timbul kepada Termobon sebesar Rp. 5,000, (lima
ribu rupiah).
Demikianlah putusan ini dijaubkan pada hard SENIN, tnggal 12 Junl 2006, oleh

kami * H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H, MH, Hukim Pengadilen Negeri Jakars
Selatan, yang ditunjuk schagai Hakim Prapetadilan berdasarkan Penetapan Ketus Pengadilin
Negeri Jakara Selatin masing-masing tertanggal 23 dan 29 Mei 2006, putusan fersebul
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu jugs dengan didampingi
oleh TEUKU UMAR, S.H, MH Panitern Penganti dan dibadiri oleh Kuasa Pemohan |,
Kuasa Pemohon 11 dan Kuasa Pemohon 11l sera Kuass Termohon.

PANITERA PENGGANTI, HAKIM TERSEDBUT,
t B
t d, [ N .
TEUKU UMAR, SH., MH H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH., MH l

salinin J Iotoropy Sesual dengnn
Eoyn  Abirikan Bepada dun afas
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